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ABSTRAK

Nama : Martinus Siswanto Prajogo

Program Studi : Kajian Wilayah Amerika (KWA)

Judul : U.S. Security Assistance dalam Proses Integrasi dan Pelepasan
Timor Timur.

Timor Timur menjadi salah satu arena bagi penerapan kebijakan luar negeri
Amerika Serikat. Hal ini tampak pada saat Indonesia mulai mengintegrasikan
wilayah tersebut ke NKRI, pemerintah AS memberikan dukungan penuh, baik
politis maupun securify assistance. Namun ketika tokoh komunis Ramos
Horta — yang didukung oleh East Timor Action Network (ETAN) yang berbasis di
AS — memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur, pemerintah AS memberi
pelnang yang sangat luas bagi lepasnya Timor Timur dari NKRI Hal ini
disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan AS dalam menghadapi ancaman dan
tantangan global yang berorientasi pada keamanan nasionalnya.

Kata kunci:
Kebijakan luar negeri, securify assisiance, ancaman dan tantangan global,
keamanan nasional.

ABSTRACT
Name : Martinus Siswanto Prajogo
Study Program: American Studies
Title : U.S. Security Assistance in Processing Integration and Released

of East Timor

East Timor is one of the arenas for U.S. foreign policy implementation. This
matter seemed when Indonesia began to integrate the territorial to Republic of
Indonesia, the U.S. Government fully supported both politically and security
assistance. But when Ramos Horta — who supported by East Timor Action
Network (ETAN) that based in the USA — struggle for East 1imor independence,
the U.S. Government gave widely opportunities for the released of East Timor
from Republic of Indonesia. This situation occurred due to there was a changing
on U.S. foreign policy in dealing with global threat and challenging which
oriented to its national security.

Key words:
Foreign policy, security assistance, global threat and challenge, national security.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

U.S. Security Assistance merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan
politik luar negeri AS, khususnya yang terkait dengan komitmen dalam
memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Indonesia adalah salah
satu penerima bantuan tersebut. AS memandang Indonesia sabagai salah satu
negata di kawasan Asia Tenggara yang cukup signifikan berperan dalam
menciptakan dan memelihara perdamaian di kawasan ini. U.S. Security Assistance
diberikan kepada Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang. U.S.
Security Assistance ini antara lain diberikan dalam bentuk bantuan hibah berbagai
peralatan senjata, dan program bantuan/hibah yang diluncurkan pada saat ini yang
disebut sebagai U.S. FMF (U.S. Foreign Military Financing) — pengganti istilah
Military Assistance Program (MAP) — berupa peralatan radar maritime
surveillance untuk dipasang di Selat Malaka dan Laut Sulawesi, serta bantnan
pendidikan bagi para prajurit TNI yang dikenal dengan sebutan IMET
(International Military Education Training) termasuk E-IMET (Extended IMET).

U.S. Security Assistance sangat membantu Indonesia. Sejak tahun 1950,
AS memberikan bantuan berupa berbagai peralatan militer (defense articles)
antara lain senjata ringan (pistol) hingga senjata berat (cannon), kendaraan militer
(military vehicle), peralatan zeni (military engineering equipment), radio
korunikasi, pesawat tempur seperti Cesna, helikopter dan kapal perang.' Pada
saat itu Indonesia sebagai negara yang baru merdeka menghadapi berbagai konflik
kebangsaan, khususnya adanya upaya-upaya pemberontakan baik dari partai
komunis maupun dari golongan tertentu yang berkedok keagamaan yang terjadi
secara sporadis di berbagai tempat dibampir seluruh tanah air. U.S. Security
Assistance yang diterima Indonesia dalam berbagai bentuk persenjataan
memampukan TNI mengatasi berbagai pemberontakan tersebut. Pemberciitakan

' American Embassy & Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Serikat, “Exchange of
Notes: U.S. — Indonesia, Security Assistance for Indonesia,” Jakarta, 15 Agustus 1950, TIAS no.
2306, U.S. Treaties and Other International Agreemenis, 1619-23.
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terbesar adalah yang dilakukan oleh komunis dengan terjadinya peristiwa Gerakan
30 September 1965 (G 30 S/PKI).

Peristiwa lain yang menunjukkan dukungan kebijakan AS terhadap
Indonesia adalah pecahnya konflik domestik dikoloni Portugal yakni Timor
Portugis. Pada tahun 1970-an Timor Timur — yang berada di bawah kekuasaan
Portugal merupakan wilayah yang berbatasan dengan Timor Barat yang
merupakan wilayah Indonesia — mengalami pergolakan akibat adanya perebutan
pengaruh antara partai komunis yang ingin merdeka dengan partai nasionalis yang
ingin berintegrasi dengan Indonesia. Dengan peristiwa G 30 S/PKi, Indonesia
tidak ingin Timor Timor jatuh ke dalam kekuasaan komunis. Pada tahun 1975
Indonesia berhasil melakukan serangan untuk mengintegrasikan Timor Timur
kedalam wilayah NKRI. Dalam peristiwa tersebut pemerintah AS memberikan
dukungan kepada Indonesia baik dari aspek politis maupun dalam bentuk U.S.

Security Assistance.

Namuyn ketika terjadi pergolakan dan tuntutan pemisahan Timor Timor,
AS tidak lagi memberikan dukungan politis kepada NKRI, dan bahkan Kongres
AS secara terbuka mendukung tokoh komunis Ramos Horta yang menuntut
kemerdekaan Timor Timur. Indonesia memperoleh kecaman dan desakan dari
komunitas internasional agar memberikan kesempatan kepada rakyat Timor
Timur untuk menentukan nasibnya sendiri melalui jajak pendapat di bawah
supervisi PBB dengan dukungan penuh dari pemerintah AS, hingga akhirnya pada
tahun 1999 Timor Timur lepas dari NKRI. Situasi sebagaimana tersebut di atas
tidak dapat dipisabkan dari npilai “pragmatisme” Amerika, yang acap kali

menimbulkan kontroversi dalam percaturan politik internasional.

... Pragmatisme Amerika secara politis sejiwa dengan azas demokrasi liberal
yang juga memiliki ciri-ciri yang selaras dengan orientasi pragmatisme, yakni
azas manfaat. Agaknya demokrasi liberai Amerika memberikan tempat bagi
pragmatisme sehingga menampilkan cara perilaku yang inkosisten dan penuh
paradoks.

Fokus penelitian tesis ini adalah “pcrubahan” kebijakan luar negeri AS -
pasca pelepasan Timor Timur dari NKRI. Indikasinya adalah pada tahun 1975 AS

?  Albertine Minderop, Pragmatisme Amerika: Di Bawah Bayang-bayang C. Pierce, W.
James, J Dewey (Jakarta: Obor, 2005), 105.
2 Universitas Indonesia
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mendukung proses integrasi Timor Timur, namun pada tahun 1999 AS berbalik
mendukung tokoh komunis Ramos Horta yang menuntut kemerdekaan Timor
Timur dari Indonesia. Bagaimana peran AS dalam Kkaitan dengan security
assistance yang diberikan kepada Indomesia sejak proses integrasi sampai
pelepasan Timor Timur dari NKRI? Mengapa terjadi perubahan kebijakan
bantuan keamanan AS terhadap Indonesia yang telah bertahan selama hampir 50
tahun?

1.2. Kerangka Teori

Dalam sejarahnya, AS yang pernah terlibat dalam perang saudara yang
sangat menyakitkan dan juga sebagai negara pemenang Perang Dunia I dan II,
sangat memperhatikan keamanan didalam negerinya (U.S. Homeland Security).
Untuk menjaga keamanan tersebut AS menerapkan politik luar negeri

ekspansionis, yang merupakan perwujudan doktrin maksimalisme:

Pada kenyataannya adalah bahwa maksimalisme bukan svatu pemikiran baru
dalam sejarah politik Amerika. Pemikiran ini menckankan pada pencapaian
tuntutan dilakukan baik secara langsung atau revolusioner, tanpa kompromi.
Suatu kebijakan politik dipola mencapai terobosan strategis guna
mentransformasikan suwatu situasi yang mampu menopang pengaruh Amerika
secara berkesinambungan.?

Pernyataan tersebut di atas dapat ditelusuri dari sejarah Amerika, bahwa
politik ekspansionis ini pada dasarnya telah diterapkan sejak dari terbentuknya
cikal bakal bangsa tersebut (John Winthrop tahun 1629 dengan the city upon a
hill) hingga terbentuknya negara (declaration of independence) tahun 1776. Dan
politik ekspansionis ini nampaknya tidak akan pernah berhenti bahkan hingga
detik ini dan mungkin hingga masa yang akan datang,

Semangat ekspansionis bangsa Amerika yang ditunjukkan oleh John
Winthrop dengan kotbahnya yang terkenal the city upon a hill tampak ketika
Winthrop sebagai tokoh Puritan ingin mengembangkan kebebasan menjatankan
ibadah agama didunia baru. Dengan mengantongi “charter” dari Raja Charles, ia
melakukan pelayaran dengan kapal Arbella ke Dunia Baru sebagaimana yang
tertera dalam tulisan yang dikompilasi oleh Paul Lauter (editor):

3 Alfian Muthalib, “Politik Luar Negeri Maksimalis Amerika,” Nasion, PPSN, volume 3, no.
1(2008): 111.
3 Universitas Indonesia
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... The charter, which granted the Massachusetts Bay Company the right to settle
in New England, is unique in that no provision was made for a designated
meeting place for the administration of the Company, thus freeing it to establish
a government in New England. The Company was lucky 1o have been granted
such a liberal charter, ...* -

Pada tahun 1629, Winthop telah membentuk pemerintahan baru, di tempat
baru (New England) dengan komunitas orang-orang Puritan yang berjumlah
sekitar 400 orang. Untuk memotivasi para pengikutnya Winthrop dalam pelayaran
diatas kapal Arbella memberikan kotbah model ajaran Kristiani (4 Model of
Christian Charity) yang kemudian dikenal sebagai “the city upon a hill. ” Inti dari
kotbah tersebut adalah mengajak para pengikutnya untuk berlayar menuju tempat
baru seperti yang difirmankan Allah kepada umat Israel. Di tempat baru tersebut
Allah menjanjikan kemuliaan dan kesejahteraan bagi umatnya. Dengan kotbah
tersebut Wintrop felah menanamkan sebuah motivasi atau “imagi” kepada
pengikutnya untuk membangun sebuah kota di atas bukit yang berarti sebuah
tantangan unfuk membangun kejayaan yang akan memancar ke selurub negeri
yang berada di bawah bukit di mana kota tersebut akan dibangun. Dan dengan
imagi tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu justifikasi dalam kegiatan
ekspansi yang pertama kali dilakukan oleh cikal bakal bangsa Amerika dengan
semangat frontirnya yang pantang menyerah.

Sementara ajaran ekspansionis yang bisa ditarik dari semangat awal
kemerdekaan (declaration of independence) adalah rmumusan deklarasi
kemerdekaan Jefferson tahun 1776 yang mengadopsi teori kontrak pemerintahan
ajaran John Locke sebagaimana dinyatakan oleh Tindall:

..., was an elpguent restatement of John Locke’s contract theory of government,

the theory in Jefferson’s words that governments derived “their just Powers from

the consent of the people,” who were entitled to “alter or abolish” those which
denied their ‘“wnalienable right” to “life, Liberty, and the pursuit of
Happiness.”..."

Dengan rumusan teks deklarasi kemerdekaan tersebut “the founding

father” bangsa Amerika yang secara turun femurun mewarisi “imagi”

* Nicholas D. Romber, Jr., “John Winthrop 1588 — 1649, ” in The Heath Anthology of
American Literature, vol.1, 2™ ed, ed. Paul Lauter (Lexington: D.C. Heath and Company, 1994),
224,

* George Brown Tindall, America a Narative History, vol.l (New York, London:
W.W.Nerton & Company, 1984), 201.
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sebagaimana yang telah ditanamkan oleh Winthrop dalam meletakkan dasar-dasar
bagi bangsa barmu Amerika dengan bhak-hak “hidup, kebebasan, dan mengejar
kebahagiaan.” Dengan dasar-dasar inilah para pemimpin Amerika dari generasi ke

generasi mencari peluang untuk mengejar kebahagian kemana pun berada yang

[¢

kemudian melahirkan suatu ajaran ekspansionisme yang hebat “manifest

destiny.

Bermula dari ekspansi teritorial yang berlanjut dengan ekspansi ekonomi
demi menyejahterakan rakyatnya, selanjutnya untuk mengamankan apa yang telah
diperoleh dari hasil-hasil ekspansi sebelumnya, maka AS berupaya untuk
melakukan ekspansi demokrasi. AS meyakini manakala demokrasi dapat
disebarkan dan diterapkan di seluruh dunia, maka dunia akan aman dan damai,

sehingga akan berdampak bagi terfjaminnya keamanan didalam negerinya.

Dalam menjalankan politik luar negeri melalui penyebaran demokrasi, AS
meluncurkan program-program bantuan kepada negara-negara berkembang,
termasuk bantuan keamanan yang merupakan perwujudan dari sense of mission
bangsa Amerika. Salah satu program bantuan keamanan dimaksud adalah U.S.
Security Assistance. Dengan penyebaran demokrasi ke seluruh penjuru dunia yang
dilandasi oleh semangat manifest destiny, maka persoalan kepentingan nasional
‘AS adalah identik dengan kepentingan globalnya.

Dengan demikian bangsa Amerika memandang bahwa kepentingan
nasional adalah terutama ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi
warganegaranya. Dan oleh karena itulah keamanan nasional merupakan bagian
utama dari kepentingan nasionalnya. Keamanan nasional tersebut benar-benar
dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan nasional adalah dengan cara
ekspansi atau membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara lain dalam

mengupayakan terciptanya dunia yang aman, damai, dan sejahtera.

¢ Tentang ajaran ekspansionis “manifest destiny,” Tindall dalam buku America A Narrative
History pada halaman 512 antara lain menyatakan bahwa pada tahun 1845 John Louis O ‘Sullivan,
editor the United States Magazine and Democratic Review, memberikan istilah ‘“‘Manifest
Destiny” bagi semangat juang kaum penjelajah yang bergerak dari wilayah Timur ke wilayah barat
benua Amerika.
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Bila kita perhatikan, kepentingan nasional AS dijalankan sesuai dengan
konsep-konsep yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli hubungan
internasional yang mendefinisikan baliwa kepentingan nasional suatu bangsa akan
terkait erat dengan masalab internal dan masalah eksternal. Hans J. Morgenthau
menyampaikan pandangan tentang konsep kepentingan nasional sebagai berikut:
The concept of the national interest, then, contains two elements, one that is
logically required and in that sense necessary, and one that is variable and

determined by circumstances.”

Dengan demikian konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau pada
dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama didasarkan pada pemenuhan
kebutuhan sendiri, dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi
lingkungan strategis disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri,
dapat diperoleh dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam
mempertahankan kedaulatan integritas wilayah nasional, sistem politik, dan
identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Adapun pertimbangan adanya
berbagai 'kondist lingkungan strategis adalah dengan menjalankan kebijakan
politik lvar negeri melalui upaya diplomasi demi terciptanya perdamaian dunia.
Sementara Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa tujuan
dari sebuah negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional adalah:

The Statz should promote the internal welfare of its citizens, provide for defense
against external aggression, and preserve the state’s values and way of life. ...
No country can long afford 1o pursue its own welfare in ways that reduce the
security and welfare of its competitor.

Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa
kepentingan nasional dari sebuah negara hendaknya tidak hanya didasarkan pada
upaya meningkatkan kescjahteraan internal bagi setiap warganegaranya,
menyediakan pertahanan terhadap agresi dari luar, dan melindungi nilai-nilai
negara dan cara hidup. Lebih jauh mereka juga menyatakan bahwa tidak mungkin
sebuah negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya dengan mengurangi

7 Hans J. Morgenthan, “Another “Great Debate™: The National Interest of the United States,”
in Classics of International Relation, 3 ed, ed. John A. Vasquest (New Jersey: Prentice Hall,

1966), 147.
® Charles J. Kegley and Eugene R. Wittkopf, World Trend and Transformation Politics, 8® ed

(Boston: Bedford/St, Martin’s, 20{1), 653 — 54,
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keamanan dan kesejahteraannya terhadap kompetitornya. Dan untuk mencapai
tujuan nasional seperti yang diharapkan maka setiap negara harus mengkaitkan
kepentingan nasionalnya melalui upaya kerjasama dengan banyak bangsa dalam

rangka menciptakan kesejahteraan dan keamanan global.

Terkait hal tersebut di atas setiap negara selalu berupaya melakukan
kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun
muitilateral. Untuk merealisasikan kerjasama tersebut diperlukan kebijakan luar
negeri yang dimaksudkan sebagai alat diplomasi dalam rangka menjamin dan
mengembangkan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian terdapat kaitan yang

sangat erat antara kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam konteks ini dua orang peneliti kebijakan luar negeri menarik
korelasi yang begitu erat dengan kepentingan nasional, antara lain dinyatakan
bahwa kebijakan Iuar negeri suatu negara sudah seharusnya didasarkan pada
beberapa sumber yang mengacu pada berbagai bentuk kepentingan nasionalnya.
Dalam tulisan mereka disebutkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara yang
paling pokok adalah didasarkan pada kepentingan nasional yang dianggap
fundamental (mutlak). Jenis kepentingan nasional yang dianggap muttak tersebut
adalah kelangsungan hidup (survival) bangsa tersebut dan integritas wilayah
nasionalnya. The most fundamenial of source foreign policy objectives is perhaps
the universally shared desire to insure the survival and territorial integrity of the

community and state. °

Selanjutnya kebijakan luar negeri harus didasarkan pula pada sumber
kepentingan nasional lainnya yang dianggap sangat penting (vital). Kepentingan
nasional yang termasuk dalam kelompok ini adalah kepentingan nasional terkait
dengan kepentingan ekonomi bangsa tersebut dan dalam upaya penerapan sistem
demokrasi yang mampu mengakomodasi kepentingan individu maupun kelompok

ekonomi/bisnis.

... the most important set of domestic sources of foreign policy are the economic
needs of the comnumity. ... It is important to emphasize that economic needs are
Jundamental sources of a state’s foreign policy. ... there are strong pressures

? Keith R. Legg and James F. Marison, “The Formulation of Foreign Policy,” in Perspective
on World Politics, 2 ed, ed. Richard Little & Michael Smith (London: Croom Helm in
association with Open University Press, 1992), 62.
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generated in the state’s political system to satisfy individual or group economic
needs through foreign policy. '°

Selanjutnya kebijakan Juar negeri suatu bangsa seyogianya juga
didasarkan pada sumber kepentingan nasional lainnya yang sifatnya tidak begitu
signifikan. Dengan kata lain kepentingan nasional seperti ini lebih bersifat sebagai
pendukung. Yang masuk dalam kelompok ini antara lain adalah yang menyangkut
upaya memelihara akar budaya dan ideologi sebagai indentitas yang dapat
dijadikan sebagai kebanggaan dalam percaturan internasional dan perhatian

bangsa tersebut terhadap terciptanya perdamaian dunia sebagai kewajiban moral
yang harus dipenuhi.

Another major domestic sources of foreign policy is what we might call the
political needs of a state and its leader... Stili another major domestic sources of
Joreign policy is the cultwral, psychological, and/or ideological needs of the siate
Jor prestige and status in the world: identity or meaning in life, needs for
Sulfillment of religious or sacred ideological imperatives, need to follow moral

principles of fulfill obligation... 4

" Ibid.
't Ibid., 62-63.
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1.3. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan, proses lepasnya Timor Timur
dari NKRI dapat dilihat sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan AS dalam
hal pemberian bantuan keamanan setelah terjadinya kerusuhan pasca jajak
pendapat terhadap status Timor Timur. Selanjutnya dalam tesis ini penulis akan
menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana peran U.S. Security Assistance
dalam proses integrasi dan pelepasan Timor Timur dari NKRI? Namun untuk
menjawab pertanyaan tersebut diperlukan pembahasan terhadap jawaban
pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan
US. Security Assistance?; (2) Apakah kepentingan AS dalam U.S. Security
Assistance?; dan (3) Apakah ada keselarasan antara kepentingan AS dengan
kepentingan nasional Indonesia dalam US. Security Assistance? Adapun
pertanyaan yang paling mendasar dalam penelitian ini adaleh: Mengapa terjadi
perubahan kebijakan bantuan keamanan AS (U.S. security assistance) terhadap
pemerintah Indonesia pasca lepasnya Timor Timur? Disamping itu terdapat pula
beberapa pertanyaan peneliian yang akan terjawab dalam tesis ini. Adapun
pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain meliputi: (1) Siapa yang berperan
dalam penentuan politik luar negeri itu?; (2) Bagaimana reaksi masyarakat AS
terhadap perubahan politik luar negeri tersebut?; dan (3) Mengapa mereka
bereaksi seperti itu?

1.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan dikaitkan dengan latar belakang dan
permasalahan maka dapat dirumuskan hipotesis penelitan yaitu tentang lepasnya
Timor Timur dari NKRT disebabkan oleh adanya benturan-benfuran kepentingan
nasional AS dan Indonesia sehingga kepentingan nasional kedua belah pihak
tidak lagi konvergen.

1.5. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metoda kualitatif. Pertama,
penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan

penulisan termasuk mengakses internet dan menginventarisasi berbagai sumber
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kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian. Prioritas
pertama yang penulis kumpulkan adalah sumber primer yang akan mendukung
proses analisis baik berupa buku maupun dokumen-dokumen resmi pemerintah.
Selanjutnya sebelum melakukan penelitian penulis mengkaji bahan-bahan yang
telah terkumpul dan memfokuskan perhatian pada upaya menemukan jawaban
atas pertanyaan penelitian,

1.6. Kerangka Tesis

BAB 1: Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menyampaikan Latar
belakang Penelitian, Kerangka Teori, Permasalahan, Hipotesis, Metodologi
Penelitan dan Kerangka Tesis.

BAB 2: Kebijakan Kawasan Politik Luar Negeri AS dalam Politik
Pembendungan. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Penerapan
Kebijakan Politik Luar Negeri AS di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara;
U.S. Security Assistance, termasuk jenis-jenis bantuan yang diberikan kepada
Indonesia dan kepentingan AS dalam memberikan Security Assistance kepada
negara penerima bantuan; serta berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintah AS bagi setiap negara penerima bantuan.

BAB 3: Kebijakan AS terhadap Penyatuan Timor Timur dengan
Indonesia. Pada bab ini akan diuraikan lebih lanjut tentang kepentingan AS dalam
memberikan bantwan (U.S. Security Assistance) kepada Indonesia. Selanjutnya
juga akan disinggung tentang arti penting U.S. Security Assistance bagi Indonesia.
Akan diamati pula tentang adanya keselarasan kepentingan nasional kedua belah
pihak terkait dengan adanya U.S. Security Assistance ini; akan dikaitkan pula
dengan peran US. Security Assistance dalam mendukung upaya Indonesia

mengintegrasikan Timor Timur ke dalam NKRI.

BAB 4: Paradoksal Kebijakan Bantuan AS terhadap Indonesia. Pada bab
ini akan disoroti sikap AS terhadap upaya-upaya Timor Timur dalam memperoleh
kemerdekaannya. Akan disoroti pula tentang ditariknya dukungan politis AS
terhadap integritas NKRI, di mana Timor Timur ada di dalamnya. Selanjutnya
akan dibahas pencabutan U.S. Security Assistance terhadap Indonesia, atau lazim

disebut dengan istilah embargo. Kebijakan embargo ini diterapkan pasca
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berlangsungnya jajak pendapat terhadap kemerdekaan Timor Timur (1999) yang
berakhir dengan kerusuhan yang diindikasikan terjadi pelanggaran HAM berat
yang melibatkan TNL

BAB 5: Kesimpulan., Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan secara
komprehensif tentang adanya perubahan kebijakan AS dalam pemberian security
assistance pada saat proses integrasi dan pelepasan Timor Timur dari wilayah
NKRI.
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BAB 2
KEBIJAKAN KAWASAN POLITIK LUAR NEGERI AS DALAM
POLITIK PEMBENDUNGAN

2.1. Kebijakan Politik Pembendungan di Kawasan Asia Pasifik dan Asia
‘Tenggara

Doktrin maksimalisme merupakan dasar bagi kebijakan politik luar negeri
AS dalam wpaya penyebaran demokrasi AS, khususnya ketika berhadapan dengan
upaya komunisme yang menentang kapitalisme barat. AS berusaha menyebarkan
kapitalisme — yang didasarkan pada liberalisme — ke seluruh penjuru dunia atas
nama demokrasi guna menjamin kepentingan ekonomi global sekaligus
kepentingan politik. Kondisi ini dapat dilihat terutama pada saat pemerintahan
Presiden Harry Truman, yang mewarisi persoalan serius yang ditinggalkan oleh
Franklin D. Roosevelt, yang telah menyerahkan kontrol atas Eropa Timur kepada

Soviet.

Situasi yang tidak kondusif ini memaksa Truman mengeluarkan doktrin
containment mengingat Soviet semakin agresif dalam menanamkan pengaruhnya
di Eropa Timur yang dikhawatirkan akan diperluas dengan melakukan penetrasi
kewilayah perbatasan Eropa Barat. Kekhawatiran AS semakin nyata ketika Soviet
berhasil menjatuhkan pemerintahan Cekoslovakia (Februari 1948), disusul secara
berturut-turut dengan tindakan Soviet melakukan blokade terhadap Berlin (Juni
1948), keberhasilan Soviet dalam uji coba ledakan bom atom (September 1949),
kejatuhan pemerintahan nasionalisme Chiang Kai-shek oleh rezim komunis Mao
Tse-tung (Oktober 1949), yang disusul dengan invasi Komunis Korea Utara atas
Korea Selatan (Juni 1950) yang disinyalir ditunggangi oleh Soviet.

Menyikapi situasi tersebut, AS tidak bisa tinggal diam, segala daya dan
upaya ditempuh. Sidang darurat pun digelar oleh Truman (Desember 1949),
begitu Soviet melakukan blokade atas Berlin dan atas jatuhnya pemerintahan
nasionalisme Chiang. Sidang lanjutan dilaksanakan pada April 1950 yang
membahas Memorandum Badan Keamanan Nasional 68 (National Security
Council’s Memorandum 68/NSC-68), yang diharapkan mampu mengambil
langkah-langkah strategis untuk merespon setiap ancaman Soviet di mana pun di
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dunia, melalui pembangunan kemampuan senjata konvensional. Dari sinilah
berawal terjadinya perlombaan senjata antara dua kekuatan super power pada
waktu itu, yang mana kedua belah pihak menerapkan doktrin yang sama yaitu

maksimalisme.

Pasca PD 11, Soviet yang merupakan sekutu Amerika dalam menaklukkan
fasisme Jerman merasa dikhianati oleh AS terutama dalam hal pengembangan
teknologi bom atom, yang digunakan oleh AS dalam mengakhirt PD II. Stalin
berusaha menerobos AS dengan perluasan paham komunisme di Eropa. Sebagai
langkah awal Soviet menuntut dominasi atas Eropa Timur sesuai perjanjian Yalta
(Februari 1945). Di samping itu Stalin juga berkeinginan untuk melebarkan

sayapnya ke Jerman yang merupakan musuh.

Stalin’s primary goal at Yalta seems to have been the guarantee of Soviet security
through the establishment of friendly regimes receptive lo Soviet troops in
strategic areas of Eastern Europe, ... No doubt he wanted Communist regimes in
Western Europe, or at least weak nation in that area. ..."*

Sikap menentang yang ditunjukkan oleh Soviet mulai nampak ketika AS
menghendaki agar negara-negara Eropa Timur diberikan hak pemerintahan sendiri
melalui pemilihan umum - sebagai ciri demokrasi AS — tetapi ditolak Soviet.
Pertarungan demokrasi Barat melawan komunisme mcruncing pada masa
pemerintahan Presiden Harry Truman, dengan upaya Stalin merealisasikan
rencana lima tahunan yang bertujuan untuk pembangunan industri militer Soviet
secara cepat. Hal ini semakin menunjukkan ambisi Soviet untuk memperkuat
posisinya dalam upaya meningkatkan pengaruhnya atas kontrol Eropa Timur. AS
tidak dapat membi;cn'kan situasi ini. George Kenan — seorang diplomat AS yang
bertugas di Moskow — mengirim peringatan tentang ambisi Soviet ini ke
Washington yang antara lain mengatakan bahwa hanya AS yang mampu
mengubah atau menghentikan ambisi Soviet. Peringatan Kenan inilah yang
selanjutnya dikembangkan dan memuncak sebagai dokirin pembendungan
Truman, yang kemudian dikenal sebagai doktrin Truman atau Containment.

12 Jerald A. Combs, The History of American Foreign Policy (New York: Alfred A. Knopf,
1986), 306.
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Istilah doktrin ini lahir berawal dari sebuah artikel yang dimuat pada jurnal
Foreign Affair yang berjudul “The Sources of Soviet Conduct.” Penulisnya hanya
membubuhkan “tanda X,!? yang kemudian diketahui adalah George Kenan yang
pada saat it menjabat sebagai Direktur Perencanaan Xebijakan Deplu AS.

Doktrin Truman atau Containment ini dipadukan dengan Marshall Plan
kemudian diimplementasikan sebagai kebijakan luar negeri AS yang dikenal
sebagai kebijakan pembendungan (policy of containment). Perpaduan kebijakan
ini menjadi pola kebijakan AS yang pada awalnya lebih ditekankan pada unsur-
unsur polittk dan ekonomi daripada militer, dan terutama ditujukan unfuk
membangun kembali kekuatan industri di Eropa.!* Kebijakan ini pertama kali
diterapkan pada saat Turki dan Yunani dalam posisi terjepit antara ultimatum
Soviet atas kontrol Dardanelless di satu sisi dan terhentinya bantuan Inggris di sisi
lain. AS memandang pentingnya keamanan di wilayah Timur Mediterania, oleh
karena itulah kebijakan pembendungan diimplementasikan. Pada tanggal 12 Maret
1947 AS menyatakan untuk memberikan bantuan kepada Turki dan Ywunani
senilai US$400 juta dan mengirimkan tenaga ahli dan militer untuk memberikan
supervisi atas bantuan yang diberikan.”” Para sejarahwan menyatakan bahwa
peristiwa ini menandai dimulainya Perang Dingin. Sebelumnya, pada Februari
1947 Menlu Dean Acheson melakukan konsultasi dengan Menhan dan
memberikan paparan tentang pentingnya menjaga agar Yunani dan Turki tidak
sampai jatuh ke rezim komunis, ia memprediksi apabila Yunani sampai jatuh ke
rezim komunis, maka tidak mustahil akan diikuti oleh kejatuhan Turki yang akan
memberikan keleluasaan bagi Soviet untuk mengontrol Dardanelles yang
merupakan akses lalu lintas utama bagi pelayaran Rusia ke Mediterania melalui
Laut Hitam. Apabila hal ini terjadi maka kejatuhan negara-negara Italia, Jerman
dan Perancis banya tinggal menunggu waktu. Teori yang dikemukaan Acheson ini

dikemudian hari dikenal sebagai teori domino.

13 Stephen E. Ambrose, Rise to Globalisme: American Foreign Policy Since 1938, 4™ ed
(New York: Penguin Books Inc., 1985), 99.

" Jerald A. Combs, op.cit., 333.

15 Alexander Deconde, A History of American F oreign Policy (New York: Charles Scripner’s

Sons,1963), 669 —670.
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Pada saat itu kondisi perekonomian Eropa semakin memburuk, termasuk
Inggris. AS menerapkan kebijakan pemberian bantuan ekonomi dalam rangka
membantu pemulibhan ekonomi Eropa Barat melalui Marshall Plan. Rancangan
bantuan ini diolah relatif hampir bersamaan dengan proses penggodokan doktrin
pembendungan. Schingga kemudian secara bersamaan kedua doktrin ini lahir dan
terimplementasikan sebagai kebijakan pembendungan komunis (policy of
containment). Kebijakan ini ibarat fombak bermata dua, negara-negara yang
menerima implementasi kebijakan ini secara bersamaan memperoleh bantuan

ekonomi dan sekaligus bantuan militer.

Kondisi perekonomian Eropa Timur pada saat itu tidak lebih baik atau
bahkan cenderung lebih buruk dibandingkan Eropa Barat. Menanggapi Marshall
Plan yang diluncurkan oleh AS bagi Eropa Barat, Soviet pada 25 Januari 1949
meluncurkan program tandingan untuk membantu pemulihan ekonomi Eropa
Timur, yaitu Council for Mutual Economic Assistance (COMECON).

Marshall Plan merupakan bagian integral dari policy of containment
melalui pendekatan ekonomi. Untuk mengoptimalkan pencapaian kebijakan
tersebut melalui pendekatan security — yang merupakan perwujudan dari doktrin
maksimalis Amerika — AS menginisiasi pembentukan Pakia Pertahanan North
Atlantic Treaty Organization (NATO) pada 4 April 1949 yang beranggotakan 12
negara Eropa Barat (AS, Canada, Turki, Yunani, Perancis, Belgia, Belanda,
Luxembourg, Italia, Inggris, Jerman, Spanyol). Pembentukan Pakta ini dipicu oleh
tindakan Soviet yang mendirikan Republik Demokrat Jerman sebagai tandingan
atas prakarsa AS mendirikan Republik Federasi Jerman. Enam tahun kemudian
tepatnya pada 14 Mei 1955 Soviet kembali membuat Pakta tandingan yaitu Pakta
Warsawa yang beranggotakan 6 negara-negara Eropa Timur (Bulgaria, Rumania,
Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Cekoslovakia) yang berada di bawah
pengaruh kuat komunis Soviet.

Kebijakan pembendungan ini semakin tegas ketika Soviet semakin
meningkatkan pembangunan kemampuan persenjataan militernya, termasuk
dalam hal pengembangan senjata bom atom. Truman melakukan pertemuan

khusus membahas Memorandum Keamanan Nasional 68 (National Security
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Council’s Memorandum 68/NSC- 68) yang diharapkan mampu merespon setiap

ancaman Soviet di mana pun didunia.

Ancaman komunis Soviet telah membuat kekhawatiran AS meningkat
semenjak jatuhnya Cekoslovakia dan kekhawatiran ini semakin bertambah ketika
Soviet berhasil mengembangkan bom atom. Soviet mengumumkan keberhasilan
atas uji coba ledakan bom atom pada 23 September 1949, disusul dengan jatuhnya
China ke rezim komunis dengan diproklamasikan the People’s Republic of China
oleh Mao Tse-tung pada 1 Oktober 1949. Hal ini membuat situasi global semakin
memanas, yang kemudian memicu terjadinya perlombaan senjata dan membuat

Truman menetapkan kebijakan anggaran pertahanan menjadi sekitar $15 milyar.

Pada awal Maret 1950 Menlu Acheson dalam suvatu forum diskusi
menyatakan bahwa: ...The US, must fight the cold war with “fotal diplomacy,”
comparable in sacrifice by the American people to total war.'® Lebih lanjut
Acheson menyatakan untuk mengimplementasikan “foral diplomacy” dalam
membendung komunis, diperlukan perubahan kebijakan yang drastis dibidang
politik, sosial dan ekonomi dengan memperlonggar masuknya dollar dari Eropa
Barat, dan membenahi kemunduran industri domestik. Sementara kebijakan luar
negeri AS diarahkan mencari aliansi untuk menghadapi perang melawan komunis
dan melindungi kemerdekaan mereka dari agresi komunis. Dari pemyataan ini AS
menyadari benar bahwa pertempuran melawan komunis akan sangat sulit bila AS

hanya bertindak secara unilateral.

Pada 14 April 1950, dalam sidang khusus membahas lanjutan NSC-68,
antara lain disimpulkan bahwa:

The foregoing analysis indicates that the probable fission bomb capability of
Soviet Union have greatly intensified the Soviet threat to the security of United
States. This threat is of the same character as described in NSC 20/4 {approved
by the President on November 24, 1948) but is more immediate than had
previously been estimated. ...within the next four or five years the Soviet Union
will possess the military capability of delivering a surprise atomic attack of such
weight that the United States must have substantially increase general air,
ground, and sea strength, atomic capability, and air and civilian defenses to
deter war and to provide reasonable assurance, in the event of war, that it could
swrvive the initial blow and go on the eventual attainment of its objectives. In

' Time in partnership with CNN, “Total Diplomacy.” (New York), 13 Maret 1950., 8 March
2009. <http://www.time.com/time/ printout/8816.812120.00,htm.>,
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turn, this contingency requires the intensification of our effort in the field of
intelligence and research and development..."””

Untuk mewujudkan rekomendasi NSC-68 dalam membangun kemampuan
militer AS, diperkirakan akan menelan biaya sebesar $30 milyar hingga $50
milyar, hal ini berarti memerlukan anggaran 2 hingga 3 kali lipat dari anggaran
pertahanan yang diajukan Truman sebelumnya. Dari sinilah awal mula AS
mempersiapkan secara serius sfrategi persiapan menghadapi perang melawan
komunisme Soviet, yang pada masa pemerintahan Nixon strategi ini
dikembangkan menjadi strategi flexible respons dalam memerangi komunisme
global. Hal ini semakin menguatkan bahwa doktrin maksimalis Amerika benar-
benar diterapkan dengan sangat tegas untuk membendung penyebaran

komunisme.

Penerapan contfainment policy selanjutnya adalah ketika Amerika
melakukan pembebasan Korea Selatan dari invasi Komunis Korea Utara. Perang
Korea ini merupakan bagian dart warisan konflik PD II yang tidak diselesaikan
pada saat itu. Sekutu tidak memperlakukan Korea Selatan sebagai sesuatue yang
penting selama berlangsungnya PD II. Mereka tidak membuat pengaturan untuk
pendudukan Korsel hingga kemudian Uni Soviet memasuki perang Pasifik, sehari
sebelum Jepang menyerah. Soviet dan Amerika secara tergesa-gesa menyetujui
bahwa Rusia secara temporer akan menduduki Korea Utara, sementara Amerika
menduduki Korea Selatan. Amerika berasumsi bahwa Korea akan segera
disatukan dan membentuk pemerintahan sendiri, setelah itu kedua kekuasaan (AS

dan Rusia) yang menduduki Korea segera menarik pasukan mereka.

Namun dalam perkembangannya Soviet membentuk pemerintahan Korea
Utara dari Partai Komunis Korea buangan. Uni Soviet memberlakukan aturan
yang sangat ketat bagi hubungan Korea Utara dengan dunia luar. Rusia juga
membangun tentara Korea Utara yang kuat untuk membantu pasukan merah
dalam memelihara kontrol, serta meluncurkan program land refoim untuk
membantu memenangkan dukungan lokal, meskipun menekan pemerintahan baru.

Kemudian Amerika mengajak Soviet segera membentuk pemerintahan sendiri

"' NSC-68 Conclusions, NSC-68 of April 14, 1950., 8 March 2009. <http:/history.sandiego.

edu/gen/20th/ nsc68.himl.>.
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bagi penyatuan kedua Korea melalui pemilihan umum, namun kedua belah pihak
mengalami kesulitan dalam membuat format yang tepat karena keduanya tidak
pernah sepaham. Akhirnya rencana pemilihan umum yang digagas oleh kedua
belah pihak mengalami kegagalan. Selanjutnya Amerika mengusulkan kepada
Soviet agar pemilihan umum dilakukan dengan pelibatan PBB, namun hal ini
ditolak Soviet. Dalam hal ini kembali dipertontonkan pertarungan ideologi
demokrast AS dengan ideologi komunis Soviet yang tidak dapat dikompromikan

untuk menyelesaikan konflik Korea secara damai dan bermartabat.

PBB mengadakan pemilihan umum di Korsel. Pemilihan umum pada
tahun 1948 menghasilkan formasi Republik Korea (Republic of Korea) dengan
Syngman Rhee sebagai pemimpin. Menjelang pertengahan tahun 1949, AS
menarik sisa pasukannya yang betjumlah 7.500 dari Korsel. Rhee segera
membangun kekuatan tentaranya dan mengirimkan tentaranya kedaerah
perbatasan. Dalam perkembangan selanjutnya Korea Utara melakukan invasi ke
Korsel (Juni 1950). AS mencurigai bahwa invasi ini ditunggangi oleh Soviet.
Amerika semakin gerah, ia tidak mau kejadian di Cina terulang, dimana Chiang
Kai-shek (Pemimpin Kelompok Nasionalis Cina) ditaklukkan oleh Mao Tse-tung
yang membentuk pemerintahan Komunis. Disini kredibilitas Truman dengan
doktrin containment nya benar-benar dipertaruhkan.

Dalam konteks itu, Truman menugaskan Jenderal McArthur memimpin
pasukan Amerika dengan Armada Ketuyjuhnya yang digerakkan dari Piliphina ke
Selat Taiwan, dengan pesan agar Jenderal McArthur berupaya menghindari
terjadinya perluasan peperangan dengan Rusia ataupun Cina. Pergeseran pasukan
ini dimaksudkan sekaligus untuk menghalangi Mao yang berusaha merebut
Taiwan. Ketika Jenderal McArthur menemui Chiang Kai-sliek dan
mengisyaratkan permintaan terhadap komitmen permanen Amerika dalam
mendukung pemerintahan nasionalis Taiwan, Truman mengirim Averell Harriman
untuk mengingatkan McArthur agar menghindari membuat janji yang
menyanggupi permintaan Chiang. Kemudian McArthur mengwaumkan bahwa
Armada Ketujuh akan ditarik dari Selat Taiwan setelah Perang Korea.
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Pasukan Jenderal McArthur melakukan serangan amphibi di garis
pertahanan pasukan Korea Utara di pantai Incheon, dan terus bergerak maju -
hingga akhirnya mampu menghancurkan pasukan regime komunis Korut
melampaui garis perbatasan 38 derajat lintang Utara. Dalam operasi pembebasan
Korsel ini McArthur mengingatkan agar Cina tidak campur tangan, sebab kalau
sampal Cina melakukannya, Jenderal McArthur tidak akan segan/ragu untuk
menaklukkannya.

Serangan McArthur dihentikan setelah melintasi garis perbatasan 38
lintang Utara dan dilanjutkan dengan negosiasi damai. Secara efektif pertempuran
berakhir hanya dalam waktu 3 bulan dengan menelan biaya dan korban jiwa yang
relatif kecil. Dalam pertempuran ini korban jiwa yang dialami Amerika berjumlah
sebanyak 30.000 prajurit, dan dari Korsel menelan korban jiwa yang lebih banyak.
Dalam perang Korea ini rekomendasi NSC-68 sepenuhnya terimplementasikan.
Belanja pertahanan Amerika mengalami pelipatan hingga 3 kali, dari semula $15
milyar sebelum perang Korea, menjadi $44 milyar ditahun 1952 dan menjadi $50
milyar ditahun 1953. Shock yang dialami oleh Amerika secara berturut-turut yaitu
jatuhnya Cekoslovakia, blokade Berlin, keberhasilan uji coba ledakan bom atom
Soviet, jatuhnya Cina ke rezim komunis Mao, dan terakhir Perang Korea telah
membawa Perang Dingin ke puncak yang membahayakan yang akan berlanjut
bagi generasi berikutmya.'®

Perang Korea ini, memberikan pelajaran bagi AS bagaimana komunis
menggarap negara-negara miskin dan negara betkembang untuk menanamkan
pengaruhnya, Pada saat yang bersamaah dengan pecahnya perang Korea,
pengaruh komunis mulai berkembang di beberapa negara di kawasan Asia
Tenggara seperti di Vietnam, Laos, Kamboja dan Indonesia. Amerika tidak mau
mengambil resiko atas meluasnya komunis di Asia Tenggara, termasuk di
Indonesia. Oleh sebab itu untuk membendung pengarvh komunis, AS
meluncurkan program bantuan yang memadukan bantuan ekonomi dan militer
sebagai perwujudan perpaduvan Marshall Plan dan doktrin Containment. Salah
satu dari aplikasi kebijakan ini adalah U.S. Security Assistance.

18 Alexander Deconde, op.cit., 345
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Dalam memaksimalkan pencapaian kebijakan pembendungan, AS tidak
hanya sampai pada pemberian Security Assistance. Memperhatikan pengaruh
komunis yang cenderung semakin menguat di kawasan Asia Pasifik khususnya
Asia Tenggara, timbul kekhawatiran AS terhadap kejatuhan negara-negara di
kawasan ke dalam rezim komunis, sebagaimana teori {domino) yang pernah
dikemukaan oleh Acheson ketika menjaga kejatuhan negara-negara Eropa Barat

ke rezim komunisme.

Kekhawatiran AS semakin beralasan ketika perang Korea berakhir di
tahun 1953, justru pengaruh komunis di Indechina semakin menguat. Bahkan
ketika pasukan Perancis menghadapi kesulitan dalam pertempuran melawan
komunis di Indochina dan memperoleh bantuan berbagai peralatan militer dari
AS, Perancis tetap tidak mampu menghadapi perlawanan komunis Indochina.
Untuk mengantisipasi kondisi yang semakin tidak menentu Menlu Dulles pada 6
September 1954 mengadakan konferensi di Manila dengan perwakilan dari
negara-negara Inggris, Perancis, Australia, New Zealand, Philipina, Thailand dan
Pakistan, Negara-negara di kawasan yang diundang, pamun tidak hadir adaiah
India, Burma, Srilanka {Ceylon) dan Indonesia. Dalam konferensi tersebut
" akhimya disepakati pembentukan Pakta Pertahanan sejenis NATO di kawasan
Asia Tenggara yaitu Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), yang

dimaksudkan untuk membendung penyebaran komunis di Asia Tenggara.

2.2,  U.S. Security Assistance dan Kepentingan AS

US. Security Assistance adalah salah satu program yang terkait erat
dengan politik lvar negeri AS dibidang kerjasama militer dan pertahanan dengan
negata-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bantuan diberikan dalam
beberapa bentuk program seperti: International Military Education Training
(IMET), Military Assistance Program (MAP), Foreign Military Sales (FMS).

Dalam menjalankan politik luar negeri melalui penyebaran demokrasi, AS
meluncurkan program-programn bantuan kepada negara-negara berkembang,
termasuk bantuan keamanan. U.S. Security Assistance merupakan salah satu
program bantuan keamanan dimaksud. Melalui penyebaran demokrasi ke seluruh

penjuru dunia yang dilandasi oleh semangat manifest destiny, maka persoalan
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kepentingan nasional AS adalah identik dengan kepentingan globalnya. Salah satu
tantangan global AS dalam penyebaran demokrasi pada kurun waktu tertentu
adalah adanya pengaruh/ancaman penyebaran ajaran komunis, yang secara
ideologis paham tersebut sangat berseberangan dengan demokrast dan
kapitalisme. Pada tahun 1947 Presiden Harry Truman mencanangkan doktrin
containmen(, yang merupakan pernyataan perang globalnya untuk membendung

penyebaran paham komunis. Perang Dingin telah dimulai.

Sebagai negara demokrasi yang berazaskan kebebasan termasuk
kapitalisme, Amerika mendorong para pengusahanya untuk melebarkan sayapnya
dalam melakukan bisnis di mana pun. Salah satu sasaran para pebisnis Amerika
dalam mengembangkan bisnisnya adalah negara-negara berkembang yang kaya
akan sumber daya alamnya, sekaligus memanfaatkan negara-negara berkembang
tersebut dalam rangka memperluas pangsa pasar bagi produk-produk manufacture
dan memperkenalkan sistern mekanisme pasar bebas (kapitalisme), tanpa campur
tangan pemerintah.

AS yang juga sebagai negara industri tentunya memerlukan ketersediaan
energi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang menjadi
nafas berbagai bidang kehidupan lainnya. Keberhasilan ekonomi tentunya harus
diproteksi dengan kontrol keamanan domestik yang ketat, untuk itu diperlukan
kehadiran militer yang kuat sebagai deferrence factor untuk mengamankan
seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki. Kembali pada kebutuhan akan energi
sebagai penggerak roda perckomian yang sangat vital bagi AS, AS memerlukan
pasokan energi yang sangat besar, yang dalam hal ini tidak mungkin dipenuhi
hanya dari produksi bahan bakar (energi) domestik. Oleh karena itu, AS dalam
melakukan ekspansi bisnis di seluruh belahan dunia, salah satu tujuannya adalah
untuk mencari peluang bisnis melalui investasi dibidang eksplorasi energi. Salah
satu sumber pasokan emergi AS pada awalnya diperoleh di negara-negara
berkembang seperti kawasan Timur Tengah, dan Asia Pasifik khususnya Asia
Tenggara termasuk Indonesia.

Salah satu ketegangan yang pernah terjadi di Timur Tengah pasca PD IT
antara lain juga disebabkan oleh percbutan penguasaan sumber energi. Rusia
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berusaha hadir ke Iran memasuki arena eksplorasi minyak di sana menyusul
masuknya Jerman, di mana Inggris telah terlebih dahulu melakukan eksplorasi
sejak tahun 1920. Kemudian antara Inggris dan Rusia menjadi sekutu untuk
mencegah masuknya Jerman. Persoalan ini tidak terlepas dari perscalan tahta
kekaisaran Iran, Selanjutnya AS juga masuk yang diawali dengan pembangunan
infrastruktur perkerataapian. Dalam perkembangan selanjutnya AS mulai
mengkhawatirkan terhadap kehadiran Inggris dan Rusia beserta pasukan militer
mereka secara permanen di Iran. Kehadiran pasukan kedua negara ini merupakan
sisa-sisa pendudukan semasa berlangsungnya PD II. Oleh karena itu AS
mengupayakan sebuah freaty dan pada tahun 1942 freaty tersebut disepakati oleh
semua kekuatan yang menduduki Iran untuk menarik pasukan mereka dalam
waktu 6 bulan setelah berakhirnya perang. Dengan freaty tersebut, Inggris dan AS
menarik pasukan mereka sebelum batas akhir yang ditetapkan pada 2 Maret 1944
kecuali untuk beberapa orang penasehat AS yang memang dikehendaki oleh
pemerintah Iran. Sementara itw, Soviet ingin tetap mempertahankan kehadiran
pasukannya di Iran.! Hal inilah yang juga menjadi salah satu pemicu ketegangan
hubungan antara AS dan Rusia.

Perburuan ladang-ladang minyak terus dilakukan oleh AS, termasuk di
kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian AS memiliki kepentingan-kepentingan
di setiap kawasan, dalam mana dia menanamkan investasinya. Kepentingan
ekonomi sebuah negara merupakan kepentingan vital yang tidak akan lepas dari
upaya untuk melindunginya. Untuk kepentingan itulah maka AS mengerahkan
militernya dan membangun basis-basis militer di setiap kawasan. Terkait dengan
perburuan ladang-ladang minyak oleh AS di kawasan Asia antara lain disebutkan
bahwa:

In 1948, the United States became a net importer of oil. Seven major companies,
“Big Oil,” spearheated the world industry. Of these companies five were
American — Chevron, Exxon, Gulf, Mobil and Texaco — ... The developing
countries that owned the vast supply of discovered oil reserves were scattered
across the earth: Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela...

B Jerald A. Combs, op.cit., 326
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The companies procceded to construct legal and business systems for extracting
the oil and controlling supply.”®

AS menyadari bahwa tidak mungkin unfuk melindungi kepentingan-
kepentingan ekonominya secara langsung di negara-negara berkembang. Oleh
karena itulah seiring dengan penerapan doktrin pembendungan, AS juga
memberikan bantuan-bantuan terutama dalam bentuk security assistance. Sebab
manakala terjadi pergolakan politik di sebuah negara berkembang, dalam mana
kepentingan ekonomi AS ada di negara tersebut, maka kepentingan tersebut akan
ikut terancam dengan pola perjuangan komunis, yang akan menghancurkan
kapitalisme AS, melalui nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing secara
sepihak. U.S. Security Assistance kepada negara-negara berkembang dalam mana
kepentingan nasional AS ada didalamnya adalah terutama untuk memberikan
peningkatan capacity building dibidang keamanan negara tersebut. Dengan
kondisi yang aman dinegara tersebut, maka kepentingan AS pun juga akan ikut

terjamin.

2.3. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan bagi negara penerima U.S.

Security Assistance

Kebijakan yang mendasari pelaksanaan program U.S. Securify Assistance
terdapat 3 ketentuan yaitu:

2.3.1. Kewenangan Kongres dalam memberikan persetujuan terbadap

bantuan luar negeri (Congressional Authorization and Appropriations) %

Program bantuan ini biasanya diinisiasi oleh pemerintah AS, dalam hal ini
US. Department of Defense, atau berdasarkan kebutuhan negara penerima
bantuan. Adapun program-program yang termasuk di dalamnya adalah baik yang
akan sepenuhnya didanai oleh Pemerintah Amerika maupun yang didanai oleh
pemerintah negara penerima bantuan. Ini perlu disampaikan agar tidak ada
konotasi bahwa program U.S. Security Assistance ini sepenubnya bersifat gratis.

® Joseph Coton Wright, Oil: Demand, Supply and Trends in the United States (Tk.:
University of California Berkeley, T.t.), 2,
*! The Defence Institute of Security Assistance Management, The Management of Securiy
Assistance, 262 ed (Ohio: DISAM, 2006), 2-1.
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Untuk program yang diluncurkan namun harus menggunakan dana dari
pemerintah negara penerima bantuan adalah Foreign Military Sales (FMS), yaitu
program-program yang digunakan untuk pengadaan berbagai defense articles
beserta suku cadang dan komponen peralatan militer produk AS. Sekalipun
menggunakan dana dari Pemerintah negara penerima bantuan, pihak AS tetap
memiliki kewenangan dalam melakukan kontrol terhadap pemanfaatannya.
Bantuan yang diberikan dalam FMS Cases antara lain dalam bentuk softloan
dengan bunga tetap serta jangka waktu pembayaran yang relatif panjang.

2.3.2. Ketentuan Perundang-undangan (4uthorization Acts)

Foreign Assistance Act of 1961 (FAA), berikut amandemennya. Ketentuan
ini berisi berbagai hal terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
oleh negara penerima U.LS. Security Assistance® Persyaratan-persyaratan
dimaksud antara lain: (1) Pihak pemerintah negara penerima bantuan dilarang
menyerahkan any defense articles yang diberikan, kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan resmi dari pemerintah AS; (2) Seluruh defense articles beserta
komponennya wajib diserahkan kembali kepada pemerintah AS, manakala pihak
pemerintah negara penerima bantuan bermaksud tidak akan memanfaatkannya
lagi; (3) Apabila defense articles tersebut dihapus — atas persetujuan Amerika —
dan dijual dalam bentuk scrap, maka pemerintah negara penerima bantuan harus
menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada pemerintah AS; (4) Pihak
pemerintah negara penerima bantuan bersedia memberlakukan tingkat kerahasiaan
terhadap defense articles yang diberikan sesuai dengan tingkat kerahasiaan yang
diberlakukan oleh AS. Apabila diperlukan pihak pemerintah negara penerima
bantuan harus mengijinkan personil AS melakukan observasi terhadap defernse

articles tersebut.®

Arms Export Control Act of 1776 (AECA), yang sckaligus juga
mengakomodasikan berbagai ketentuan yang telah ada yaitu International Traffic
in Arms Regulation (ITAR). Ketentuan ini berisi hal-hal yang terkait dengan

* Ibid.
B Amandemen terbaru Foreign Assistance Act of 1961 (FAA) adalah Nota Diplomatik “505
Agreement” Deplu RI kepada Kedubes AS di Jakarta No. D.638/PO/D{/2006/36, Jakarta: 6

September 2006.
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pengaturan tentang peralatan militer apa saja yang boleh dijual dan yang tidak
boleh dijual kepada negara yang memerlukan,.?*

2.3.3. Human Rights.

Pemerintah Amerika merasa memiliki kewajiban  internasional
sebagaimana yang ditetapkan di dalam Ketetapan PBB dan sebagai perwujudan
dari apa yang ditulis dalam warisan dan tradisi Konstitusinya. Dalam hal ini
Amerika diwajibkan untuk mempromosikan dan mendorong peningkatan
penghormatan pada HAM dan dasar-dasar kebebasan ke seluruh dunia tanpa
membedakan ras, kelamin (gender), bahasa ataupun agama. Prinsip-prinsip inilah
yang digunakan oleh Amerika dalam menerapkan kebijakan politik luar
negerinya, sehingga Kongres tidak akan menyetujui pemberiar bantuan ini bagi
negara-negara yang diindikasikan terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM
[Section 502B, FAA]%

24 The Defence Institute of Security Assistance Management, op.cit., 2-1.
25 .
Ibid., 2-9.
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BAB3
KEBIJAKAN AS TERHADAP PENYATUAN TIMOR TIMUR
DENGAN INDONESIA

3.1. Kepentingan AS dalam U.S. Securify Assistance terhadap Indonesia

Deklarasi kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson
antara lain mengadopsi teori kontrak pemerintahan John Locke, yang selanjutnya
dirumuskan oleh Jefferson dalam suatu kalimat yang menggambarkan sebuah
keinginan luhur bangsa Amerika pada masa itu, dan sekaligus dijadikan landasan
falsafah kenegaraan oleh bangsa Amerika dan generasi ke generasi. ...that
governments derived “their just Powers from the consent of the people,” who
were entitled to “alter or abolish” those which denied their “unalienable right”
to “life, Liberty, and the pursuit of Happiness.”..’ Dengan rumusan teks
deklarasi kemerdekaan tersebut “the founding father” bangsa Amerika menyadari
benar bahwa pembentukan sebush negara didasarkan pada kekuasaan yang
diberikan oleh rakyatnya, dan sebaliknya kekuasaarn yang diperoleh harus
menjamin hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh penghidupan yang
layak, kebebasan menjalankan aktivitasnya serta dalam mencapai kebahagiaan.

Dengan demikian pemerintah Amerika memberikan keleluasaan bagi
setiap warga negaranya untuk menjalankan bisnis yang secara berjenjang akan
berdampak bagi penciptaan peluang kerja dan kemudian berkembang menjadi
korporasi, menggerakkan ekonomi masyarakat dan pada gilirannya akan
menopang perekonomian negara. Untuk menggerakkan dan meningkatkan
perekonomian nasional, pemerintah Amerika menerbitkan berbagai regulasi yang
memungkinkan terciptanya ekspansi ekonomi yang secara bersamaan
dimanfaatkan untuk menyebarkan demokrasi dan kapitalisme ke seluruh penjuru
dunia. Asia Pasifik dan khususnya Asia Tenggara termasuk Indonesia tidak luput
dari sasaran Amerika dalam hal ekspansi ekonomi.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi
besar dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia yang relatif murah
merupakan prospek yang belum dieksploitasi oleh para pengusaha Amerika untuk

¢ George Brown Tindall, op. cit., 201.
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menanamkan investasinya. Investasi awal pada dasarnya telah dilakukan oleh
bangsa Amerika bahkan sejak Indonesia masih berada dalam penjajahan Belanda.
Pada tahun 1910 — pada saat karet menjadi salah satu primadona komoditi
perdagengan internasional dengan semakin maraknya berbagai industri
manufaktur dan industri otomotif — para pengusaha Amerika telah berhasil
memasuki industri karet Indonesia sebagai mitra para pengusaha Belanda yang
usaha bisnisnya didaftarkan di Belanda. Kemitraan ini adalah Perusahaan
Perkebunan Belanda-Amerika, yang mana perusahaan-perusahaan karet Amerika
mempunyai saham terbesar dan bahkan menjadi perkebunan karet terbesar di
dunia. Hal ini antara lain disebabkan oleh upaya seorang botanis Amerika, Dr.
Carl La Rue dalam pengembangan teknik pencakokkan pucuk yang membawa
perubahan besar dalam industri karet.?’

Selanjutnya pada tahun 1920 perusahaan minyak Amerika, Standard
Vacuum berhasil masuk ke Hindia Belanda, setelah pemerintah Amerika
melakukan tekanan kepada Belanda, karena sebelumnya pemerintah Belanda
sangat membatasi masuknya investor minyak asing. Pada tahun 1935 sebuah
perusahaan minyak lainnya, Standard Vacuum of California (Socal), diijinkan
beroperasi di Hindia Belanda dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Richard
Hooper, seorang geolog yang berkarir di Indonesia selama lima belas tahun

pernah menulis:

Socal, now known as Chevron, obtain permission to send six geologisis, headed
by Emerson M. Butterworth, to the Netherlands East Indies in 1924 to survey oil
prospects. By 1930, they had pinpointed two areas worth prospecting, in
southeast Borneo and in northwest New Guinea but only in parinership with
Shell and Standard Vacuum. In lieu of the Borneo site, it offered Central
Sumaira, with the prominent Dutch geologist. L.T.C. van Es had found to have no
prospects for oil. Socal’s headquarters in San Francisco said “go to hell with it”
but finally gave in to Butterworth pleas to accept the offer and continue
prospecting. In 1939, the year of my arival, we discovered a small field
northwest Minas in ceniral Sumatra. I recommended Minas as an area of
considerable promise. After the war, Minas was discovered to be the largest field
in Southeast Asia. An American company was able to develop it because the
Dutch had been certain it did not exist.*

7 Paul F. Gardner, Shared Hopes Separate Fears: Fifly Years of U.S.-Indonesian Relation
(Boulder, Colorado: Westview Press, 1997}, 10.
% Ibid.
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Karet dan minyak merupakan bisnis yang sangat prospektif pada saat it
Untuk karet pada saat itu benar-benar merupakan produk yang belum tfersaingi
oleh produk karet sintetis, yang menjadi bahar baku yang sangat dibutuhkan
untuk berbagai produk permesinan yang digunakan sebagai bahan penyekat (seal)
pada bagian-bagian utama peralatan permesinan yang berputar dengan bantuan
pelumasan. Di samping itu, karet juga merupakan bahan dasar ban-ban mobil serta
berbagai komponen penting untuk peralatan persenjataan/militer. Sementara untuk
tambang-tambang minyak bumi, dari dahulu hingga saat ini masih menjadi bahan
dasar berbagai produk bahan bakar, terutama pada saat itu, yang mana Amerika
yang telah menjadi raksasa industri tidak dapat melepaskan ketergantungan dari
kontinuitas suplai bahan bakar. Terlebih dengan potensi kandungan minyak
terbesar di kawasan Asia Tenggara, menjadikan bisnis minyak Amerika di Hindia
Belanda sebagai salah satu andalan kelangsungan pasokan energi bagi industri
Amerika. Sehingga tidak heran dalam era perebutan pengaruh antara Amerika dan
demokrasi serta kapitalismenya dengan Soviet dan komunismenya yang semakin
memuncak dengan terjadinya Perang Dingin, Amerika memiliki kepentingan
ekonomi yang tidak kecil di Hindia Belanda. Dan kepentingan tersebut tetap
dipertahankan manakala Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya.

Kepentingan ekonomi yang sangat vital tersebut membuat Amerika berada
dalam kebimbangan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan,
sementara Belanda masih berupaya mempertahankan bekas koloninya yang
berjuang dengan keras mempertahankan kemerdekaannya. Kebimbangan tersebut
mendorong Amerika tidak gegabah untuk langsung memberikan pengakuannya
terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan Amerika masih ada ikatan
moral dengan Belanda sebagai salah satu negara Eropa yang menjadi sekutunya
pada saat berperang. Lebih dari itu, Amerika juga memberikan bantuan ekonomi
kepada Belanda yang mana bantuan tersebut antara lain digunakan untuk

membiayai operasinya di Indonesia.

Amerika mulai gamang manakala pengaruh komunis mulai menguat di
Indonesia di satu sisi, dan di sisi lain melihat sepak terjang Belanda yang tidak
mau menerima permintaan Amerika untuk memberikan kesempatan bagi

Indonesia menghirup udara kemerdekaan. Berbagai langkah mediasi yang
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dilakukan Amerika untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda pasca
kemerdekaan Indonesia, baik melalui persetujuan Linggarjati (11 November
1946) maupun mediasi di Kapal U.S.S. Renville (17 Februari 1948) yang berlabuh
di Tanjung Priok tidak ditanggapi dengan serius oleh Belanda.

Ketika suasana konflik Indonesia-Belanda memanas, demi melindungi
kepentingannya, Deplu AS secara bersamaan mengirimkan pesan secara terpisah,
baik kepada Indonesia maupun Belanda agar memberikan jaminan bahwa
warganegara dan aset mereka di lapangan minyak Sumatra bagian Selatan akan
dilindungi sekiranya terjadi bentrokan bersenjata di antara keduanya?
Konflikpun pecah, pada 20 Juli 1947 Belanda melakukan aksi polisionil (agresi)
nya yang pertama dan pasukan Belanda sempat menguasai Sumatra dan sebagian
Jawa, kecuali Jawa Tengah dan Jogyakarta yang dijadikan pusat pemerintahan
sementara dan dikawal TNI dengan sangat ketat. Aksi Belanda ini justru telah

menjatuhkan citranya sendiri di dunia internasional.

Pada 19 Desember 1948 Belanda kembali melakukan aksi polisionil kedua
terhadap Jogyakarta. Aksi tersebut dilakukan setelah bangsa Indonesia baru saja
berhasil menumpas pemberontakan PKI Muso di Madiun yang dilancarkan pada
18 September 1948. Merespon agresi tersebut TNI melakukan perlawanan melalui
perang gerilya selama 7 bulan di bawah pimpinan Jenderal Soedirman yang
sedang sakit.*® Pada 19 Desember 1948, AS dan Australia mendesak diadakan
sidang Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan usulan
Konferesi Meja Bundar untuk mengakhiri konflik RI-Belanda. Belanda tidak
menggubris, hingga Menlu AS yang baru Dean Acheson memberikan pernyataan
keras kepada Belanda yang antara lain berisi ancaman bila Belanda tidak bersedia
menyelesaikan konflik dengan Indonesia maka AS akan menghentikan dana
bantuan militer bagi Belanda. Bahkan kemudian Acheson menekankan bahwa
pemulihan pemerintahan Republik Indonesia di Jogyakarta merupakan inti
persoalan dan bahwa pasukan-pasukan Belanda harus ditarik mundur dari
Jogyakarta dan wilayah sekitarnya.”!

2 Tbid., 34 - 35.
0 M. Fahlevi, Soedirman & Sudirman (Jakarta: Pusat Sejarah TNI, 2004), 15.
31 paul F. Gardner., op.cit., 88.
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Campur tangan Acheson memberikan perubahan yang signifikan bagi
kebijakan - Belanda yang akhirnya menyetujui diselenggarakannya Konferensi
Meja Bundar di Den Haag Belanda. Konferensi ini berlangsung cukup sengit dan
berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 dan baru berakhir pada tanggal 2
November 1949. Ttupun masih menyisakan bom waktu tentang status Irian Barat.
Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar, AS secara resmi memberikan
pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia melalui surat yang
disampaikan oleh Presiden Truman yang dibawa langsung oleh Merle Cochran
yang ditunjuk sebagai Dubes AS pertama di Indonesia. Bantvan ekonomi dan
militer mulai diberikan kepada Indonesia.

Kepentingan global AS pada era Perang Dingin di Indonesia tidak berhenti
sampai pada pengakuan kemerdekaan RI, di mana kepentingan ekonomi AS
berada didalamnya. Ancaman global bagi kepentingan Amerika pada saat itu
terutama bagaimana Amerika berupaya membendung penyebaran komunisme di
seluruh  dunia. Kebijakan pembendungan komunis Truman yang
diimplementasikan melalui kebijakan luar negerinya juga tidak terlepas dari upaya
membendung penyebaran komunisme di Asia Pasifik dan Asia Tenggara termasuk

Indonesia.

Kakhawatiran Amerika terhadap pemerintah Republik Indonesia datang
dari kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang mencanangkan “politik
bebas aktif’ di satu sisi, dan adanya kebijakan Presiden Sockarno yang
akomodatif di sisi lain, termasuk memberi keleluasaan bagi berkembangnya PKI,
meskipun partai ini telah mengkhianati bangsa Indonesia melalui pemberontakan
Madiun. Kebijakan ini ternyata pada saatnya telah mampu memberikan
bargaining position bagi pemerintah Indonesia pada saat percbutan Irian Barat
yang tidak didukung oleh AS. Sementara dengan kebijakan politik bebas aktif
serta tetap diakomodasikannya partai komunis memberikan ruang gerak yang
lebih leluasa bagi Indonesia meminta dukungan Soviet.

Sebelum sampai pada perebutan Irian Barat (1962), pemerintah AS
melalui Dubesnya di Indonesia berupaya mempengaruhi pemerintah Indonesia

dengan cara memancing Indonesia memasuki persekutuan keamanan bersama di
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kawasan dalam upaya membendung komunis. Deplu AS meminta Dubes Cochran
untuk membujuk Hatta menandatangani bantuan militer dengan syarat Indonesia
ikut aktif mendukung blok Barat dalam membendung penyebaran komunis di
Asia Tenggara. Pada saat tersebut bangsa Indonesia yang baru merdeka memang
tidak dapat menghindari bantuan Amerika baik bantuan ekonomi maupun militer.
Pada saat Indonesia mengajukan bantuan militer itulah Deplu AS melalui
Dubesnya berupaya memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan persyaratan
bagi kesediaan Indonesia memasuki persekutuan keamanan bersama AS dalam
membendung komunis di Asia Tenggara. Dubes Cochran telah mengenal para
tokoh kunci bangsa Indonesia dan menyadari benar tentang prinsip kebijakan luar
negeri Indonesia yang bebas aktif, melalui negosiasi yang cukup ketat akhirnya
Cochran dan Hafta melakukan penandatangan dokumen perjanjian rahasia yang
telah dimodifikasi dari draft sebelumnya tentang dukungan U.S. Security
Assistance pada tanggal 15 Agustus 1950, yang utamanya ditekankan pada
bantuan kepolisian.”

Dalam Nota Diplomatik yang ditandatangi oleh Dubes AS, H. Merle
Cochran ini antara lain dinyatakan bahwa:

The United States of America and the Republic of the United States of Indonesia
mutually undertake that such assistance as may be furnished by the United Stated
of America to the Republic of the United States of Indonesia agree this program
shall be utilized solely for the maintenance of an effective constabulary and for

the carrying out of the purpose of such constabulary. .

Sementara Nota Diplomatik yang ditandatangani Hatta yang pada saat itu
bertindak sebagai Perdana Menteri dan sekaligus merangkap sebagai Menlu

Indonesia antara lain dinyatakan bahwa:

The Government of the Republic of the United States of Indonesia undertake not
to transfer, without the prior consent of the Government of the United States of
America, tide to or possession of any equipment, material, or service which are
received pursuant of paragraph 2 above, or which are substitutable for, or
similar in category to the equipment, material, or services so received.”

Paragraf 2 yang dimaksud adalah pernyataan yang sama dengan yang
tertera pada nota diplomatik yang ditandatangani oleh Dubes AS tersebut di atas,

32 =
Ibid., 100.
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Dari isi exchange of notes tersebut di atas dapat disimak bahwa yang dimaksud
bantuan militer tersebut di atas pada dasarnya dityjukan untuk memperkuat
kepolisian RI, dan Indonesia tidak diijjinkan untuk memindahtangankan
kepemilikan bantuan tersebut kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan
pemerintah AS.

Ketika proses bantuan tersebut sedang berlangsung terjadi perubahan
kabinet. Pada dasarnya kabinet baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri
Sukiman dan Menlu Subarjo secara personal mendukung bantuan militer yang
telah disepakati sebelumnya secara rahasia oleh Hatta-Cochran. Ketika kabinet
baru ini — yang tidak didukung sepenuhnya oleh anggota kabinet dalam menyikapi
perjanjian rahasia ini — membuka bantuan ini ke Sidang Perlemen dalam rangka
memperoleh ratifikasi, justru yang terjadi adalah ditolaknya perjanjian bantuan
militer tersebut. Tidak disetujuinya bantuan ini oleh Parlemen tentu saja membuat
Amerika merasa dipermalukan dan kejadian ini oleh Ida Anak Agung Gde Agung
— yang menjabat sebagai Menlu RI pada tahun 1955-1956 — disebut sebagai
Cochran Affair.”

Menyikapi bantuan tersebut, dalam perkembangan politik di Indonesia
yang mulai marak menentang kehadiran Amerika khususnya oleh partai komunis,
telah memaksa Menlu RI memerintahkan Dubes Indonesia di Washington DC
unfuk menerbitkan surat kepada Dubes AS di Jakarta. Pada tanggal 5 Januari 1953
surat dimaksud ditulis, yang antara lain dinyatakan bahwa bantuan militer yang
diperuntukkan bagi kepolisian RI berdasarkan perjanjian rahasia Cochran-Hatta
apabila tidak lagi diperlukan, pemerintah Indonesia akan menawarkan untuk
mengembalikan bantuan tersebut kepada pemerintah Amerika. Kutipan surat
dimaksud antara lain berbunyi:

.., Ras the honor to propose that the undelivered balance of constabulary
equipment authorized under the agreement of August 15, 1950 be converted from
a grant to an aid on a reimbursable basis. Equipment and material which have
been provided on a grant basis under the Constabulary Agreement of August 15,
1950 will be retained by the Govornment of the Republic of Indonesia on the term
and conditions contained in that agreement so long as required for the purpose

33 Timo Kivimaki, US-Indonesian Hegemonic Bargaining Strength of Weakness: US Foreign
Policy and Conflict in the Islamic World (London: Ashgate, 2003), 107 — 108.
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Jor which originally made available and, if no longer required for this purpose,
they will be offered for return to the Government of the United Stated™

Menanggapi surat tersebut di atas Dubes AS memberikan jawaban dan
menyetujui usul yang disampaikan oleh Dubes RI di Washirigton DC melalui
surat tertanggal 12 Januari 1953 yang dialamatkan kepada Menlu RI yang pada
saat itu dijabat oleh Mukarto Notowidagdo. Dalam suratnya tersebut Dubes AS

antara lain menulis:

... to inform you that the Government of the United States of America accepts the
above proposal and agrees that the Indonesian Ambassador’s note of January 3,
1953 and this note of acceptance constitute an agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the United States of America
effective on the date of this note.”’

Nota diplomatik tersebut di atas pada dasarnya merupakan amandemen
terhadap perjanjian tanggal 15 Agustus 1950. Dengan adanya nota diplomatik
antara kedua pemerintahan ini, pemerintah AS menjadi lebih khawatir, terlebih
dengan adanya penguatan pengaruh komunis terhadap pemerintah Indonesia dan
ditambah dengan penolakan Indonesia dalam pembentukan pakta pertahanan di
Asia Tenggara (SEATQO) pada 6 September 1954 sebagaimana yang telah
dibentuk di Eropa (NATO). Pembentukan SEATO dimaksudkan untuk
membendung penyebaran komunisme di Asia Tenggara yang menjadi ancaman

global AS pada saat berlangsungnya Perang Dingin.

Pasca Pemilihan Umum di Indonesia 1955, pengaruh PKI semakin
menguat ditambah dengan kebijakan Presiden Soekarno yang mendukung langkah
pimpinan PKI untuk mengambil aset-aset Belanda di Indonesia, sementara
tindakan ini ditentang oleh Hatta, Jenderal Nasution selaku Kepala Staf TNI
Angkatan Darat (KASAD) serta beberapa pemimpin Indonesia lainnya. Situasi ini
memaksa AS melancarkan operasi rahasia melalui CIA yang mendukung gerakan
anti Komunis PRRI/Permesta di- Sumatera dan Manado yang berupaya
menjatuhkan Presiden Soeckamo yang dianggap pro-Komunis. Dalam gerakan ini

3% Embassy of Indonesia Washington DC, “Proposal Amendment U.S. Security Assistance 15
August 1950,” 5 January 1953, TIAS no. 2768, in Amending Agreement of August 15, 1950, U.S.
Treaties and Other International Agreements, 114.

37 American Embassy, “Indonesia Military Assistance,” January 12,1953, TIAS no. 2768 in
Amending Agreement of August 15, 1959, U.S. Treaties and Other International Agreements,
115,

34 Universitas Indonesia

U.S. security assistance..., Martinus Siswanto Prajogo, Pascasarjana Ul, 2009.




Menlu Dulles sempat membujuk KASAD Jenderal Nasution untuk mendukung
PRRI/Permesta. Jenderal Nasution menolak dan tetap mendukung pemerintahan
'yang sah di bawah kepemimpinan Soekarno. Dubes AS di Jakarta yang pada saat
itu dijabat oleh Allison menyatakan pengunduran dirinya karena tidak mendukung
kebijakan yang diambil oleh Menlu Dulles yang ingin menjatuhkan pemerintahan
Presiden Soekarno.”® Pemberontakan PRRI/Permesta meletus pada 8 Februari
1958 dengan dukungan Amerika melalui CIA, dapat ditumpas oleh TNI dengan

cepat.

Sungguh, Amerika memiliki kepentingan yang besar baik dari aspek
ekonomi maupun aspek keamanan global dari ancaman komunis yang
mempengaruhi pemerintah Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia,
Amerika berada pada suatu persimpangan jalan yanrg sulit menghadapi
perkembangan politik di Indonesia. Bahkan kekhawatiran yang berlebihan telah
membuat Amerika berusaha melakukan aksi regime change terhadap
pemerintahan Soekarno yang mendukung komunisme, melalui operasi CIA yang
mendukung gerakan anti komunis PRRI/Permesta. Dalam situasi yang tidak
menentu di Indonesia tersebut, bantuan ekonomi tetap diberikan, disertai dengan
bantuan militer/kepolisian yang merupakan bagian dari skema umum dalam
penerapan kebijakan pembendungan melalui U.S. Security Assistance.

3.2. Arti pentingnya U.S. Security Assistance bagi Indonesia

Beberapa ahli hubungan internasional mendefinisikan bahwa kepentingan
nasional suatu bangsa akan terkait erat dengan masalah internal dan masalah
cksternal. Hans J. Morgenthau menyampaikan pandangan bahwa konsep
kepentingan nasional pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama
didasatkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan yang kedua
mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. Dalam
rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat di peroleh dengan cara melindungi
kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas wilayah
nasional, sistem politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Adapun

pertimbangan adanya berbagai kondisi lingkungan strategis adalah dengan

38 Timo Kivimaki, op. cit., 114 — 115.
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menjalankan kebijakan politik luar negeri melalui upaya diplomasi demi
terciptanya perdamaian dunia.”

Sementara Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa
kepentingan nasional dari sebuah negara hendaknya tidak hanya didasarkan pada
peningkatan kesejahteraan internal bagi setiap warganegaranya, menyediakan
pertahanan terhadap agresi dari luar, dan melindungi nilai-nilai negara dan cara
hidup (way of life), namun juga harus dikaitkan dengan upaya kerjasama dengan
banyak bangsa untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan global.*

Para pendiri bangsa Indonesia dalam menyusun UUD 45, juga
memperhatikan kaidah-kaidah universal dalam merumuskan kepentingan nasional
sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli hubungan internasional. Pembukaan
yang mengantar pasal-pasal didalam UUD 45 yang merumuskan kepentingan
nasional tersebut juga tidak terlepas dari kaidah-kaidah universal dimaksud. Hal
ini nampak dengan jelas pada Pembukaan UUD 45 pada alinea 4 yang berbunyi:
(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2)
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemcrdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi berbagai situasi yang
tidak kondusif, antara lain adanya upaya-upaya gangguan keamanan yang
dilakukan oleh PKI, pemberontakan PRRI/Permesta yang merupakan gerakan
anti-komunis dukungan CIA, persoalan Belanda yang masih berupaya untuk
meruntuhkan Republik Indonesia dengan aksi polisionil (agresi militer) I dan II,
operasi Trikora dalam rangka penyatuan [rian Barat, dan operasi Komodo/Seroja
guna menyatukan Timor-Timor ke wilayah NKRI.

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia dituntut adanya peran aktif
dalam percaturan internasional, menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi
seluruh bangsa, serta tekad untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia

¥ Hans J. Morgenthau., op. cit., 147 — 149.
“0 Charles J. Kegley and Eugene R. Wittkopf., op. cit., 653 — 54.
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menyadari betul bahwa dalam percaturan interpasional tidak mungkin bangsa
Indonesia menjadi pasif. Oleh karena itu, pada saat Hatta menjadi Perdana
Menteri dengan bekal pemahaman yang luas dibidang percaturan internasional, ia
tidak menghendaki Indonesia ikut serta memasuki salah satu diantara dua blok
yang saat itu terlibat dalam konflik global Perang Dingin. Hatta memutuskan
keikutsertaan Indonesia dalam percaturan di kancah internasional dengan
menerapkan kebijakan “politik bebas aktif”.

Keputusan ini tidaklah mudah. Dua super power dunia saling berupaya
menarik Indonesia untuk menjadi sekutu dalam pertempuran mercka, antara
demokrasi dan kapitalisme Barat dengan komunisme. Tarik menarik pengaruh ini
tidak urung sempat mewarnai proses kebijakan luar negeri Indonesia. Dan sejarah
telah mencatat bahwa Presiden Soekamo sempat berupaya membelokkan arah
kebijakan tersebut ke arah blok komunis. Kebijakan pembelokan ini berpuncak
pada tahun 1965 pada saat Soekarno menyampaikan pidato dalam rangka
perayaan HUT Kemerdekaan dengan mengumumkan “kebijakan Poros Jakarta —
Phnom Penh — Hanoi — Peking — Pyongyang.”* Namun scjak awal para
pemimpin bangsa Indonesia yang lain berusaha teiap bertzhan dengan kebijakan
Iuar negeri bebas aktif, khususnya dari kelompok TNI AD yang mencoba
mengimbangi dengan tetap melakukan persahabatan dengan pihak AS, antara lain
dengan tetap menerima program-program U.S. Security Assisiance dalam bentuk
International Military Education Training (IMET) dan Military Assistance
Program (MAP). Dengan kebijakan bebas aktif ini pada saat Indonesia
menghadapi situasi-situasi yang mempertaruhkan kepentingan nasiopal, para
pemimpin bangsa Indonesia mampu memilah dan memilih kebijakan- yang paling
tepat demi mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional.

US. Security Assistance termasuk yang mewarnai kehidupan bangsa
Indonesia, dalam mana bantuan ekonomi dan militer dari Amerika secara riil dan
intensif diberikan segera setelah Amerika memberikan pengakuan terhadap
eksistensi bangsa Indonesia pada tahun 1950 seusai Konferensi Meja Bundar,
yang memupuskan usaha-usaha Belanda untuk kembali menguasai wilayah bekas

41 Paul F. Gardner., op. cit., 210
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koloninya yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun secara de jure Amerika
memberikan péngakuan atas kemerdekaan Indonesia pasca Konferensi Meja
Bundar, sejarah juga mencatat peran Amerika terhadap upaya Indonesia dalam
mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda. Konflik RI-Belanda
rasanya tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat tanpa campur tangan dan
mediasi Amerika. Bahkan Belanda mulai melunakkan kebijakan atas agresinya
(aksi polisionil) yang ke IT kepada Indonesia, berkat intervensi Menlu AS, Dean

Acheson.

Namun walau bagaimana pun, bangsa Indonesia adalah bangsa yang
berdaulat semenjak proklamasi dicanangkan. Seberapa pun besarnya jasa Amerika
terhadap bangsa Indonesia, maka tidaklah ada keharusan moral bagi bangsa
Indonesia untuk selalu menggantungkan nasibnya pada bangsa Amerika. Atau
dengan kata lain, tidak seharusnya dengan mudah Indonesia mengikuti semua
kemauan politik Amerika. Sejauh ajakan tersebut tidak bertentangan dengan
kepentingan bangsa Indonesia, maka tidak ada salahnya ajakan tersebut diikuti.
Namun secbaliknya, apabila ajakan tersebut justu akan membawa bangsa
Indonesia terseret dalam arus yang tidak menentu dan ada kepentingan nasional
yang dipertaruhkan, maka tidak ada salahnya bagi Indonesia menolak atau
setidak-tidaknya menunda mengikuti ajakan tersebut.

Untuk mempertahankan kepentingan nasional tersebut, antara lain pada
tahun 1948 setelah meletusnya pemberontakan komunis di Madiun, Indonesia
berunding dengan Amerika untuk dapatnya memperoleh bantuan kepolisian
berupa senjata dan perlengkapan bagi 10.000 personil.* Dan permintaan bantuan
tersebut baru direalisasikan pada tanggal 15 Agustus 1950 melalui pertukaran nota
diplomatik yang dilakukan secara rahasia. Terlepas persoalan ini kemudian
menjadikan suatu preseden buruk bagi kedua belah pihak dengan tidak lolosnya
proses ratifikasi oleh parlemen Indonesia pada waktu itu, hingga memunculkan
Cochran Affair, namun bantuan tersebut tetap berlangsung, meskipun agreement
nya kemudian diarandemen pada tanggal 12 Januari 1953.2

2 1bid.,78 — 79.
“ Data berbagai jenis peralatan kepolisian dan militer dalam bentuk Military Assistance
Program (MAP) Inventory List, sebagaimana pada lampiran 1.
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Perminiaan bantuan militer selanjutnya diajukan kepada Amerika pada
Mei 1957 untuk keperluan meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga
keamanan dalam negeri (self-defence} dari berbagai kemungkinan aksi komunis.**
Permintaan bantuan inipun segera direalisasikan, antara lain adanya peningkatan
jumlah program bantuan militer yang pada tahun fiskal 1958 bernilai $7,3 juta
menjadi $22 juta pada tahun fiskal 1959 dan 1960. Dalam waktu 6 bulan, 21
batalyon TNI dengan jumlah prajurit sekitar 16.000 orang, telah diperlengkapi
dengan senjata-senjata Amerika.*

Penerimaan bantuan yang diberikan pada tahun 1958 sebagian diantaranya
berupa kredit Foreign Military Sales (FMS). Untuk merealisasikan pembelian ini
pada tanggal 13 Agustus 1958, kedua belah pihak (Indonesia dan AS) telah
menandatangi sebuah dokumen Sale of Military Fquipment, Materials and

Services. Dalam dokumen ini antara lain disebutkan:

(A) Any weapons or other military equipment of services purchased by the
Government of Indonesia from the Government of the United States shall be used
by the Government of Indonesia solely for legitimate national self-defense, and it
is self-evident that the Government of Indonesia, as a member of the United
Organization, interprels the term legilimate national self-defense within the
scope of the United Nation Charter as excluding an act of aggression against any
other state.

(B} Any weapons or other military equipment or services purchased by the
Government of Indonesia from the Government of the United States shall not be

sold or otherwise disposed of to third parties.*®

Menjelang berakhimya tahun 1960 terjadi pergantian presiden Amerika
dari Eisenhower (Republik) ke John F. Kennedy (Demokrat). Perubahan ini
berpengarnuh terhadap kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia, khususnya
dalam menyikapi konflik Irian Barat’ Pada sekitar awal tahun 1961 ketika
Indonesia mengajukan bantuan militer untuk merebut Irian Barat — yang tetap di
bawah penguasaan Belanda seusai Konperensi Meja Bundar — permintaan tersebut
ditolak oleh Presiden Kennedy. Penolakan ini dipengaruhi olch adanya perubahan
kebijakan tersebut di atas. Akhirnya demi kepentingan nasional, Indonesia

# Timo Kivimaki., op.cit., 111 — 112,

¥ Paul G. Gardner., op.cit., 163.

% American Embassy & Deplu RI, “Exchange of Notes: Sale of Military Equipment,
Materials, and Sevices,” August 13, 1958, TIAS no. 4095, U.S. Treaties and Other international
Agreemenis, 1150.

* Paul G. Gardner., op.cit., 172—173.
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meminta bantuan kepada Soviet. Soviet nampaknya memanfaatkan momentum
permintaan bantuan Indonesia ini dengan sangat baik. Soviet di bawah
kepemimpinan Khwrschev bersedia memberikan bantvan berupa konirak
pengadaan perlengkapan militer senilai US$600 juta.*®

Disinilah letak fleksibilitas kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang
dianut oleh Indonesia dimanfaatkan secara optimal oleh Presiden Soekarno, yang
nampaknya juga mengikuti paham pragmatisme Amerika. Dengan tetap
mengakomodasi PKI ia dengan sangat leluasa melakukan kontak, baik dengan
Cina maupun Soviet, sehingga pada saat kritikal di mana Indonesia akan
melancarkan operasi Trikora dengan menyatukan Irian Barat ke wilayah NKRI,
dengan sangat mudah Indonesia memperoleh bantuan militer dari Soviet,
manakala Amerika dengan kepemimpinan Kennedy tidak bersedia memberikan
bantuan militer.

Meskipun Kennedy menolak untuk memberikan bantuan militer, namun
sepertinya tidak bermaksud menghentikan langkah Indonesia menyatukan Irian
Barat ke dalam wilayah NKRI. Bahkan ketika Belanda meminta dukungan
Amerika tentang konfliknya dengan Indonesia, Amerika tidak juga
menanggapinya. Dalam kasus ini Amerika nampaknya ingin bersikap netral dan
kembali berupaya menjadi mediator bagi penyelesaian krisis Irian Barat. Namun
mediasi Amerika tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1962 operasi Trikora di
bawah Komando Mandala Mayjen TNI Soeharto digelar dan akhirnya berhasil
membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Konflik RI-Belanda tentang
Irian Barat berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Irian Jaya oleh pihak RI
dan Belanda di PBB pada tanggal 15 Agustus 1962. Setelah krisis Irian Jaya
berakhir, Amerika kembali memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia
dalam rangka mempersempit pengaruh Soviet yang telah memberikan bantuan
yang jumlahnya sangat signifikan. Bantuan militer Soviet kepada Indonesia di
akhir tahun 1962 diperkirakan sebesar US$1,3 milyar. Sementara bantuan militer

8 Paul G. Gardner., op.cit., 178.
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yang diberikan Amerika kepada Indonesia hanya bernilai kurang dari seperempat
belas atau senilai kurang dari US$93 juta.’

Tragedi 30 September 1965, merupakan sejarah kelabu bagi Indonesia di
mana PKI berusaha melakukan pemberontakan untuk menghancurkan falsafah
dasar bagi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan menggantikannya dengan
komunisme. Peristiwa berdarah telah membawa korban para petinggi TNI,
termasuk Kasad Jenderal TNI A.Yani yang selama ini membaktikan darmanya
bagi tetap tegaknya negara kesatuan RI di bawah azas Pancasila. Langkah
komunis ini akhimya gagal total setelah Panglima Kostrad, Letijen TNI Soeharto
mengambil alih pimpinan TNI AD dan melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan guna mengendalikan situasi keamanan. Peristiwa pemberontakan
G 30 S/PKI ini hput dari pengamatan AS, sehingga AS sempat kehilangan
momentum pada saat itu. Bahkan kemunculan Socharto di saat-saat kritis
melumpuhkan aksi G 30 S/PKI benar-benar diluar perhitungan AS, sebab selama
ini tokoh-tokoh TNI yang sering berkomunikasi dengan AS adalah Jenderal
Nasution serta beberapa jenderal TNI AD yang sejak awal menentang komunis

dukungan presiden Sockarno.

Perkembangan situasi yang terjadi begitu cepat membuat Amerika
terperangah untuk beberapa saat, dan bantuan keamanan untuk sementara terhenti,
meskipun untuk beberapa waktu kemudian bantuan ekonomi mulai diberikan guna
membenahi perekonomian Indonesia yang sempat ambruk. Pada tahun 1969
bantuan militer kembali diberikan seiring dengan bantuan ekonomi, dengan
demikian U.S. Security Assistance kembali diberikan. Momentum ini terjadi
seusai Presiden Richard M. Nixon kembali dari suatu perjalanan ke Asia dalam
pesawat Air Force One pada Juni 1969. Kebijakan Nixon ini disampaikan secara
langsung kepada Dubes AS di Jakarta Marshall Green.”® Sejak saat itu hubungan
bilateral Indonesia-Amerika mulai membaik.

Pada tahun 1975 pemerintah Indonesia mulai resah dengan masalah Timor
Timur dan memutuskan untuk mendukung kelompok pro-integrasi yang

menentang kemerdekaan Timor Timur yang digagas oleh Partai Komunis Fretilin.

* Ibid., 178 - 179.
* Ibid., 265.
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Pada saat persiapan serangan ke Timor Timur Indonesia meminta dukungan AS,
Presiden Ford yang didampingi Menlu Kissinger yang datang ke Indonesia
memberikan dukungan dengan pesan yang disampaikan oleh Menlu Kissinger
agar Indonesia tidak menggunakan senjata Amerika dalam penyerangan tersebut.
Kissinger feared at the time that possible use of US.-made arms in this East
Timor operation might cause problems in Congress.” Alasan mengapa AS
mendukung kebijakan Indonesia mengintegrasikan Timor Timur, hal ini akan
dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

3.3. Keselarasan kepentingan AS dengan kepentingan nasional Indonesia

dalam U.S. Security Assistance

US. Security Assistance yang diberikan kepada negara-negara
berkembang dalam rangka pencrapan kebijakan pembendungan, dalam
mekanismenya dilakukan melalui prosedur dalam mana bantwan dimaksud
diusulkan oleh Pemerintah — yang dalam hal ini oleh U.S. Depariment of Defense
— kepada komisi hubungan luar negeri Kongres AS. Salah satu persyaratan pokok
yang ditetapkan oleh Kongres adalah bahwa bantuan keamanan tersebut benar-
benar digunakan dalam rangka membantu negara berkembang yang berjuang
melawan komunisme. Persyaratan pokok lainnya adalah U.S. Security Assistance
tidak akan diberikan kepada negara-negara yang diindikasikan terlibat
pelanggaran HAM.

Dalam kaitan bantuan keamanan Amerika yang diberikan kepada
Indonesia, tidak terlepas dari hal-bal tersebut di atas. Bila diperhatikan secara
kilas balik, bantuan militer yang diberikan kepada Indonesia melalui perjanjian
Hatta-Cochran yang ditandatangani secara rahasia pada 15 Agustus 1950 yang
kemudian memunculkan Cochran Affair, merupakan implementasi dari
permintaan bantuan kepolisian RI kepada Amerika pada saat meletusnya
pemberontakan PKI Madiun 1948. Deplu AS semula ingin memanfaatkan
permintaan bantuan ini dengar perjanjian yang lebih mengikat, khususnya dalam
hal kerjasama keamanan untuk membendung pengaruh komunis baik di Indonesia
maupun Asia Tenggara. Dengan adanya politik bebas aktif yang dianut Indonesia

*1 Tbid., 286.
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maka kemudian Cochran memodifikasi rumusan yang dibuat oleh Deplu AS
menjadi rumusan yang lebih lunak sebagaimana perjanjian Hatta-Cochran yang
telah ditandatangi tersebut. Dari sisi ini terlihat adanya upaya bargaining antara
kedua belah pihak dalam mendapatkan win-win solution bagi kepentingan
bersama tanpa mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang lIebih besar.
Kepentingan bersama yang membawa pada suatu kesepakatan bersama pada saat
itu adalah dalam rangka membendung pengaruh/ancaman komunis global bagt AS
di satu sisi, dan upaya Hatta untuk membendung pengaruh/ancaman komunis
dalam pemerintahan Soekamo di sisi lain. Hafta dan Cochran melakukan
kesepakatan rahasia karena tidak ingin kesepakatan ini diketahui oleh para
pimpinan PKI yang telah berhasil mempengaruhi pemikiran dan kebijakan
Soekamno.

Bantuan selanjutnya yang diminta oleh Indonesia kepada Amerika adalah
pada tahun 1957 yang akan digunakan untuk memperkuat TNI dengan adanya
kekhawatiran semakin meluasnya pengarub PKI pasca pemilihan umum 1955,
yang mana PKI menempati posisi ketiga terbesar setelah PNI dan Masyumi.
Perolehan suara PKI mencapai 16,4%, sementara PNI dan Masyumi masing-
masing 22,3% dan 20,9%. Perolehan suara PKI ini menyebabkan komposisi di
Parlemen meningkat lebih dari 2 kali lipat.”? Dengan demikian dukungan komunis
terhadap Soekarno semakin meningkat.

Untuk mengantisipasi aksi komunis Jebih lanjut dengan semakin
menguatnya komunis di legislatif, yang dikhawatirkan akan semakin berani
melakukan aksi-aksinya, Indonesia — dalam hal ini TNI — merasa perlu meminta
dukungan Amerika untuk memperkuat posisinya. Pada tahun 1958 bantuan militer
untuk indonesia didukung US$7,3 juta dan pada tahun fiskal 1959 dan 1960
terjadi peningkatan dukungan bantuan militer sebesar masing-masing US$22
juta™

Bantuan militer jrang diberikan kepada Indonesia ini tidak terlepas dari
agdanya kekbawatiran yang juga semakin meningkat dari pihak AS. Kekhawatiran
yang berlebihan ini bahkan membuat Amerika melakukan tindakan yang tidak

%2 Ibid., 246.
% Ibid., 163.
43 Universitas Indonesia

U.S. security assistance..., Martinus Siswanto Prajogo, Pascasarjana Ul, 2009.




terpuji, pada tahun 1958 AS mengerahkan operasi rahasia yang dilakukan oleh
CIA dalam rangka mendukung aksi anfi-komunis yang dilakukan oleh Perdana
Menteri PRRI Syaifrudin Prawira Negara yang berusaha menjatuhkan
pemerintahan Soeckarno yang dinilai pro-komunis.

Dari skenario tersebut di atas nampaknya Amerika tidak sabar untuk
segera menerapkan strategi regime change terhadap Soekamno. Sementara doktrin
TNI AD yang ditanamkan oleh Jenderal Soedirman untuk membela pemerintahan
sipil yang sah, benar-benar dipegang teguh oleh Jenderal Nasution, yang tidak
bergeming manakala Amerika membujuknya untuk mendukung tindakan makar
ini. Bahkan kemudian Jenderal Nasution menjalankan kewenangan komandonya
untuk memadamkan pemerontakan PRRI di Sumatra dan pemberontakan
Permesta di Manado yang juga ditunggangi oleh agen-agen CIA.

Dari situasi ini juga nampak bahwa bantuan militer Amerika yang
diberikan kepada TNI pada tahun 1958 dalam rangka mengantisipasi aksi
komunis telah diberikan oleh Amerika karena adanya kekhawatiran yang sama
atas akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh komunis Indonesia. Hanya saja,
sayangnya Amerika mengambil langkah yang sangat gegabah meskipun secara
strategi, penecrapan usaha melalui regime change tidak menyalahi kebijakan
politik luar negerinya, yang menggambarkan doktrin maksimalis yang ingin

diterapkan.

3.4. Peran US. Security Assistance dalam mendukung upaya Indonesia
mengintegrasikan Timor Timor ke dalam NKRI

Strategi regime change merupakan salab satu implementasi dari kebijakan
politik luar negeri yang secara universal telah diberlakukan oleh negara-negara
besar terhadap negara-negara yang lebih kecil yang berada di bawah pengaruhnya.
Strategi ini tidak saja diterapkan oleh Amerika, namun juga dilakukan oleh Soviet
pada saat menjatuhkan pemerintahan nasional China di bawah Chiang Kai-shek.
Kasus perebutan pengaruh di Cina merupakan kisah pertarungan Amerika yang
mendukung Chiang dengan pemerintahan nasionalnya, dengan Soviet yang
mendukung Mao Tse-tung dengan komunisnya. Kisah pertarungan dua raksasa
yang berebut pengaruh ini akhinya dimenangkan Soviet yang mampu
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menjatubkan pemerintahan nasionalis Chiang untuk digantikan oleh rezim
komunis Mao.

Strategi regime change ini nampaknya juga digunakan oleh Indonesia pada
saat mengintegrasikan Timor Timur meskipun dalam skala yang lebih kecil, dan
konteks yang agak berbeda. Pada tahun 1975, “Carnation Revolution™ di Portugal
telah mempengaruhi pergolakan politik di Timor Timur. Muncul tiga kekuatan
partai politik yang berpengaruh yaitu (1) The Frente Revoluciondria de Timor
Leste IndependentelFretilin, sebuah partai berhaluvan komunis yang menuntit
kemerdekaan Timor Timur dengan segera. Fretilin didukung oleh para pegawai
negeri sipil terutama dari kaum mudanya, guru, pekerja pendatang, dan
mahasiswa. (2) The Unido Democrdtica de Timor/fUDT menginginkan otonomi
seluas-luasnya namun masih di bawah kekuasaan Portugal. UDT didukung oleh
pegawai negeri yang menduduki jabatan-jabatan tinggi, para pemuka masyarakat
setempat, penduduk pedesaan yang mengakui pemerintahan Portugal, beberapa
pengusaha Cina dan komunitas Portugal. (3) The Associagdo Popular
Democrdtica de Timor/Apodeti, menginginkan otonomi yang terintegrasi dengan
Rl sesuai dengan hukum internasional. Apodeti didukung secara luas oleh
kelompok-kelompok etnis dan hubungan sejarah.**

Dalam perkembangan selanjutnya Fretilin berhasil menggandeng UDT
bersama dengan fokoh-tokoh elit lokal dan menjadi kekuatan aliansi yang sangat
besar mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal. Sementara salah satu partai
yang menginginkan integrasi dengan Indonesia (Apodeti), kurang mendapatkan
dukungan massa. Aliansi Fretilin dan UDT tidak bertahan lama, dan disusul oleh
adanya kudeta yang dilakukan oleh UDT pada 11 Agustus 1975 yang dengan
cepat menguasal instalasi-instalasi yang menentukan di Dili seperti stasiun radio,
bandara, gedung-gedung pemerintahan serta menuntut kemerdekaan segera bagi
Timor Timur dan dipenjarakannya anggota-anggota Fretillin. Situasi makin panas.
Kekuatan komunis Fretillin nampaknya sangat kuat, schingga akhirnya pada
Oktober 1975 UDT bergabung dengan Apodeti serta partai-partai kecil yang laio

# Robert Lawless, “The Indonesian Takeover of East Timor,” University of California: Asian
Survey, voL 16, no. 10 (October 1976): 950., 2 December 2009 <hitp-/fwww.jstor.org/stable/
2643535>,
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seperti Kota dan Trabalhista. Di bawah perwalian Indonesia mereka membentuk
sebuah koalisi dengan nama Movimento Anti Comunista (MAC, Gerakan Anti

Komunis).

Situasi semakin kacau, nampaknya kekuatan komunis Fretillin tidak dapat
diremehkan, yang kemudian mampu memegang kendali dan pada tanggal 28
November 1975 secara sepihak Fretilin menyatakan kemerdekaan Timor Timur,
dan memproklamasikan sebagai Republik Demokratik Timor Timur
(“Democratic Republic of East Timor”). Sembilan hari kemudian pada tanggal 7
Desember 1975 Indonesia melakukan serangan militer ke Timor Timur, dan
akhirmya Timor Timur terintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada saat itu tindakan Indonesia mendapat dukungan penuh baik dukungan politis

maupun peralatan militer (security assistance) dari AS.

Sebagaimana telah disinggung di bagian akhir sub-bab sebelumnya (3.2),
Menlu Kissinger dalam lawatannya ke Indonesia mendampingi presiden Gerald
Ford, menyatakan bahwa pada prinsipnya Amerika tidak keberatan terhadap
operasi militer Indonesia ke Timor Timor, meskipun ia meminta agar operasi
dimaksud dapat dengan cepat dilaksanakan tanpa menggunakan senjata-senjata
buatan Amerika. Apakah sebenamya hasil pembicaraan resmi antara presiden
Soeharto dengan presiden Gerald Ford? Pada saat itu memang tidak diketahui
adanya catatan resmi tentang hasil pembicaraan dimaksud.

Dari apa yang disampaikan oleh Menlu Kissinger dapat dipastikan bahwa
pemerintah AS memberikan dukungan politik terhadap serangan tersebut, karena
pada saat itu Amerika masih dalam fase Perang Dingin dengan komunis Soviet.
Dunia internasional juga telah mengetahui bahwa ketika terjadi carnival
revolution di Portugal, telah memaksa Portugal melepaskan koloninya mengingat
biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional di Timor Portugis sangat tidak
sebanding dengan apa yang diperoleh dari sana. Portugis sudah tentu mengikuti
perkembangan dari waktu ke waktu tentang pergolakan di negeri koloninya
tersebut, yang mana terdapat beberapa partai yang memiliki landasan dan tujuan
politik yang saling bertentangan. Fretilin yang berhalvan komunis dan ingin
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membentuk pemerintahan sendiri, dan Apodeti yang berorientasi nasionalis dan
meanginginkan berintergrasi dengan bangsa Indonesia.

Dalam situasi yang tidak menentu ini, nampaknya Portugal sudah tidak
bersedia menanggung resiko politis atas persoalan bekas koloninya ini. Namun
sepertinya Portugal tidak merelakan manakala Timor Timur berintegrasi dengan
Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Wakil Asisten Menla AS, Kenneth
M. Quinn yang memandang kembali situasi tujuh belas tahun kemudian ketika ia

memberikan kesaksian di depan Kongres:

... Portugal’s leftist government abruptly withdrew in August 1973, handing over
to Fretilin weapons which were then used to gain the upper hand. ... When the
world turned its attention to East Timor in the mid-1970s, self-determination was
not a realistic option. The choice was Marxist rule by Feriilin or action by
Indonesia. ...**

Dengan dukungan persenjataan yang ditinggalkan oleh kelompok Kiri
(komunis) pemerintah Portugal, Fretilin memiliki kepercayaan diri yang besar
untuk membentuk  pemerintahan komunis secara sepihak  dengan
memproklamasikan Timor Timur sebagai Republik Demokratik Timor Timur
(“Democratic Republic of East Timor”). Indonesia tidak mungkin membiarkan
situasi seperti ini. Indonesia memiliki trauma kebangsaan yang begitu hebat pada
saat terjadinya peristiwa G 30 S/PKI. Oleh karena itulah Presiden Soeharto
sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan agar TNI mengatur strategi untuk
melakukan penyerangan ke Timor Timur.

Dalam melakukan serangan ini, Indonesia fidak ingin melakukannya
secara gegabah. Presiden Socharto yang berpengalaman sebagai Panglima
Mandala pembebasan Irian Jaya tentunya memahami betul konsckuensi yang akan
timbul apabila aksi ini dilakukan sendirian, Pada saat tersebut Amerika yang
memiliki kepentingan yang sama dalam pembendungan komunis menjadi suatu
pilihan utama untuk diajak berkonsultasi dan meminta dukungan baik secara
politis maupun bantuan militer.

Upaya indonesia melakukan pendekatan kepada AS ditanggapi secara
positif dengan kunjungan singkat Presiden Gerald Ford yang disertai oleh Menlu

3 Paul F. Gardner., op. cit,, 285.
47 Universitas Indonesia

U.S. security assistance..., Martinus Siswanto Prajogo, Pascasarjana Ul, 2009.




Henry Kissinger. Setelah Amerika memberikan dukungannya maka dengan tidak
ada keraguan lagi, Indonesia melakukan serangan atas Timor Timur, guna
menjatuhkan regime komunis yang dideklarasikan secara sepihak oleh Fretilin.
Serangan Indonesia dilakukan pada 7 Desember 1975 hanya selang sembilan hari
setelah pernyataan kemerdekaan Timor Timnir. Meskipun Kissinger menyatakan
agar Indonesia tidak menggunakan persenjataan Amerika, nampaknya Amerika
tidak mencegah ketika senjata-senjata buatannya digunakan oleh pasukan
Indonesia. Pernyataan Kissinger ini nampaknya hanya sebuah pernyataan
diplomatis agar pemerintah AS tidak disalahkan oleh Kongres. Bahkan tampaknya
Kongres AS pada saat itu juga tidak begitu keberatan atas dukungan politik dan
bantuan militer pemerintahnya yang diberikan kepada Indonesia. Hal ini dapat
disimak dari adanya suatu pernyataan:

When reports were received that some U.S.arms might have been used, military
assistance deliveries were quitetly withheld for several months. At least one key
senator was informed of third fact, but the matter did not become a public issue
either in Congres or in bilateral relationship.’

Penulis lain memaknai penundaan pengiriman bantuan militer yang
disebutkzn diatas sebagai embargo. Dalam tulisannya lebih lanjut penulis tersebut
menyatakan bahwa serangan Indonesia terhadap Timor Timur ini memperoleh
dukungan penuh dari AS baik secara politik maupun dukungan persenjataan.

Indonesia invaded the territory [East Timor] in December 1975, relying on US
diplomatic support and arms, used illegally, but with secret authorization from
Washington, there were even new arms shipmenis sent under the cover of an

official “embargo. .57

Setelah Indonesia berhasil mengintegrasikan Timor Timur kedalam
wilayah NKRI, dukungan Amerika dalam bentuk bantuan militer memang sempat
menjadi teka-teki publik. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai
pemberitaan yang simpang-siur sebelumnya, sebagaimana terdapat tulisan yang
menyatakan bahwa invasi Indonesia ke Timor Timur dilaksanakan 12 jam setelah
kunjungan 2 hari presiden Ford ke Indonesia, Gedung Putih mengabarkan bahwa
presiden Socharto tidak memberitahu Ford tentang rencana serangan ke Timor

56 yr =
Ibid., 286
% Noam Chomsky, “East Timor Retrospective,” Le Monde diplomatique (October 1999)., 20
Januwary 2009 <http://www.chomsky.info/articles/199910— htm>.
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Timur, tetapi tidak disangkal bahwa pasukan penyerbu sebagian diperlengkapi
.dengan persenjataan Amerika, adapun usulan tentang bantuan militer yang lebih
besar kepada Indonesia telah ditangguhkan oleh Kongres. Dan dari pihak
Indonesia melalui siaran radio dinyatakan bahwa Menlu Henry Kissinger
memberikan jaminan kepada Indonesia bahwa pemerintah AS tidak akan
memberikan pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan Timor Timur oleh

Fretilin.’?

Dalam kaitan ini sepertinya Amerika memang berada pada posisi sulit. Di
satu sisi dukungan politis yang disampaikan melalui Ford tidak bertentangan
dengan kebijakan pembendungan, sebab Amerika juga baru saja mengakhiri
Perang Vietnam. Sementara di sisi lain Amerika juga tidak mau mengambil resiko
politik yang datangnya justru dart warganegaranya sendiri yang disvarakan oleh
Kongres. Sementara akhir Perang Vietnam juga masih membawa luka traumatis
bagi sebagian keluarga Amerika yang anggota keluarganya menjadi korban dari
perang tersebut. Oleh karena itu bisa dimengerti bahwa keterlibatan Amerika
dalam bentuk bantuan militer dikaburkan, dengan dimikian diharapkan tidak akan
menjadi perdebatan publik. Nampaknya upaya tersebut cukup berhasil, setidak-
tidaknya pada saat itu.

Kenyataan tentang pelibatan Amerika secara aktif, tidak saja dukungan
politis, namun juga bantuan militer akhirnya tidak terbantahkan setelah dalam
otobiografinya Ford mencatat, dalam kunjungannya ke Indonesia, pada saat itu
Indonesia merasa khawatir apabila Amerika tidak memberikan dukungan. Namun
setelah Ford memberikan jaminan untuk membantu baik bantuan ekonomi
maupun bantuan militer, para pemimpin Indonesia menjadi lebih lega dalam

meneruskan rencana serangan kepihak komunis Timor Timur.

President Ford's visit to Indonesia in late 1975 was in part designed to counter
such fear. Ford notes in his autobiography that Indonesian Ileaders seemed
reassured by his statements re§mdfng bilateral economic and military aid and
the U.S. regional commitment.’

Dukungan AS terhadap proses integrasi Timor Timur juga dapat
dibuktikan dengan adanya laporan bahwa pada tanggal 3 Maret 1976, the U.S.

%% Robert Lawless, op. cit., 963.
*? Paul F. Gardger, op. cit., 266.
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House of Representative menyefujui rancangan UU otorisast bantuan luar negeri
senilai US$4,8 milyar meskipun terdapat amandemen yang mengakibatkan
bantuan militer dalam bentuk hibah yang dialokasikan kepada Indonesia sebesar
US$19,4 juta dibapus dengan alasan karena adanya pengambilan Timor Timur
dan adanya indikasi pelanggaran HAM. Namun untuk bantuan dalam bentuk
kredit Foreign Military Sales (FMS) sebesar US$23,1 juta tetap diberikan,
ditambah sekitar US$2 juta dalam bentuk dukungan Foreign Military Training
Program atau International Military Education Training (IMET), dan US$13 juta
dalam bentuk excess defense articles. Catatan lain menyatakan bahwa bantuan
militer bagi Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun fiskal 1976
hingga mencapai nilai sebesar US$57 juta, yang berarti melebihi jumlah
pembelanjaan aktual yang diatokasikan pada tahun fiskal 1975 sebesar US$23,8
juta.®®

Keterlibatan AS secara politis atas serangan Indonesia ke Timor Timor
semakin diperkuat setelah dokumen-dokumen AS terungkap bahwa dukungan
Amerika kepada Indonesia diawali oleh kunjungan Presiden Socharto ke AS dan
mengadakan perfemuan pada tanggal 5 Juli 1975 di Camp David. Dalam
pertemuan ini dibahas berbagai situasi tentang penguatan pengaruh komunis di
Indocina dan Asia Tenggara. Dalam diskusi ini presiden Soeharto menekankan
pentingnya bagi setiap negara di kawasan memiliki ideologi nasional yang kuat
dalam membendung pengaruh komunis yang seringkali dilakukan melalui
kegiatan subversi. Untuk itu diperlukan upaya bagi negara-negara dikawasan
dalam memperkuat bidang-bidang politik, ekonomi dan militer.

Selanjutnya Presiden Soeharto juga menyatakan bahwa cara terbaik dalam
memerangi subversi (komunis) adalah operasi intelijen dan teritorial, schingga
kita dapat mendeteksi secara dini terhadap kegiatan subversi yang dilakukan oleh
komunis. Indonesia sangat mengharapkan dukungan dan banfuan AS dalam
memperkuat satuan TNI AL dalam mempersiapkan sejenis satuan reaksi cepat,
khususnya bantuan kapal-kapal yang akan digunakan untw: memerangi setiap
upaya (komunis) dalam melakukan aksinya. Menyinggung perkembangan situasi

% Robert Lawless, op. cit., 963.
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Timor Timur, Presiden Soeharto antara lain menyatakan bahwa terdapat tiga
kemungkinan yaitu: merdeka, tetap di bawah pemerintahan Portugal atau
bergabung dengan Indonesia. ... Jika mereka (rakyat Timor Timur) menginginkan
berintegrasi dengan Indonesia sebagai bangsa merdeka, adalah tidak mungkin
karena Indonesia adalah negara kesatuan, jadi hanya satu cara yang dapat
ditempuh yaitu berintegrasi kedalam NKRI.%! Dalam diskusi lebih lanjut tentang

~ Timor Timur Presiden Soeharto menyatakan bahwa:

. The problem is that those who want independence are those who are
Commuumist-influence. This wanting Indonesian integration are being subjected to
heavy pressure by those who are almost Communist. ... I want to assert that
Indonesia doesn’t want to insert itself into Timor self-determination, but the
problem is how to manage the selt-determination process with a majority wanting
unity with Indonesia. These are some of the problem I wanted to raise on this
auspicious meeting with you.*?

Menyikap: sifuast yang semakin tidak kondusif di Timor Timur serta
menindaklanjuti kesepakatan Camp David, pada 21 November 1975 Menlu AS
Henry Kissinger membuat memorandum bagi Presiden Ford yang akan
berkunjung ke Indonesia. Dalam memorandum tersebut, khususnya terkait dengan
U.S. Security Assistance to Indonesia diungkapkan bahwa dalam serangkaian
konsultasi pada September 1975 dengan telah berlangsungnya kunjungan militer
Indonesia ke AS terkait dengan tindak lanjut pertemuan Camp David, Kissinger

menyatakan persetujuan AS:

... to provide a modest military packed (330 million in grants and 312,5 million
in credit for total of $42,5 million) of helicopter, ships, commumication and radar
equipment to meet Indonesia's primary threat — the sea infiltration of arms — and
to maintain more effective control of the archipelago. Since we could not supply
all their requirement, we agreed to work with them on a longer term effort to
rehabilitate their military forces.”

! William Burr and Michael L, Evans, ed., “Memorandum of Conversation President Ford
with President Soeharto in Laurel Cabin, Camp David, Maryland, July 5, 1975,” in East Timor
Revisited: Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia’s Invasion of East Timor, 1975,
3-6 [National Security Arcmcve Electronic Brefing Book, ne.62])., 21 March 2009
<http:/fwww.gwu. edu/~nsarchivyNSAEBB/NSAEBB6Y/...>,

2 Ibid., 6

€ William Burr and Michael L. Evans, ed., “Memorandum for the President,” in East Timor
Revisited: Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia’s Invasion of East Timor, 1975, 9
[National Security Archieve Electronic Briefing Book, no.62]., 21 March 2009 <http://www.
gwn.edu/~nsarchiviINSAEBB/INSAEBB62/...>.
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Meskipun Amerika tidak dapat memenuhi permintaan militer Indonesia
sepenuhnya sesuai yang telah dijanjikan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas,
namun kemudian pada tahun 1975 Amerika menjanjikan sekitar $10 juta bantuan
militer berupa hibah dan kredit.* Dalam kunjungan Presiden Ford dan Menlu
Henry Kissinger, kemudian juga terungkap adanya dukungan politis AS pada saat
Indonesia mcnyiapkan penyerangan ke Timor Timur. Dalam kunjungan 2 hari di
Jakarta tercatat adanya perbincangan antara Presiden Ford yang didampingi oleh
Menlu Kissinger dengan Presiden Soeharto tentang permintaan Indonesia agar AS
bersedia memahami rencana penyerangan ke Timor Timur. Presiden Ford
menyatakan, “we will understand and will not press you on the issue, we
understand the problem you have and the intentions you have.” Selanjutnya
diikuti oleh tanggapan yang disampaikan oleh Kissinger, “you appreciate that the

use of US-made arms could create problem.”

Dalam pembicaraan selanjutnya terungkap tentang permintaan AS agar
serangan Indonesia atas Timor Timur dilakukan setelah Presiden Ford kembali ke
tanah air. Dan menjelang akhir pembicaraannya Presiden Soeharto berjanji bahwa
tindakannya akan didasarkan pada hukum yang berlaku dan menjamin untuk tidak
akan membahayakan kepentingan ckonomi Amerika. Menanggapi hal ini
Kissinger menyatakan penghargaannya dan Presiden Ford sekali lagi menyatakan
jaminannya bahwa AS memahami situasi ini, meskipun kemudian disusul dengan
pernyataan bahwa ia tidak merekomendasikan apapun.’® Sebuah pernyataan
diplomatis yang menunjukkan kearifannya sebagai seorang negarawan yang
berusaha bersikap netral, dalam arfi ia tidak ingin sikapnya ini mengakibatkan
terjadinya polemik di dalam negeri bagi dukungannya terhadap Presiden Soeharto.

64 1=
Tbid.

® William Burr and Michael L. Evans, ed., “Telegram US Embassy Jakarta to Secretary of

State,” in East Timor Revisited: Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia’s Invasion of

East Timor, 1975, paragraf 42 — 43 [National Security Archieve Electronic Briefing Book, no.62].,

21 March 2009 <hitp:/fwww.gwu ediw/~nsarchivVNSAEBB/NSAEBB62/., >,
% Ibid., paragraf 59.
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BAB 4
PARADOKSAL KEBIJAKAN BANTUAN AS TERHADAP INDONESIA

4.1. Sikap AS ferhadap upaya-upaya Timor Timur dalam memperoleh

kemerdekaannya

Kebijakan luar negeri AS terhadap proses integrasi Timor Timur (1975)
kepada NKRI dari tahun ke tahun nampaknya tetap dipertahankan. Hal itu tampak
dalam security assistance, meskipun tidak secara terbuka, atau paling tidak, untuk
beberapa saat setelah proses integrasi. Kebijakan ini tidak banyak diperdebatkan,
baik oleh komunitas internasional maupun oleh anggota Kongres. Hal ini tidak
lain karena pada saat itu Perang Dingin masth berlangsung, dan kepentingan AS
hadir di negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk di
Indonesia. Seiring penerapan doktrin pembendungan dan dalam melindungi
kepentingan-kepentingan ekonominya, AS terus menerapkan kebijakan luar
negerinya melalui pemberian security assistance. AS menyadari sepenuhnya
apabila negara-negara berkembang yang mana kepentingan ekonomi AS di negara
tersebut tidak diberikan security assistance — bagian dari strategi peningkatan
capacity building dari aspek keamanan — maka apabila negara tersebut jatuh ke
rezim komunis hal ini akan mengancam kepentingan Amerika.

Terkait dengan upaya AS melindungi kepentingan-kepentingannya di
berbagai belahan dunia, Menhan AS Harold Brown pada 5 Februari 1979
mempresentasikan proposal dukungan Dephan AS kepada negara-negara
berkembang di depan the House International Relation Committee tentang
pemberian security assistance untuk Tahun Anggaran 1980 sebesar $4,236 juta.
Bantuan tersebut diberikan dalam tiga jenis (three elements). (1) Military
Assistance Program/MAP; (2) International Military Education Training/IMET;
(3) Foreign Military Sales/FMS.

This budget is modest in relation fo our many interests around the world and
their impact on our security, economy, and general well-being. Three elements
within this total relate most directly to our worldwide defense posture. ...in
Military Assistance Program funding — “MAP” — for grant materiel aid to four
couniries and overall management of the security assistance program. ... in
International Military Education Training funds — “IMET” — for grant training
of students from 52 foreign countries. ... in credits to 25 couniries for the
financing of foreign military sales. I shall highlight the support which these
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programs will provide key allies and friendly countries as I review owr defense
posture in the various region of the world®

Pada tahun 1979 saat Menhan AS Harold Brown menyampaikan proposal
di depan Kongres, bantuan IMET yang telah diberikan kepada Indonesia sebesar
US$$1,973,000 pamun dalam pelaksanaannya terserap sebesar US$1,848,000
dengan jumlah personil TNI yang mengikuti program IMET sebanyak 195 orang.
Sementara realisasi dari program yang dilaksanakan pada tahun 1980 adalah
sebesar 1J$$1,874,000 hal ini ternyata lebih besar dari yang direncanakan yaitu
sebesar US$1,639,000. Namun jumlah personil yang dikirim mengikuti program
IMET mengalami pengurangan yaitu hanya sejumiah 173 orang.“

Menarik untuk menyimak pernyataan Menhan AS bahwa, US. Security
Assistance yang akan dialokasikan, terkait erat dengan begitu banyak kepentingan
AS di seluruh dunia dan diakui bahwa hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi
keamanan nastonal, kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Amerika.
Oleh karena itu dapat dipahami mengapa AS memerlukan mitra dalam menjamin
terselenggaranya seluruh kepentingan nasionalnya melalui penciptaan citra positif
kepada negara-negara berkembang sckaligpus memberikan capacity building
dibidang keamanan bagi negara-negara mitra dalam mana kepentingan-
kepentingan Amerika hadir. Sikap tersebut di atas juga tercermin sewaktu AS
memberikan dukungan terhadap proses integrasi Timor Timur ke dalam NKRI.

Permasalahan integrasi Timor Timur mulai muncul kepermukaan setelah
terjadi peristiwa “Kerusuhan Santa Cruz Dilli” pada 12 November 1991. Demo di
Dilli dilakukan berkaitan dengan terbunuhnya seorang aktivis kemerdekaan Timor
Timur yang dimakamkan di pemakaman Santa Cruz scbulan sebelumnya serta
rencana kunjungan Parlemen Portugal yang batal karena adanya keberatan dari
pemerintah Indonesia. Demo ini kemudian dihentikan oleh aparat keamanan yang
dilakukan secara anarkis. Kerusuhan ini membawa korban 251 orang meninggal,
382 orang terluka, dan 250 orang menghilang. Masalahnya adalah bahwa
peristiwa ini disaksikan oleh dua wartawan Amerika, Amy Goodman Jdont Allan

 Security Assistance Community, FY 1980 Security Assistance Program, Resource:
Security Assistance news from the Military Departments (T.k., T.t), 8.
® Departemen Pertahanan RI, “Record program IMET Tabun 1971 — 20097 (Jakarta:
Ditkersin Ditjen Strahan, 2009),
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Nairm dan direkam dalam pita video oleh Max Stahl untuk stasion televisi
Yorkshire di Inggris. Video tersebut selanjutnya digunakan dalam pembuatan
sebuah film dokumenter First Tuesday berjudul In Cold Blood: The Massacre of
East Timor, dan ditayangkan di ITV Inggris pada Januari 1992.%° Ini merupakan
“casus belli” antara pemerintah AS dan Indonesia kemudian.

Pada dasarnya peristiwa ini merupakan letupan pertama di mana
permasalahan integrasi Timor Timur menarik perhatian komunitas internasional,
karena tayangan tersebut kemudian disiarkan ke selurah dunia. Tentunya letupan
ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Permasalahan integrasi Timor Timur sendiri pada
dasarnya memang belum diakui oleh PBB yang mewakili komunitas
internasional. Tapi, masalah ini mampu bertahan sekian lama sekalipun ditentang
PBB. Tenfunya semua ini tidak huput dari pengaruh kuat yang dipancarkan oleh
Amerika sebagai salah satu super power, sementara Australia pada saat itu juga
tidak terlalu mempersoalkannya, karena adanya kepentingan dengan Indonesia
tentang deposit minyak bumi di celah Timor. Dari kacamata ini terlihat jelas
bahwa dukungan Amerika telah mampu meredam persoalan integrasi Timor
Timur ke dalam NKRI dari sorotan internasional.

Peristiwa kerusuban ini kemudian mulai mendunia setelah munculnya
gerakan solidaritas internasional yang diawali oleh berdirinya East Timor Action
Network (ETAN) di AS. Gerakan ini mulai mempersoalkan keterlibatan
pemerintahnya dalam bentuk dukungan security assistance yang secara terus
menerus disalurkan kepada Indonesia dari sejak proses integrasi Timor Timur
kedalam NKRI (1975) hingga pasca kerusuhan Santa Cruz.”

Kerusuhan Santa Cruz (1991) bertepatan waktunya dengan tahun-tzhun
awal berakhirnya Perang Dingin (1989 — 90). Pada saat itu kepemimpinan AS
berada di bawah Presiden George W.H. Bush menggantikan Ronald Reagan. Bush

menerapkan doktrin Liberal democratic internationalism bagi kebijakan luar

 Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Insider Dili.”, 10 January 2002

<htip.ffid.wikipedia. org/..>.
" ETAN, Santa Cruz Massacre (T.k.: T.p., T.t.), 1., 10 January 2002 <htip://www.etan.org/

timor/SntaCRUZ, htm>,
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negerinya.”' Doktrin pembendungan warisan Truman telah mulai ditinggalkan,
pembangunan ekonomi Amerika yang sukses di bawah Reagan, oleh Bush
diupayakan untuk dilanjutkan.

Perhatian utama (major concern) Presiden Bush dalam melanjutkan
pembangunan ekonomi yang dilandasi oleh doktrin Liberal democratic
internationalism adalah adanya kebebasan pasar (free market). Hambatan
perdagangan internasional yang dirasakan selama ini adalah adanya hambatan
tarif (bea masuk) perdagangan dengan negara-negara tetangga dekatnya yaitu
Amerika Latin. Salah satu inisiatif Bush untuk menghapus hambatan tersebut
adalah melalui upaya negosiasi dengan Mexico dalam bentuk the North American
Free Trade Agreement (NAFTA) yang berhasil ditandatangani oleh kedua belah
pihak pada Desember 1992, Melalui perjanjian ini hambatan perdagahgan
dibidang tarif (bea masuk) antara tiga negara (AS, Mexico dan Canada)
dihilangkan.”” Sementara terkait dengan liberalisme dibidang penyebaran
demokrasi, AS menerapkan kebijakan penghormatan terhadap hak-hak individu.
Oleh karena itu permasalahan pelanggaran HAM dibeberapa negara untuk kali ini
juga menjadi perhatian utama bagi AS. Era pasca Perang Dingin juga disebut
sebagai era neoliberalism atan era kebangkitan kembali Wilsonian Liberalism
sebagai alat diplomasi hubungan bilateral dan muitilateral dalam mempromosikan

dan melindungi bak-hak azasi manusia.

- Neoliberals have recently given great emphasis to bilateral and multilateral
diplomacy for promotion and protection of human rights. They have brought the
topic of humanitarian intervention into spotlight ... This, too, refwrns inguiry fo
Jfocus on concerns central to idealists in the liberal tradition of Wilson.”

Dengan demikian pada saat ETAN memulai kampanyenya kepada para
pejabat AS dan Kongres untuk menghentikan bantwan IMET kepada TNI, upaya
terscbut memperoleh respon yang positif dari pemerintah maupun Kongres.
Akhirnya sebuah rancangan UU tentang penghentian program IMET dihasilkan.

™ Tuoy Smith, America’s Mission: The United States and the Worldwide Struggle for
Democracy in the Twentieth Century (T .k.: A Twentieth Century Fund Book, Princeton University
Press, 1994), 312,

™ Gaddish Smith, George Bush, in The Presidents: A Reference History, 2™ ed., ed. Henry F.
Graff (New York: Charles Scribner’s Sons, 1998), 603,

" Charles W. Kegley Jr., Controversies in International Relations Theory: Realism and
Neoliberal Challenge (New York: St. Martin’s Press, 1995), 14,
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Meskipun rancangan UtJ ini semula ditentang oleh perusahaan-perusahaan
Amerika di Jakarta seperti General Electric, McDonnell-Douglas, Freepori-
MacMoRan dan AT&T melalui lobby yang intensif kepada Kongres, nampaknya
lobby tersebut sia-sia. Pada Oktober 1992, akhirnya Kongres meloloskan
rancangan UU penghentian program IMET kepada TNI, upaya ETAN untuk
mendesak pemerintah AS bagi penghentian bantuan militer kepada Indonesia
berhasil.” Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kebijakan luar negeri AS
yang diterapkan pada saat itu yang memang memberikan perhatian yang sangat
besar terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Keberhasilan ini diikuti oleh
keberhasilan lainnya terhadap penerapan kebijakan luar negeri AS dalam hal
pembatalan rencana penjualan pesawat tempur F-5 kepada Indonesia pada tahun
1993.7

Pada tahun 1993 pemerintahan Bush digantikan oleh William J. Clinton.
Pemerintahan Clinton melanjutkan kebijakan politik luar negeri Bush. Pada tahun
itu juga pemerintah AS ikut mendukung scbuah resolusi yang mengkritik
Indonesia. Resolusi ini dilaksanakan oleh Komisi HAM PBB di Jeneva. Ini adalah
untuk yang pertama kalinya AS memberikan dukungan secara resmi bagi event
seperti ini. Pada awal 1994 Deplu AS mengumumkan larangan Kongres bagi
penjualan senjata ringan kepada Indonesia.

... In early 1994 the State Department announced a ban on small arms sales to
Indonesia again in response 1o Congressional and grassrools pressure. Not since
Indonesia’s invasion of East Timor in 1975 had the U.S. government suspended
weapon transfer to Indonesia.”

Pemerintah AS memperoleh tekanan bertubi-tubi dari berbagai kelompok
solidaritas Timor Timur yang dipelopori oleh ETAN. Bahkan ETAN mampu
membangkitkan suatu strategi yang efektif namun fleksible dalam membangun
dukungan bagi munculnya debat publik tentang Timor Timur yang mampu
mempengaruhi kebijakan AS. Sebuah argumen yang keras berhasil diciptakan
oleh ETAN yang berisi tuntutan bagi pertanggungjawaban pemerintah AS

™ Brad Simpson, “Solidarity in an Age of Globalization: The Transnational Movement for
East Timor and U.S. Foreign Policy,” Peace History Society and Peace and Justice Studies
Association: Peace & Change, vol. 29, no. 3&4, (Juli 2004), 460.
* Ibid.
7 Ihid., 461.
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terhadap terjadinya tindak kekerasan di Timor Timur dimasa yang lalu. Untuk itu
ETAN berupaya mengumpulkan berbagai informasi tentang tindak kekerasan atas
Timor Timur yang dapat dipercaya, serta terus melakukan lobi-lobi secara
langsung kepada Kongres.”’

ETAN benar-benar mampu menciptakan isu-isu tentang HAM yang sangat
mempengaruhi hubyngan bilateral AS — Indonesia, dan mendesak agar pemerintah
AS mengakhiri bantuan militer kepada Indonesia dan mendukung bagi penentuan
nasib Timor-Timur oleh rakyatnya sendiri. ETAN melakukan lobi kepada para
senator dan anggota Parlemen yang simpatik, yang menduduki jabatan yang
menentukan dalam hal pemberian bantuan militer, pelatihan dan penjualan senjata
ke Indonesia. ... it only could hope to affect US. policy by establishing
relationships with sympathetic senafors and representatives who were in a
position to restrict military aid, training, and weapons sales to Indonesia.”
Hasilnya antara 1992 — 99 ETAN dengan para pendukungnya telah mampu
mempengaruhi kebijakan AS dalam menghambat berbagai bentuk bantuan militer

termasuk pelatihan bagi militer Indonesia.

Keberhasilan ETAN dalam upaya menginternasionalisasi berbagai tindak
kekerasan dan pelanggaran HAM di Timer-Timur tidak saja di dalam negeri AS,
namun juga mampu mempengaruhi opini komunitas internasional. Keberhasilan
ini tenfunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah AS di bawah Presiden
Clinton yang menerapkan kebijakan politik lvar negeri berdasarkan doktrin
Liberal democratic internationalism yang diwarisi semasa pemerintahan Bush.
Hal ini terbukti dengan dinobatkannya Uskup Dilli (Belo) dan Ramos Horta
sebapai pemenang hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1996 atas upaya mereka
yang terus memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur
secara damai.

Masa pemerintahan Clinton, khususnya pada parmmh kedua adalah puncak
dari perubahan kebijakan luar negeri AS kepada Indonesia, khususnya setelah
Presiden Soeharto lengser dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada 22 Mei
1998, sehari setelah lengsernya Soeharto, Senat AS dengan suvara bulat

77 1bid., 462.
™ Ibid., 464.
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menghimbau Presiden Habibie untuk mendukung reformasi demokrasi dan
ekonomi di Indonesia serta meminta pula agar Habibie mendukung referendum
bagi penentuan nasib sendiri terhadap Timor Timur, yang dalam pelaksanannya

seyogianya dilakukan dengan supervisi komunitas internasional.”

Habibie memenuhi tuntutan pemerintzh AS yang disampaikan melalui
Senat tersebut. Pada 5 Mei 1999 melalui mediasi PBB Indonesia dan Portugal
mencapai kesepakatan bagi penyelesaian secara politis terhadap Timor Timur
melalui pemungutan suara/jajak pendapat yang direncanakan pada akhir Agustus
1999. Jajak pendapat ini akan menentukan apakah rakyat Timor Timur akan
menerima tawaran otonomi luas dengan tetap berintegrasi dengan Indonesia, atan

menolak dan lebih memilih untuk merdeka.

Jajak pendapat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan
hasilnya 78,5% rakyat Timor Timur lebih memilih untuk merdeka. Hasil jajak
pendapat ini membuat milisi pro-integrasi mengalami shock dan kemudian
melakukan serangan secara membabi buta kepada rakyat Timor Timur yang
memilih untuk merdeka, serta melakukan aksi bumi hangus terhadap berbagai
fasilitas publik. Tindakan anarkis ini mengakibatkan terjadinya arus pengungsian
terhadap lebih dari 250.000 orang yang melintasi perbatasan ke Timor Barat —
wilayah Indonesia — dan diperkirakan sebanyak 2.000 korban meninggal dunia.
Tindakan anarkis milisi pro-integrasi ini diindikasikan melibatkan unsur-unsur
TNI. Pemerintah Indonesia dipersalahkan oleh komunitas internasional berada
dibalik aksi pelanggaran HAM berat ini.

. During the approximately three weeks that followed, the TNI and its militia
destroyed an estimated 70% of the territory’s building and infrastructure,
Jorcibly deported about 250.000 people to Indonesia, raped untold numbers of
wormnen, and killed upward of 2.000 people — to create what many have called
“ground zero.” ..*

Kenyataan pahit persoalan Timor Timur, khususnya terkait adanya
pelanggaran HAM berat terhadap keterlibatan TNI baik di lapangan maupun

7 fbid., 469.

% yoseph Nevins, “The Making of “Ground Zero” in East Timor in 1999: An Analysis of
International Complicity in Indonesia’s Crimes,” Asian Swvey: The Legacy of Violence in
Indonesia vol. 42. No. 4 University of California Press, (Jul. — Aug,, 2002), 623., 2 December
2009 <http//www. jstor.org,. >,
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secara institusional sempat menjadi perdebatan publik, baik di dalam negeri
maupun dalam percaturan internasional. Namun setelah sebuah tim pencari fakta
yang bersifat independen dibentuk oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah
Indonesia dan Timor-Leste, hasilnya menguak beberapa kesaksian yang memang
sangat disesalkan oleh semua pihak. Terlepas dari apapun fakta tindak kekerasan
yang terjadi, kedua belah pihak telah sepakat bahwa tujuan pembentukan tim ini
yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia —
Timor Leste {(The Commission of Truth and Friendship (CTF) Indonesia — Timor
Leste)} tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk membuat penuntutan lewat
peradilan, namun lebihk diarahkan untuk pembelajaran bagi kedua bangsa, betapa
mengerikan sebuah sengketa yang melibatkan Angkatan Perang serta berbagai
ekses pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena
itulah laporan akhir komisi ini di beri judul “Per Memoriam Ad Spem” yang
bermakna “Melewati Masa Laln untuk Menyongsong Harapan Masa Depan.”®!

Dari fakta-fakta yang diungkapkan oleh Komisi ini dalam Executive
Summary disimpulkan beberapa hal yaitu: (1) bahwa pelanggaran HAM berat
terjadi dalam bentuk kejehatan kemanusiaan di Timor Timur pada 1999 dan
pelanggaran dimaksud meliputi pembunuhan, pemerkosaan ataupun pelecehan
seksual dalam bentuk lain, penyiksaan, penahanan ilegal, dan pengusiran secara
paksa yang dilakukan terhadap penduduk sipil; (2) bahwa terdapat tanggung
jawab institusional dalam berbagai tindak pelanggaran tersebut; (3) dalam hal
tindak kejahatan yang dilakukan oleh gerakan pro-otonomi, komisi
menyimpulkan bahwa kelompok milisi pro-otonomi, TNI, pemerintahan sipil
lokal (Pemda), dan Polri seluruhnya harus menerima beban tanggung jawab
institusional terhadap pelanggaran HAM berat yang ditujukan kepada masyarakat
sipil yang mendukung kemerdekaan, kejahatan yang dilakukan meliputi
pembunuhan, pemerkosaan dan pelecehan sexual, penyiksaan, penahanan ilegal,
dan pengusiran secara paksa; (4) dalam hal tindak kejahatan yang dilakukan oleh
gerakan pro-kemerdekaan, komisi menyimpulkan bahwa karena kurangnya bukti-
bukti yang menguatkan yang ditemukan di lapangan, sulit dipastikan apakah

® The Commission of Truth and Friendship (CTF) Indonesia — Timor-Leste, Final Report:
Per Memoriam Ad Spem (Denpasar: Commission of Truth and Friendship Indonesia — Timor-

Leste, 2009), ii-tii.
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mercka melakukan pelanggaran, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan
bahwa kelompok pro-kemerdekaan bertanggung jawab terhadap terjadinya
pelanggaran HAM berat dalam bentuk penahanan secara ilegal terhadap penduduk
sipil yang pro-otonomi; (5) bahwa karena adanya keterlibatan secara institusional
dalam hal terjadinya pelanggaran HAM berat dari kedua belah pihak, maka kedna
belah pihak harus menerima tanggung jawab baik secara moral maupun politis

terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan institusi masing-masing.*

Sungguh, sebuah letupan di tengah-tengah komunitas internasional sekali
lagi terjadi, dan letupan yang kedua ini ternyata jauh lebih dahsyat dari apa yang
pernah terjadi sebelumnya atas kerusuhan Santa Cruz pada tahun 1991. Kejadian
ini menyebabkan Pemerintah AS dan Kongres menerima puluhan ribu tilpon dari
berbagai aktivis HAM internasional yang berisi tuntutan agar AS segera memutus
hubungan militer dengan Indonesia. Segera sesudahnya Senator Feingold dan
yang lain mengajukan rancangan UU penghentian bantuan Amerika bagi
Indonesia® Pada 9 September 1999 pemerintahan Clinton secara resmi
mengumumkan dihentikannya hubungan militer dengan Indonesia dan menuntut

agar Indonesia menerima pasukan penjaga perdamaian internasional.

Pada 12 September 1999 Presiden Habibie menyerah terhadap adanya
tekanan internasional dan kemudian mengundang pasukan pemelihara perdamaian
ke Timor Timur. Misi pemelihara perdamaian internasional — the International
Force for East Timor/INTERFET — tiba di Timor Timur pada 20 September 1999
dibawah pimpinan Australia. Misi ini didasarkan pada Resolusi DK PBB No,
1264.% Dari kenyataan ini jelas terlihat bahwa dominasi AS di PBB memberikan
pengaruh yang menentukan, sebab bila kita amati sesungguhnya pasca serangan
Indonesia atas Timor Timur, pada 12 Desember 1975 Dewan Keamanan (DK)
PBB juga telah mengeluarkan Resolusi No. 384 yang antara lain mendesak agar
Indonesia menarik pasukannya dari wilayah Timor Timur; tidak mengakui Timor
Timur sebagai bagian dari Indonesia; menuntut agar rakyat Timor Timur
diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri; serta meminta agar

® Ibid., xiii — xiv.
% Brad Simpson, op.cit., 471.
¥ Wikipedia, the free encyclopedia, “1999 East Timorese crisis.”, 10 Januvary 2002 <http:/fen.
wikipedia.org ..>.
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Perwakilan Khusus Sekjen PBB dapat dikirim untuk meninjau situasi.®®> Namun
dari sekian banyak tuntutan/permintaan DK PBB hanya satu yang dikabulkan oleh
pemerintah Indonesia, yaitu pengiriman Utusan Khusus Sekjen PBB Vittorio
Winspeare Guicciardi, Under-Secretary-General yang merangkap sebagai
Director General of the UN Office at Geneva. Kunjungan dilaksanakan pada
tanggal 15 Januari 1976. Dan pada saat itu pertempuran sedang berlangsung
sengit antara TNI dan Falintil (Tentara Fretilin).

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh Utusan Khusus Sekjen PBB,
pada 22 April 1976 DK PBB mengadopsi Resolusi No. 389 yang isinya sekali lagi
mendesak agar pemerintah Indonesia segera menarik pasukannya dari wilayah
Timor Timur dan meminta agar Utusan Khusus Sekjen PBB dapat melanjutkan
tugas pemantauannya. ... The Resolution again “called upon” the Government of
Indonesia to withdraw without delay all its forces from the Territory and request
the Special Representative to continue his assignment.’® Dua resolusi DK PBB
No. 384 dan 389 yang mendesak agar Indonesia menarik tentaranya tidak begitu
~ diindahkan — karena Indonesia memiliki alasan sendiri dan telah menganggap sah
terhadap proses integrasi tersebut — sekalipun demikian DK PBB tidak mampu
mengeluarkan sanksi apapun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh
Amerika yang sejatinya memberikan dukungan baik secara politis maupun dalam

bentuk security assistance.

Dalam suatu laporan dinyatakan bahwa adanya perubahan kebijakan luar
negeri AS terhadap Indonesia tentang kasus Timor Timur karena keberhasilan
ETAN yang memanfaatkan munculnya teknologi komunikasi seperti internet,
yang telah memungkinkan untuk menciptakan sebush jaringan yang mampu
menyebarkan informasi ke seluruh negara dan memobilisasi svatu jajak pendapat
(pooling) yang relatif terbatas untuk dapat bekerja dengan berbagai organisasi
yang kemudian menyatu dan mampu menjamin dan memperkuat snara organisasi
tersebut terhadap kondisi yang tidak kondusif di Timor Timur. Selanjutnya
dikatakan bahwa pada akhirnya keberhasilan jaringan solidaritas Timor Timur di

& paul D. Elliot, “The East Timor Disput,” The International and Comperative Law
Quagtserb:, vol. 27, no. 1 (Jan., 1978), 240., 2 January 2009 <htip://www jstor.org/...>.
Ibid.
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AS disebabkan oleh kemampuan organisasi tersebut dalam mengkombinasikan
argumen keyakinan moral tentang tanggungjawab Amerika terhadap penderitaan
yang dialami oleh rakyat Timor Timur, dengan adanya tekanan fisik yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lebih jauh dikatakan pula bahwa ETAN
dan kelompok lainnya mampu meyakinkan banyak penentu kebijakan Amerika
agar menekan Jakarta terkait kasus Timor Timur dengan tanpa perlu merusak

hubungan bilateral secara menyeluruh.’

Klaim yang dinyatakan tersebut mungkin benar, tapi tentunya tidak
sepenuhnya. Sebagaimana uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa perubahan
kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia terkait kasus Timor Timur, lebih
ditentukan oleh adanya perubahan kebijakan luar negeri AS secara global pasca
berakhirnya Perang Dingin. AS di bawah kepemimpinan Bush dan penggantinya
Clinton menerapkan doktrin Liberal democratic internationalism yang selaras
dengan paham Wilson, Dimana orientasi kebijakan luar negeri AS berpusat pada
kepentingan nasional yang mendasar atau mutlak yaitu keamanan nasional yang
dikombinasikan dengan kepentingan nasional vitalnya yaitu pembangunan
ekonomi. Palam implementasinya terkait dengan penyebaran demokrasi, AS
sangat memperhatikan kebebasan individu melalui penghormatan terhadap HAM.
Schingga langkah pemerintah AS menekan Indonesia tidak terlepas dari kondisi
tersebut. Tentunya kebijakan ini tidak akan diambil, andaikata persoalan ini masih
dalam konsteks Perang Dingin, di mana AS menerapkan dokirin pembendungan.
Dengan demikian bahwa momentum lepasnya Timor Timur dari NKRI terjadi
karena adanya perubahan kebijakan luar negeri AS dalam percaturan global.

4.2, Benturan Kepentingan Nasional AS dengan Indonesia

Salah satu visi Presiden AS yang cukup terkenal adalah visi Presiden
Woodrow Wilson yang menyatakan tentang perdamaian tanpa kemenangan
(“peace withoui victory”) melalui penyebaran demokrasi ke seluruh penjuru dunia
dalam rangka mewujudkan dunia yang aman. Visi Wilson ini memunculkan debat
nasional yang cukup seru pada tahun 1918 — 19, bagaimana mungkin hal tersebut
dapat terwujud dalam sitvasi dunia yang berada dalam kesemrawutan dan ketidak

¥ Brad Simpson, op.cit., 472 — 3.
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pastian.®® Pada saat iftu situasi dunia sedang dibayangi perang besar. Eropa
terbelah dalam dua sistem aliansi yang saling berhadapan sebagai musuh yang
kemudian memicu meletusnya Perang Dunia 1. Dua aliansi besar tersebut adalah
Triple Alliance atau Central Power (German, Austria-Hungaria, dan Italia)

berhadapan dengan Triple Entente (Perancis, Inggris, dan Rusia).89

Sementara Amerika di bawah Wilson berupaya bersikap netral serta
berupaya menjadi mediator untuk mengakhiri perang Eropa, namun Amerka juga
tidak mungkin berdiam diri dengan situasi dunia yang sedang kacau, sebab
bagaimanapun Amerika memiliki kepentingan perdagangan global yang
terganggu dengan adanya blokade jalur perniagaan oleh dua belah pihak yang
berperang, sehingga Amerika harus mempersiapkan kekuatan untuk melindungi
kepentingan globalnya tersebut. Pada tahun 1916, ketika dilakukan pemiliban
presiden AS, Wilson kembali terpilih untuk masa jabatan kedua, dan berbagai
persiapan untuk perang terus dilanjutkan,”

Berbagai upaya mediasi yang dilakukan oleh Wilson kepada kedua belah
pihak yang tengah berperang selalu menemui jalan buntu. Wilson kembali
membuat keputusan untuk melakukan mediasi, dengan harapan pendapat publik
akan dapat mempengamhi kebijakan pemerintah. Berbicara sebelumnya kepada
Senat pada 22 Januari 1917, Wilson menegaskan hak AS untuk berbagi dalam
meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian abadi, yang barang kali akan
terjadi “perdamaian tanpa kemenangan” atau hanya “perdamaian diantara
kesetaraan” (“peace without victory” or only “peace among equals”). ¥ Namun
nampaknya upaya inipun menemui jalan buntu, sementara perterpuran di daratan
Eropa terus berkecamuk. Visi Wilson untuk menciptakan perdamaian abadi di
dunia masih harus melalui perjalanan panjang untuk dapat terwujud.

Visi Wilson nampaknya tidak hanya menjadi sebuah visi tanpa makna,
karena para pemimpin Amerika setelah dia mampu melihat bahwa visi Wilson
merupakan sebuah visi universal yang hanya mungkin untuk dapat diwujudkan
oleh sebuah bangsa besar seperti Ameiika.

# Tony Smith, op.cit., 31.
® George Brown Tindall, op.cit., 947.
% Thid., 957.
*! Ibid.
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Thus, when President Clinton, like Presidents Bush (senior) and Reagan before
him, speaks of his conviction that no feature of U.S. foreign policy is more
critical at the end of the cold war than helping the democratic forces in Russia,
he may offen be at a loss on how best to proceed. But he is articulating his
concerns for peace in a recognizable way that stretches back across the
generation, to American leaders in other time who have speculated on what to do
in the aftermath of victory and who rightly concluded that the answer consisted in
promoting the fortunes of democracy for other the sake of American national
security.”

Sedemikian kondusifnya sistem pemerintahan Amerika yang mampu
bertahan dari generasi ke generasi, yang mana keamanan nasional menjadi tujuan
utama bagi bangsa ini. Keamanan Nasional benar-benar diagungkan sebagai
kepentingan nasional yang diutamakan (mutlak). Adapun strategi untuk
mewujudkan kepentingan nasional tersebut disesuaikan dengan situasi tantangan
jaman yang selalu berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada saat
Amerika menghadapi tantangan Perang Dingin, strategi yang digunakan adaiah
dengan menerapkan kebijakan pembendungan (policy of containment), dan
strategi ini tentunya sudah tidak valid lagi manakala ancaman komunis Soviet
sudah tidak ada lagi dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 - 90 yang

ditandai dengan runtuhnya USSR.

Kemenangan AS atas Perang Dingin telah membuktikan keunggulan
demokrasi Amerika dalam mana liberalisme menjadi bagian penting dari
demokrasi itu sendiri, atau dengan kata lain liberalisme sesungguhnya merupakan
nafas dari sebuah demokrasi. Liberalisme dalam bentuk ekonomi terwujud dalam
kapitalisme, dan dalam bentuk politik diwujudkan melalui penghormatan hak-hak
individu yang menjadi dasar bagi perjuangan demokrasi Amerika yang disebarkan
ke seluruh dunia.** Apakah Amerika telah mengkhianati perjuangan demokrasinya

*2 Tony Smith, op.cit., 31.

Liberalism lebih mengutamakan hak-hak warga negara yang direpresentasikan melalui
peran yang lebih besar oleh negara dengan membatasi peran market dan mengutamakan
penghormatan atas hak-hak individu. Liberalisme semacam ini dijelaskan oleh Michael W. Doyle
dalam tulisannya yang berjudul Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, ia menyampaikan
tentang prinsip-prinsip /iberalism yang secara umum di bentuk dari sebuah komitmen yang terdiri
dwi 3 set atau kelompok hak-hak sebagai berikut: Pertama, liberalisme yang bebas dari tindakan
kesewenang-wenangan penguasa atau lazim disebut sebagai “kebebasan negatif.” Yaitu termasuk
kebebasan hati nurani, kebebasan pers dan menyampaikan pendapat, kesetaraan di mata hukum
(tidak pandang bulu), dan hak atas kekayaan yang dimiliki. Kedua, liberalisme atas hak-hak yang
diperlukan untuk melindungi dan mempromosikan kapasitas dan kesempatan untuk memperoleh
kebebasan atau lazimn disebut sebagai “kebebasan positif.” Yaitu meliputi hak-hak sosial dan
ekonomi seperti kesetaraan dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, dan hak untuk
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pada saat mendukung Indonesia mengintegrasikan Timor Timur? Dapat
diperhatikan bahwa kepentingan nasional AS yang paling hakiki adalah keamanan
nasional. Keamananan Nasional itu pula yang dipertarshkan pada saat
menghadapi komunisme di era Perang Dingin, dan strategi yang paling tepat
digunakan untuk menyebarkan demokrasi guna menjaga keamanan nasionalnya
pada saat itu dihadapkan pada ancaman global, adalah kebijakan pembendungan
melalui penerapan kebijakan luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk U.S.
Security Assistance. Bertepatan wakiu itu Indonesia yang dinilai memiliki
pengaruh yang cukup dominan bagi terjaminnya kepentingan nasional AS
menghadapi ancaman serupa, schingga Amerika tidak mungkin membiarkan
Indonesia jatuh ke rezim komunis. Dengan demikian Amerika meyakini bahwa
pilihannya pada waktu itu merupakan pilihan yang tepat.

Setelah Perang Dingin usai, ancaman global yang dialami AS dalam
mempertahankan kepentingan nasional bergeser, nilai-nilai demokrasi dalam
bentuk penghormatan terhadap hak-hak individu memperoleh porsi yang lebih
utama. AS melihat adanya berbagai pelanggaran HAM di Timor Timur yang terus
berjuang mendapatkan kemerdekaannya tidak mungkin berdiam diri secara terus
menerus. Sementara Indonesia melakukan kesalahan mendasar dalam merebut
simpati warga Timor Timur, yaitu lebih mepgutamakan pendekatan keamanan
dari pada kesejahteraan, meskipun pendekatan kesejahteraan juga dilakukan,
namun tidak diimbangi dengan operasi simpati, yang sejatinya pada saat itu juga
menjadi salah satu doktrin TNI dalam dwi fungsi, sehingga yang terjadi adalah
suatu hal yang justru kontra produktif.

Bagi Indonesia — pada masa pemerintahan Soecharto — integrasi Timor
Timur menjadi harga mati, karena sama dengan Amerika yang mana kepentingan
nasional yang paling mendasar adalah keamanan nasional, begitu pula bagi
Indonesia yang mana integritas NKRI termasuk Timor Timur adalah bagian
integral dari kepentingan nasional. Sementara itu terdapat sebuah mashab yang
menyatakan bahwa:

memperoleh perawatan kesehatan serta pekerjaan yang layak, kebutuhan untuk berekspresi dan
berpartisipasi. Ketiga, hak atas kebebasan untuk berpartisipasi dan merepresentasikan demokrasi.
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Jika kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk keamanan nasionalnya

bertentangan dengan sistem internasiopal secara keseluruhan atau anggota-

anggota yang lain asalkan kepentingan negara-bangsa tetap terjamin, maka
kebijakan tersebut relevan untuk bangsa yang bersangkutan.*

Bila disimak, dalam percaturan internasional China nampaknya juga
menganut mashab ini ketika menghentikan demo mahasiswa di Lapangan
Tiananmen secara represif. Sebenarnya Indonesia, disadari atau tidak pada saat
melakukan tindakan menyerang demonstran di Santa Cruz juga dapat dibenarkan
bila dikaitkan dengan mashab tersebut. Hanya saja mashab ini mungkin dapat
dikatakan efektif jika dilakukan oleh sebuah negara dengan kekuatan militer yang
tiada bandingnya sebagaimana yang dimiliki oleh AS — dalam konteks
kontemporer perang global melawan terorisme doktrin Bush membenarkan
tindakan unilateral preemptive strike” terhadap rogue states yang diindikasikan
mendukung terorisme global dengan cara mensuplai weapon mass destruction
(WMD), negara-negara yvang diindikasikan fersebut adalah Irak, Iran dan Korea
Utara yang oleh Bush disebut scbagai “axis of evil *** — atau paling tidak
memiliki kemampuan deterrence yang tinggi sebagaimana China. Sementara
Indonesia tidak memiliki kedua tingkat kemampuan tersebut scbagaimana yang
dimiliki baik oleh AS maupun China. Itah sebabnya kerusuhan Santa Cruz
justru menjadi titik balik bagi proses terlepasnya Timor Timur.

Kembali ke konteks Indonesia dalam upaya membertahankan integritas
teritorial pasca integrasi, yang mana Timor Timur termasuk didalamnya,
konsekuensi yang harus dibadapi dalam pertempurannya dengan komunis belum
berakhir, Falintil — sayap bersenjata Fretilin di bawah pimpinan Xanana Gusmao —
terus melakukan perang gerilya dari rimbunnya hutan belukar Timor Timur.
Adapun perjuangan Fretilin secara diplomasi diprakarsai oleh Ramos Horta dari
luar negeri, yang mana perjuangan diplomasi ini memperoleh perkuatan dengan
berdirinya ETAN di AS, yang terus melakukan pendekatan (lobbying) kepada
anggota-anggota Kongres dan para Senator.

™ IG. Purnawa. ed, Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Sebuah Sumbangan Pemikiran,
(Jakarta: PPSN, 2005),7.
% Robert J. Leiber, The American Era: Power and Strategy for the 21 Century (Cambridge
University Press, 2005), 43.
% Robert Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order
(Vintage Books: New York, 2004), 92
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Perjuangan ETAN yang diawalt seusai kerusuhan Santa Cruz telah mampu
mengubah wajah Timor Timur dipercaturan dunia. Hal ini sangat dimungkinkan
dengan semakin maraknya perkembangan teknologi informasi, schingga jejaring
informasi mengalir sedemikian derasnya yang menandai puncak kejayaan era
globalisasi. Kerusuhan Santa Cruz menjadi titik balik yang memukul bangsa
Indonesia, dalam mana kepentingan nasional untuk mempertahankan integrasi
Timur Timor mengalami masa-masa yang sangat sulit. Bahkan mantan Menlu Ali
Alatas sempat berkomentar dengan menyatakan bahwa, the massacre (Santa
Cruz) a “turning point,” which set in motion the events leading to East Timor's
coming independence.” Gerakan solidaritas bagi rakyat tertindas di Timor Timur
mulai bermunculan di seluruh belahan dunia.

Sebuah benturan kepentingan terjadi antara AS dengan Indonesia. AS
dalam perjuangan menghadapi tantangan global telah berubah, sementara
kepentingan nasional Indonesia yang paling utama (mutlak) yaitu menjaga
integritas wilayah nasional yang dikumandangkan sebagai wawasan nusantara —
yang mengadopsi prinsip NATO yang mana bagi Indonesia ancaman yang
dihadapi oleh salah satu teritorialnya merupakan ancaman bagi NKRI, sedangkan
prinsip NATO adalah ancaman yahg dihadapi salah satu negara anggota
merupakan ancaman bersama yang harus dihadapi secara bersama pula — tetap
diperjuangkan secara all out. Timor Timur merupakan scbuah tempat dimana
benturan kepentingan nasional kedua negara terjadi. Amerika yang mendukung
pengintegrasian Timor Timur kedalam NKRI pada tahun 1975 melalui dukungan
security assistance sebagai perwujudan dukungan politisnya, kini tidak lagi hadir
didalamnya. Sementara masyarakat Amerika dan juga masyarakat dunia
terperangah oleh letupan Timor Timur yang pertama dengan adanya kerusuhan
Santa Cruz, yang disusul oleh letupan kedua yang tidak kalah dahsyat, yaitu
serangan milisi pro-integrasi — yang ditenggarai memperoleh dukungan TNI -
terhadap orang-orang tak berdosa yang menginginkan kemerdekaan Timor Timur,
yang telah menjadi korban sia-sia pasca jajak pendapat tahun 1999. Dunia benar-
benar terperangah, dan perjuangan diplomasi Ramos Horta yang didukung oleh
ETAN akhirnya mampu menembus Kongres AS. Presiden Clinton tidak berdaya

T ETAN, op. cit., 1.
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menghadapi desakan masyarakatnya sendirt dan komunitas dunia. Embargo
diumumkan, seluruh bentuk US. Secwrity Assistance kepada Indonesia
dihentikan.

Disadari atau tidak, Indonesia telah mewarisi benih-benih demokrasi dari
Barat dan telah diadopsi dalam bentuk pemerintahan yang menganut sistem
pembagian kekuasaan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para pendiri
bangsa di dalam UUD 45. Namun sayangnya para pemimpin bangsa Indonesia
pada saat itu terlalu menyepelekan hal-hal mendasar tentang penerapan hak-hak
warganegara dalam menentukan nasibnya. Kesalahan terbesar yang telah
dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pada saat penetapan integrasi Timor
Timur kedalam NKRI. Pada waktu itu proses integrasi ini direncanakan untuk
dilakukan melalui referendum bagi warga Timor Timur setelah Indonesia berhasil
menduduki wilayah tersebut. Namun dengan pertimbangan rendahnya tingkat
kecerdasan rakyat dikhawatirkan mereka tidak mampu melaksanakan hak
pilihnya. Akhirnya keputusan integrasi Timor Timur hanya dilakukan melalui
sistem perwakilan dalam bentuk petisi yang dianggap telah mewakili keinginan
rakyat Timor Timur, dan referendum dibatalkan. Indonesia lupa bahwa legitimasi
integrasi Timor Timur ke dalam NKRI berdasarkan ketentuan internasional
mengalami cacat hukum, karena hak individu masyarakat Timor Timur tidak
dihormati.

Andaikan proses integrasi Timor Timur dilakukan lewat referendum,
dengan pengalaman pahit sebagian besar rakyat Timor Timur pernah berada
dalam penjajahan Portugis, serta tindakan komunis yang kurang dapat diterima
oleh kebanyakan warga, mungkin referendum akan menjadi pilihan sebagian
besar warga Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia, yang secara
ekonomi pada saat itu cukup menjanjikan bagi mereka yang menginginkan
perubahan yang lebih baik. Apabila integrasi Timor Timur berhasil dilakukan
melalui referendum, mungkin dukungan intemasional akan lebih positif dan upaya
bangsa Indonesia .dalam mempertahankan integrasi akan lebih ringan dengan
adanya pengakuvan komunitas internasional. Namun sayangnya Indonesia
menempuh cara yang tidak fepat, yang membuat integrasi Timor Timur menjadi
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agenda PBB (internasional) yang dianggap tidak tuatas dan mengandung cacat
hukum. Dalam sebuah tulisan penelitian dinyatakan:

... namun perlu dicatat Indonesia telah melakukan kesalahan saat menjelang
integrasi tahun 1976, yakni dibatalkannya rencana referendum pada saat ifu,
karena rendahnya tingkat kecerdasan rakyat dan dikhawatirkan tidak mampu
melaksanakan hak pilihnya, walaupun int mungkin keinginan rakyat TimTim
melakukan integrasi dengan Indonesia tanpa referendum, tetapi Indonesia sebagai
negara yang sudah berpengalaman dalam masalah demikian ..., seharusnya
Indonesia menolak keinginan integrasi tanpa referendum tersebut, apalagi jika
integrasi tanpa referendum tersebut merupakan keinginan indonesia, maka
Indonesia sesungguhnya telah melakukan kesalahan, karena Indonesia telah
mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang universal dan kemudian hai ini akhirnya
menjadi ganjalan Indonesia di forum internasional *®

Disinilah yang sejatinya menjadi suatu permasalahan mendasar yang
membuat kepentingan nasional Amerika tidak lagi konvergen dengan kepentingan
nasional Indonesia. Amerika dalam penerapan demokrasi yang dialiri oleh nafas
liberalisme sangat menghormati hak-hak individu yang merupakan ciri demokrasi
universal, sedangkan Indonesia tidak mau belajar dari perjalanan sejarah masa
lalu, para pemimpin Indonesia pada waktu itu cenderung terkungkung oleh hal-hal
yang lebih bersifat retorika yang hanya memiliki nilai momentum sesaat, kurang
melihat visi jauh ke depan. Mungkin di sini pula letak perbedaan mendasar
dengan para pemimpin Amerika, sebagaimana digambarkan pada visi Wilson
yang mampu melihat kondisi sesaat bangsanya yang menghadapi situasi ketidak
pastian politik internasional, yang kemudian menghubungkan dengan keinginan
jangka panjang bagi kepentingan bangsanya. Visi yang barangkali pada saat itu
lebih bersifat mimpi, pamun mimpi tersebut mampu ditangkap olech para
pemimpin generasi sesudahnya, yang kemudian berupaya dengan segala daya
mewujudkannya melalui strategi yang tepat dihadapkan pada tantangan dan
ancaman jaman, yang kemudian menjadi landasan bagi bangsa Amerika dalam
memenuhi kebutuhan hakiki bagi setiap umat manusia secara universal yaitu
keamanan, yang kemudian melahirkan sebuah kepentingan nasional yang abadi

{mutlak) yaitu keamanan nasionali.

Berakhirnya Perang Dingin 1989 — 90 Amerika dipimpin oleh Presiden
George W. H. Bush. Dalam pemerintahannya Bush — dalam hal urusan luar negeri

%% Siswanto, “Kebijakan Amerika dan Indonesia terhadap Timor Timur dalam Perspektif
Centainment Policy,” Jurnal Study Amerika, vol.V, (Agustus — Desember 1999), 89.
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— melakukan pendekatan liberalisme kritis, yang ditandai dengan dimunculkannya
kehijakan luar negen yang difokuskan untuk menjamin keamanan nasional.
Kebijakan ini dikenal sebagai dokirin Liberal democratic internationalism.
Kebijakan ini didukung oleh Menlu James Baker yang juga memiliki visi yang
senada dengan Bush, bahkan Baker menyatakan dirinya sebagai pelaksana doktrin
Liberal democratic internationalism. Yang menarik dari pengakuan ini, Baker
dalam suatu acara dengar pendapat dengan Senat (1989) ia menyatakan bahwa
kebijakan luar negeri AS akan menerapkan idealisme dan nilai-nilai Amerika
yakni kebebasan, demokrasi, persamaan hak, penghormatan pada hak-hak
individu (respect for human dignity), dan bermain jujur (fair play).” Apa yang
dilakukan oleh Bush pasca Perang Dingin selaras dengan visi Wilson yang
memperjuangkan demokrasi keseluruh dunia berdasarkan liberalisme demi
terjaminnya keamanan nasional. Momentum ini relatif berdekatan dengan
kerusuhan Santa Cruz, suatu peristiwa yang memang sangat tidak kondusif bagi

Indonesia.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, semakin terlihat jelas bahwa benturan
kepentingan ini telah mulai muncul pada saat itu. Di satu sisi Amerika tengah
meluncurkan kebijakan luar negeri Liberal democratic internationalism yang
salah satunya mengedepankan penghormatan pada hak-hak individu, sementara di
sist lain Indonesia mempertontonkan suatu adegan yang sangat bertentangan
dengan kebijakan luar negeri AS, yakni tejadinya kerusuban Santa Cruz yang
sarat dengan pelanggaran HAM yang kemudian tersiar ke seluruh penjuru dunia.
Dengan demikan gerakan solidaritas Timor Timur di Amerika yang diawali
dengan kemunculan ETAN ibarat gayung bersambut dengan kebijakan politik luar
negeri AS. Kemudian membuat Indonesia semakin ditinggalkan oleh AS. Pada
periode jabatan presiden sesudahnya, Bush digantikan Bill Clinton yang
mengadopsi kebijakan luar negeri Bush dalam hampir semua aspek.'™ Clinton
memerintah AS selama 2 periode kepemimpinan, perhatian AS terhadap kasus-
kasus pelanggaran HAM sangat besar,

* Tony Smith, op.cit., 312 - 3.
19 1bid., 324.
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Mengutip “U.S. Democracy Promotion Program in Asia,” Hearing before
the Subcommittee on Asia and The Pacific of the Committee on International
Relations, House of Representatives, I 05™ Congress, first session, September 17,
1997, Washington, 1998 seorang peneliti menyatakan:

Salah satu pilar penting politik luar negeri AS adalah menyebarluaskan nilai-nilai
demokrasi dan HAM ke seluruh penjuru dunia, khususnya Asia. Hal ini secara
tegas diungkapkan oleh Secretary of State, Madeline Allbright, dengan
menggarisbawahi kebijakan diplomasi HAM pada kebijakan AS terhadap Asia.”®'

Dari situasi ini, tidak mengherankan bahwa perjuangan ETAN dengan
berbagai gerakan sejenis yang tersebar tidak saja di Amerika, namun juga
dibeberapa belahan dunia lain, mendapatkan momentum yang tepat untuk
mendesak para pemimpin dunia melakukan tekanan terhadap Indonesia. Tekanan
ini, kembali memperoleh momentum yang tepat pada saat Indonesia dipimpin
oleh Presiden Habibie, yang memperoleh pendidikan tinggi di Jerman. Akhirnya
Habibie memutuskan menerima desakan komunitas internasional yang dipelopori
oleh PBB dan terutama desakan yang disampaikan oleh Senat Amerika, agar
Indonesia menyelenggarakan referendum bagi masyarakat Timor Timur untuk
menentukan nasibnya sendiri, apakah memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia
atau merdeka.

Difasilitast lembaga internasional dengan supervisi PBB yaitu the UN.
Mission to East Timor (UNAMET) yang dibentuk pada bulan Juni 1999 — kira-
kira satu bulan setelah negosiasi Indonesia dan Portugal disepakati pada 5 Mei
1999 — referendum penentuean nasib Timor Timur dilaksanakan pada 30 Agustus
1999, yang hasilnya adalah Timor Timur memilih merdeka. Hal ini membuat
milisi pro-integrasi Timor Timur melakukan serangan brutal (secara anarkis) yang
menewaskan banyak warga Timor Timur yang memilih merdeka, yang mana
tindakan anarkis milisi pro-integrasi ini diindikasikan terdapat keterlibatan unsur+
unsur TNI. Hal inilah yang membuat pemerintah AS memberikan sanksi embargo
bagi TNI, yang merupakan puncak ketidakharmonisan kepentingan nasional

1% Ratna Shofi Inayati dan Irine Hiraswati Gayatri, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat,
dalam Hubungan Indonesia Amerika Serikat 1992-2000: Masa Pemerintahen Presiden Clinton,
ed. Ratna Shofi Inayati (Fakarta: PPW-LIPI, 2000), 18.
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kedua negara, atau dengan kata lain kepentingan kedua negara sudah tidak lagi

konvergen.

4.3. AS mencabut US. Security Assistance dan menerapkan embargo
kepada TNI pasca jajak pendapat kemerdekaan Timor Timur

Pasca jajak pendapat yang dimenangkan oleh pro-kemerdekaan telah
membuat frustasi bagi pihak pro-integrasi, khususnya bagi para milisi yang
selama ini berjuang bersama TNI memerangi Falintil pimpinan Xanana Gusmao.
Maka tidak mengherankan rasa frustasi itt mengakibatkan tindakan yang tidak
terkontrol. Pada saat menjelang pemungutan suara dengan supervisi PBB
meskipun di satu sisi AS mendesak pemerintahan Habibie melalui Senat, namun
di sisi lain pemerintahan Clinton masih bersedia mendengar permintaan Indonesia
agar pasukan internasional yang digagas oleh PBB dan dipelopori Australia tidak
dihadirkan selama berlangsungnya pemungutan suara (jajak pendapat). Indonesia
menyatakan kepada PBB dan pemerintah AS, akan bertanggungjawab untuk
mengawal pelaksanaan jajak pendapat dan menjamin bahwa jajak pendapat akan
berlangsung aman. Amerika sebagai negara yang menerapkan azas demokrasi
liberal dalam percaturan internasional menghormati sepenuhnya terhadap

keinginan Indonesia tersebut.

Sejatinya pemerintah Amerika berupaya mendukung Indonesia sepenuhnya
sejak Indonesia mengintegrasikan Timor Timur ke dalam wilayahnya hingga
berbagai perjuangannya dalam upaya menghadapi perlawanan pasukan komunis
Falintit di bawah pimpinan Xanana Gusmao. Dukungan militer (security
assistance) bahkan terus diberikan hingga tahun 1997, sekalipun Kongres dan
ETAN berupaya menghentikan bantuan militer tersebut. Penghentian bantuan
militer memang pernah dilakukan pasca kerusuhan Santa Cruz. Namun hanya
sebatas program IMET, itupun atas desakan Kongres yang dipelopori seorang
Senator yang kemudian mendapatkan dukungan dari beberapa Senator yang lain.
Pada tahun 1994 program IMET dihidupkan kembali setelah dibekukan selamd 3
tahun. Menurut Menlu Warren Christopher dihidupkannya kembali program
IMET “merupakan suate hal yang penting” untuk mempromosikan “reformasi
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militer” di Indonesia.!” Pada awal tahun yang sama (1994) Deplu AS
mengumumkan larangan bagi penjualan senjata.ringan kepada Indonesia untuk
memenuhi desakan Kongres. Bahkan pada tahun 1996 format IMET diubah
menjadi Extended — IMET (E-IMET) yang dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang hukum humaniter, hubungan sipil-militer
yang proporsional dalam pemerintahan sipil, serta penghormatan terhadap HAM.
Secara keseluruhan pada masa pemerintahan Clinton terungkap bahwa bantuan
militer yang diberikan kepada Indonesia senilai + US$150 juta. Sepertinya AS
dalam menerapkan kebijakan luar negerinya bersifat menduva (double standard).

The degree of cooperation between Washington and Jakarta is impessive. US
weapons sales to Indonesia amownt io over 31 billion since the 1975 invation.
Military aid during the Clinton years is about $150 miilion, and in 1997 the
Pentagon was still fraining Kopassus wunmils, in violation of the intent of
congressional legislation. In the face of this record, the US government lauded
“the value of the years of training given to Indonesia’s future military leader in
the US and millions of dollars in military aid for Indonesia.” '

Dari catatan tersebut di atas, terlihat bahwa pemerintah AS sejatinya masih
menaruh perhatian terhadap Indonesia, dan bertharap bahwa reformasi di
Indonesia akan diawali oleh para petinggi dengan latar belakang militer yang
pernah mendapatkan pendidikan militer di AS melalui program IMET. Tapi
apakah perhatian yang diberikan ini benar-benar menjadi dasar kebijakan [uar
negerinya? Sebagaimana diketahui bahwa kepentingan nasional yang bersifat
mutlak bagi setiap bangsa di dunia dan menjadi dasar bagi penentuan kebijakan
luar negeri adalah menjamin kelangsungan hidup dan mempertahankan integritas
teritorial bagi suatu komunitas sebuah bangsa dan negara. Di samping itu terdapat
kepentingan nasional yang dianggap vital yaitu kepentingan ekonomi yang
mungkin bisa berada di mana pun, dan juga menjadi salah satu dasar bagi
penentuan kebijakan lvar negeri swatu negara. Keith R. Legg dan James F
Morisson merumuskan hubungan kepentingan nasional dengan kebijakan luar

negeri sebagai berikut:

The most findamental source of jforeign policy objectives is perhaps the
universally shared desire to insure the survival and territorial integrity of

12 hid., 52
1% Noam Chomsky, op.cit., 2,
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commumity and state. ... the single most important set gf domestic source of
Joreign policy are the economic needs of the community. 16

Dengan demikian bahwa sikap AS yang terlihat mendua ini pada dasarnya
tidak terlepas dari upayanya menjamin kepentingan npasional mutlaknya dan
sekaligus kepentingan nasional vitalnya. Dalam hal ini secara khusus ditujukan
untuk menjamin kelangsungan hidup atau keamanan nasionalnya dan kepentingan
ekonomi globalnya. Dan untuk mencapai dua kepentingan nasionainya tersebut
berbagai strategi dirumuskan dalam bentuk-bentuk doktrin. Dan doktrin yang
diterapkan oleh Clinton yang meneruskan doktrin Bush dan diwarisi dari
pemikiran Wilson telah memaksa AS menerapkan strategi yang tampak mendua
tersebut. Di satu sisi faham demokratik liberal dibidang ekonomi mengharuskan
Amerika menerapkan free market antara lain melalui pembentukan NAFTA.
Sementara kepentingan ekonomi AS di Indonesia juga tidak kecil dengan adanya
investasi yang ditanamkan diberbagai sektor seperti minyak bumi, pertambangan
dan jasa.

Sedangkan di sisi lain faham demokratik liberal di bidang politik
mengharuskan AS bersikap tegas dalam hal menyikapi berbagal pelanggaran
HAM di seluruh penjuru dunia sebagai salah satu upaya penyebarluasan nilai-nilai
demokrasi. Itulah sebabnya sekalipun AS menentang pelanggaran HAM terhadap
kasus Timor Timur, khususnya pasca kerusuhan Santa Cruz, serta berbagai tindak
kekerasan TNI dalam memerangi Falintil, pemerintah AS nampaknya masih
memberikan toleransinya, hal ini mengingat adanya berbagai kepentingan
ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia. Dengan demikian penjualan senjata
dan bantuan militer lainnya yang dilakukan kepada Indonesia selama periode ini
tentunya tidak terlepas juga dari upaya AS dalam menjamin kepentingan-
kepentingan nasionalnya.

Situasi pasca jajak pendapat Timor Timur, nampaknya tidak dapat lagi
dihindari oleh AS. Hal ini disebabkan permasalahan ini telah menjadi perhatian
dunia, dan pemerintah AS bahkan dipojokkan oleh publiknya sendiri baik melalui
ETAN maupun Kongres. Oleh karena itulah akhirnya pemerintah AS terpaksa
menerapkan embargo menyeluruh terhadap Indonesia yang salama ini diberikan

184 Keith R. Legg and James F. Morrison, op.cit.,62.
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dalam bentuk security assistance selama hampir 50 tahun (sejak 1950 — 1999).
Presiden Clinton pada tanggal 9 September 1999 menyatakan, “if Indonesia does
not to end the violence it must invite the international community to assist in
restoring security.” Dan pada tanggal yang sama  Washington
memutus/menghentikan bantuan militer bagi Indonesia sebesar US$476,000.'%
Namun ternyata jumlah bantuan (U.S. Security Assistance) yang dihentikan
tersebut berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh penaschat keamanan

presiden, Sandi Berger jauh lebih besar dari data tersebut.

... that what had not already been delivered of about 340 million in outstanding
U.S. government-to-government sales through the Pentagon's Foreign Military
Sales (FMS} program and some $400 million in commercial arms sales would be
put on hold. A Defense Department official subsequently said the suspension
would halt $7 million in undelivered FMS items.'®

Sikap mendua AS ini akhirnya diakui oleh James Rubin, Juru Bicara Deplu
AS yang menyatakan bahwa, “We did the best that could be done under extremely
difficult circumstance.”'”’ Sebuah pengakuan yang disampaikan dengan bahasa
diplomasi tingkat tinggi untuk mengungkap tentang adanya paradoksal kebijakan
bantuan AS terhadap Indonesia dalam menyikapi kasus Timor Timur, yang dalam
hal ini tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan nilai pragmatisme Amerika.

" Gapewati Wuryandari, Hubungan Indonesia-Amerika Serikat: Aspek Pertahanan
Keamanan, dalam Hubungan Indonesia Amerika Serikar 1992-2000 (Masa Pemerintahan
Presiden Clinton), ed. Ratna Shofi Inayati (Jakarta: PPW-LIP], 2000), 55.

1% Anms Control Association, U.S. and EU Suspend Military Ties With Indonesia., 14 January
2002 <http://www.armcontrol.org ...

%7 Brad Simpson, op.cit., 640.
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BABS
KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa
perubahan kebijakan bantuan keamanan AS (U.S. Security Assistance) kepada
Indonesia (TNI) disebabkan cleh adanya benturan kepentingan nasional AS dan
Indonesia pasca pelepasan Timor Timur. Dengan kata lain, kesimpulan ini
menunjukkan bahwa dukungan politis dan security assistance AS terhadap
Indonesia dalam proses integrasi Timor Timur dilakukan karena adanya kesamaan
kepentingan (common interest) dalam rangka menghadapi ancaman bersama
(common threat) yaitu komunis. Namun ketika Timor Timur lepas dari Indonesia
juga tidak dipungkiri oleh adanya fakta-fakta yang mengharuskan bagi AS untuk
menarik dukungannya. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa kebijakan
luar negeri AS pada dasarnya bersifat “adaptif’ yang tidak terlepas dari nilai
“pragmatisme” Amerika. Dari aspek ini Indonesia nampaknya dalam penerapan
kebijakan luar negeri tidak jauh berbeda dengan AS. Hal ini tampak antara lain
ketika dibawah Soekarno, Indonesia juga pernah menerapkan nilai pragmatisme
pada saat menerapkan kebijakan perebutan Irian Barat dengan meminta dukungan
Soviet manakala AS menolak memberikan dukungan.

Faktor-faktor dari luar negeri dan dari dalam negeri sangat mempengaruhi
sifat adaptif dari kebijakan luar negeri AS dan hal ini sangat menentukan bagi
terjadinya suatu perubahan. Kedua pengaruh tersebut saling berinteraksi satu sama
lain. Dalam konteks Timor Timur, dari satu sisi pengaruh dari luar negeri
ditunjukkan oleh adanya perubahan situasi global pasca berakhirnya Perang
Dingin — menuntut peran AS untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi ke seluruh
penjuru dunia yang dilandast oleh liberalisme yang mengutamakan penghormatan
terhadap HAM — sementara disisi lain pengaruh dari dalam negeri ditunjukkan
dengan bangkitnya kesadaran warganegara Amerika terhadap solidaritas
kemanusiaan — dalam merespon kerusuhan Santa Cruz — yang ditandai oleh
berdirinya ETAN (East Timor Action WNetwork). Dalam perkembangan
selanjutnya, Indonesia dalam upayanya mempertahankan integrasi Timor Timur
dinilai salah langkah khususnya terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat
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pasca jajak pendapat (1999) yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi dan
diindikasikan TNI terlibat dalam aksi tersebut. Disinilah letak ketidakharmonisan
dari kedua belah pihak memuncak yang diikuti oleh dihentikannya dukungan
security assistance yang selama ini telah diberikan (embargo). Dengan demikian
dapat pula dikatakan bahwa kepentingan keamanan AS tidak lagi konvergen

dengan kepentingan keamanan Indonesia.

Perubahan kebijakan AS yang dilakukan ini, tidak terlepas dari upaya
Amerika dalam menjamin keamanan nasional — yang merupakan bagian dari
kepentingan nasionalnya yang bersifat mutlak (fundamental) — melalui upaya
penyebaran nilaj-nilai demokrasi yang dilandaskan pada liberalisme, di mana
penghormatan kepada hak-hak individu dijunjung tinggi. Dari apa yang terjadi
dapat pula dilihat terdapat “tiga unsur” kepentingan nasional AS yaitu: (1)
keamanan nasional, (2) kepentingan ekonomi global, dan (3) penyebaran
demokrasi yang berazaskan penghormatan pada HAM. Yang pertama yakni
keamanan nasional memupakan harga mati atae mutlak. Sedangkan antara
kepentingan ekonomi global dengan penyebaran demokrasi — dapat disebut
sebagai kepentingan nasional yang vital — dijadikan sebagai salah satu alat utama
bagi kebijakan luar negeri AS dalam menjamin keamanan nasionalnya.

Dari dua kepentingan nasional yang disebutkan belakangan, prioritasnya
akan ditentukan berdasarkan pada ancaman dan tantangan global yang dihadapi
dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Suatu saat kepentingan ekonomi
global mendapatkan prioritas, dan pada saat lain, prioritas bergeser pada
kepentingan penyebaran demokrasi yang dilandasi oleh penghormatan terhadap
HAM. Hal ini terlihat ketika proses integrasi Timor Timur ke dalam NKRI tengah
berlangsung, pada saat itu kepentingan ekonomi global AS terancam oleh
komunis, yang mana komunis menerapkan perjuangan menentang kapitalisme dan
berupaya menghancurkannya. Oleh karena ifu, Amerika merasa perlu memberikan
dukungan penuh kepada Indonesia. Dengan demikian pada dasarnya dukungan ini
diberikan du!am rangka skenario global pembendungan komunisme, di mana AS
pada saat itu masih terlibat Perang Dingin dengan komunis Soviet. Strategi yang
diterapkan pada waktu itu adalah dokirin containment, yang dalam penerapannya

dikombinasikan dengan program bantuan ekonomi Marshall Plan yang semula
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diperuntukkan bagi upaya Amerika membenahi perekonomian Eropa Barat yang
menjadi aliansinya. Perpaduan dokirin pembendungan dan Marshall Plan ini
kemudian dijadikan sebagai kebijakan luar negeri pembendungan (policy of
containment) yang selanjutnya dimodifikasi sedémikan rupa menjadi program
U.S. Security Assistance kepada negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan
seiring dengan adanya investasi-investasi AS yang ditanamkan di negara-negara
berkembang yang tersebar di seluruh belahan dunia. Dengan demikian kebijakan
U.S. Security Assistance ini pada dasarnya merupakan salah satu strategi global
AS dalam upayanya meningkatkan capacity building dibidang security bagi
negara-negara berkembang, yang mana kepentingan ekonomi AS terdapat

dinegara tersebut.

Demokrasi yang didasarkan pada liberalisme memang memberikan dua
out put yaitu dibidang ekonomi adalah perlunya free markef yang mana peran
pemerintah dibatasi yang kemudian menghasilkan kapitalisme, dan out put lain
dibidang politik yaitu adanya penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia.
Apabila kedua out put ini dapat berjalan seiring maka proses demokrasi akan
berjalan dengan kondusif, di satu sisi melalui peningkatan peran pasar, investasi
akan bergulir ibarat bola salju yang mampu meningkatkan perekonomian nasional
yang berujung pada pencapaian kesejahteraan yang tinggi pada seluruh
warganegara. Sementara penghormatan terhadap hak-hak individu memberikan
peluang bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak-hak azasinya secara
penuh yaitu meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh
penghasilan yang layak, dan hak untuk mengejar kebahagiaan serta hak-hak
politik lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Namun di sisi lain kebebasan
individu ini acap kali disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat yang
kemudian justru melanggar kebebasan individu pihak lain. Kasusnya sama dengan
bergulirnya kesejahteraan yang akan menghasilkan kondisi yang semakin
membaik, bergulirnya pelanggaran hak-hak individu akan membuakkan berbagai
tindak kekerasan dan tindak kriminal yang meresahkan dan dalam skala yang
lebih besar akan menimbulkan perang antar bangsa.

Untuk itulah perlu dibuat aturan, hukum dan perundang-undangan yang
bersifat universal. Untuk menjamin agar hukum dapat ditegakkan diperlukan
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aparat-aparat keamanan, dan dalam konteks negara maka pembentukan Angkatan
Bersenjata menjadi tuntutan mutlak. Di sinilah peran dan arti pentingnya kekuatan
Angkatan Bersenjata yang akan memberikan daya tangkal (deterrence) bagi
negara tersebut dari upaya-upaya tindak pelanggaran kedaulatan oleh negara lain.
Kekuatan Angkatan Bersenjata suatu negara memiliki peran yang menentukan
dalam rangka menjaga keamanan nasional negara tersebut. Namun Angkatan
Bersenjata yang tidak terkontrol justru akan berakibat pada munculnya
pemerintahan diktator sebagai bentuk penyalahgunaan kekuatan bersenjata untuk
kepentingan kekuasaan. Oleh karena itulah diperlukan pembatasan dan kontrol
sipil yang kuat. Untuk keperluan ini maka dibentuk sistem pemerintahan yang
saling mengontrol dan berbagi kekuasaan. Trias politika pun hadir untuk
memisabkan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, karena
demokrasi yang sesungguhnya terletak pada harmonisasi hubungan antara ketiga
cabang kekuasaan tersebut dalam suatu sistemn pemerintahan.

Demokrasi seperti itulah yang sejatinya ingin diterapkan dam disebarkan
oleh AS. Visi Wilson merupakan salah satu visi universal tentang bagaimana
mengimplementasikan sebuah demokrasi yang ideél dan membuahkan
harmonisasi antar bangsa. Ia merumuskan visinya dalam kalimat “peace without
victory,” dengan memfokuskan pada upaya menjamin keamanan nasional melalui
kebijakan Liberal democratic internationalism yang selanjutnya diadopsi oleh

Bush dan Clinton pasca Perang Dingin.

Dalam menyikapi kasus Timor Timur, AS yang melihat terjadinya
kerusuhan Santa Cruz, telah berupaya melakukan pendekatan-pendekatan HAM
secara persuasif. Strafegi yang digunakan tidak frontal, IMET diberikan kepada
TNI dengan memberikan berbagai pemahaman tentang sistem pemerintahan yang
demokratis, dimana hubungan sipil — militer diletakkan dalam konteks
pemerintahan yang berdasarkan pada supremasi sipil. IMET diubah formatnya
dalam bentuk Extended — IMET (E-IMET), dalam manra hukum humaniter dan
penghormatan HAM termasuk dalam mata pelajaran yang diberikan kepada TNI
peserta program ini. Namun permasalahan Timor Timur tidak mampu dikelola
dengan baik seperti harapan pemerintah AS. Puncaknya adalah ketika terjadi
pelanggaran HAM berat di Timor Timur pasca jajak pendapat (1999) yang
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dilakukan oleh kelompok pro-integrasi dan TNI diindikasikan terlibat.
Sebagaimana fakta yang diungkap oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Indonesia — Timur Leste {The Commission of Truth and Friendship (CTF)
Indonesia — Timor Leste} (Maret 2008), telah terjadi pelanggaran HAM berat pada
tahun 1999 yang dilakukan baik oleh pihak pro-integrasi — yang didukung secara
institusional oleh TNI, Polri dan Pemda — maupun pro-kemerdekaan atas lawan-
lawannya. Dengan adanya indikasi — sebelum fakta-fakta terngkap — pelanggaran
HAM berat yang di lakukan oleh milisi pro-integrasi dukungan TNI, maka
pemerintahan Clinton pada akhirnya menerapkan embargo kepada Indonesia.
Seluruh bentuk U.S. Security Assistance dihentikan,

Sungguh, Indonesia merupakan salah satu arena (theafer), yang
menggambarkan perubahan kebijakan luar negeri AS khususnya dalam kasus
proses integrasi dan lepasnya Timor Timur dari NKRI. Lepasnya Timor Timur
merupakan puncak akibat dari adanya benturan kepentingan antara AS dan
Indonesia. Dengan demikian penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian
yaitu bahwasanya memang benar telah terjadi perubahan kebijakan luar negeri AS
terhadap kasus Timor Timur, di mana pada saat proses integrasi Timor Timur
kedalam NKRI (1975) pemerintah AS memberikan dukungan baik politik maupun
security assistance. Sementara lepasnya Timor Timur dari NKRI disebabkan oleh
adanya perubahan kebijakan luar negeri AS yang adaptif dalam menyikapi kasus
Timor Timur yang menggambarkan adanya benturan kepentingan antara kedua
belah pihak yang berpuncak pada terjadinya pelanggaran HAM berat pasca jajak
pendapat (1999). Situasi ini kemudian diikuti oleh pengurnuman pemerintahan
Clinton dalam memutus hubungan militer dengan Indonesia dan menghentikan
dukungan security assistance yang telah diberikan selama hampir 50 tahun. Atau
dapat pula dikatakan bahwa dukungan U.S. Security Assistance yang diberikan
kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada dasarnya lebih
berorientasi pada keamanan nasional yang menjadi kepentingan nasional
mutlaknya. Orientasi semacam ini memang tepat, sebeh setiap negara di dunia
dalam konteks diplomasi antar negara akan senantiasa mengutamakan
kepentingan nasionalnya, di samping tetap memperhatikan prinsip mutual benefit
terhadap mitra kerjasama bilateralnya.
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Lampiran 1:

Daftar Perlengkapan Militer (MAP Inventory) yang diberikan
sebagai bantuan hibah Military Assistance Program (MAP)
berdasarkan perjanjian tahun 1950 dan amandemen tahun 1953.
U.S. Treaties and Other International Agreements.

(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).
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Lampiran 2:

“Exchange of Notes: U.S. — Indonesia, Security Assistance for

Indonesia.” Jakarta, 15 Agustus 1950. TIAS no. 2306. US.
Treaties and Other International Agreemenis.

(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RI).

Universitas Indonesia
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ment of Indonesin, < n result of which tha following under- -
stnudings have been  wacked: . . . K . R P
1. The Govermmers. of tha United Stnles, subject to apph- : §
eablo United States !nws and repulations, shall wake nvailabio ) ! ¥
-0 the Gevernment of Indouesis oh terms of paymeal in 3
rupinbs or dollars-stch oyuipment, matcrals, rnd serviess "o %
ns ;eay be requested by the Geovernment of [udonesia and sp- . [
proved by the Governmens of the Vniied Ztntes.  Such equip- . 5%
mend, materialy and services as mny be ade available bere - t%_, 3
areiet shiall be desigrated by the Government of the Vnited ' . ' ;
Arates i supplementary memorande, which sliell specifly the o it
pesiinens torms of sale ex they ave mutieliy asrecy tnon. LA
3, Tae following sssuminces wrovided by the Governinond of Hy
Todgnesia on-March 0, TN, shall be apolicable to such L.l
oo, matesiuly, rad services 65wy be nuwde avelable X
heveuuder- ) h T . s -
Any weapons ¢+ other militery confument or services =
yutTased by e Govemment of Indenesie from the Govern- T
wend, of the United States shall be uvsed by the Government -
of "ndonesia zoluly ‘or Lgitimate natioval sei-defenso, and it is R
s~ .evideny that the Govertmeits of Indoncsin; us o member, (|- - i
of the Tqaited Nesio's Orzaniontion, fncerpret: tha term Lo
“egitimata putiorw) ¢ of<icfense” within the scope of the .
Tnite. Nations Tharler o5 exeiuding an nch of aggression, s |
neaingt o1y other stales ) . b g
Any weapens or_other military cquipment o~ serviees . "
piefinsal by the Qovernment of Iadoonsin from tae Govern- - e
smento” tig United States shall not b seid or otherwiso disposed | \
of to thir¢ perties, : v ] f e .
2. In addition ‘o the use provided: for *n subscetion (A) of T
pantgrent 2 of th= note, the Uoverninen’ of Indonesis may use ) .
seeh ecrinment, Inateriels, and services: as muny bo ioade
‘avetlable hervunder to maintain its internel sncurity. : :
T have the honor to propose that, if theso understandings R =
arr necespiable to Your Excellsecy’s Cloverament, this note )
- +7 you~ Excellvucy's note in reply eoncuering therei- shall i =
corstitele an ngrecimend hebweren our wwe movernmerts, cfecs .
ssve on the date of Your Excellency’s noe. Lt e,
Jovept, Bxcelleacy, shs rercwed sseurentes of my highest o - it
consideraiions, : . W ; H
. . . Howanp P. Joxgs, A
- " Loa Ambessedor of the Uniled . \ i
Tl - Staten of Americe, Djakarta. - . ¥
» - > el = :-‘-
oL _ CFTAS 4005 . -
* ' . . * - srl.-".;:-i i
g e
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Lampiran 5:

“Memorandurn of Conversation President Ford with President
Soeharto in Laurel Cabin, Camp David, Maryland, July 5, 1975.”
National Security Archive Electronic Briefing Book, no.62.

(Sumber: <http://www.gwu.edu/~nsarchivVNSAEBB/NSAEBB62 ...>).

Universitas Indonesia
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MEMORANDUM

LT ' . THE WHITE HOUSE
. SRBARET /NODIS/XGDS WASHINGTON o )
v DECLASSIFIED
_E©, 12058 Sec. 38 _
2 . _. . &I-";hr .

MEMORANDUM OF GONVERSATION
: - By et NARA Dt Zafor .

PARTICIPANTS: _Pres:ldent Foxrd
President Suharto, President of Indonas-ia.
Dr, Henxy A. Kissinger, Secretary of State
and Assistant to the President.for NSA
L, General Brent Scowcreft, -Depuly Agsistant
to the President for NSA
Mx. Widodo (Indonesian Interpreter)

DATE & TIME: " Taly 5, 1975 - Saturday - -
- 12:40p.mx, - 2:00 p.m,
.. (1:44 Secretary Kissinger joined)

PLACE: _ Laurel Cabin, Samp David, Maryland

President: Let ms reiterate how pleased we are o have you wisit. Secretary
Kissinger told me you were here in 1970 when President Nivon was in aoffice.
We ave just as concerned about cur good relations with Indonesia as we were

earlier. -~

Let mo say rnow that wea are a8 ﬂrmly cormmitted and interested in Southeast
Asgia, The events in Indochina have. inno wAy &:m:nished our interest ox

commdtment in the area,

We are committed to detente with the. Soviet Union, but it has to be a mutusl
relationship, * We will not let them have a bigger piece of the benefits. We
will continue it as long.as it is mutually beneficial. We ::ecogni.zethatthe .

Saviet Union keeps assisting and. strengthening- its friends,- Just as we do.
Buttheycannottakaa&vn.ntageofus. }

In my ‘trip to Brusaels, I told my NATQ allies that we weare cornmitted to
them complotely. and 1 wa.nty'on a.nd the connl:nes in your arez to feel the
aamme, . -

Henry As Killsinger

FIEWET FROM GENERAL DECLASSIFICATION
' SHEDULE OF EXECUTIVE ORDER l'136$2 ‘ .
; TEGORY.
SEGRERMNODIS/XCDS | Hmimeatiy proiame> o ER0 DE
Dadlansife4 . e - .

Fhotooony from Uaedl 2L Fold Fielay -
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We want to continne our assistatice programs, As you know; that depends on
the Congrass, which has been cutting cur program in receot years., This
Congress is interested, but it is my intention to increase aid. We ave able

to make available some military equipment itemns to help you in your situation -
- four naval vessels, which may not be in tip-top condition, sorne tanks aircraft
such as C-47, and féur C-123 transports.

Subarto: May I first convey my appreciation and gratitndé, Mr, Pres:.dent,
for your ; your invitation to visit thie United States. And on bebalf of the Government
and people of Indonesia, may I convey our heartfelt congratulations for the
4th of July. I would take this valuable opportunity and discuss the problema
affecting not only Indonesia but all of Southeast Asia in light of recent changes
which have swept the pexinsula. I had already obtained valuable information
from Mr. Habib and from you in respect to furthering American responsibility
to its allies in the Southeasgt Asia region. After obtaining that information

~and valuable assessment, wa have no fear that the United States will abandon
its Tesponsibility toward péace in the Scutheast Asia region. Considering the
bitter and sad experience of the American peopls in Vietnama,” the U.S. has-

- given such great help and to bave it tarn out so it 1s necesaary to assess

why it happened to come out 50 yery badly after such American sacrifice.

If you would allow me, I will elaborate on Indonesia's problems in oor
struggles for indepandence against Communism; it will halp us nnderstand.
It is not the military strength of the Commnmists but their fanaticism and
ideology which ia the principal element of their strength, - To consider this,
each country in the area needs an ideology of its own with which to counter

- the Commnnists. But a natianal ideclogy 1s not enough by itself. The well-
being of the peaple must be improved so that it strengthens and supports the
national ideoclogy. From the efxperience of Liaos and Vietram in the past,
they seem to have forgotten this national idedbgy to-get the support of the
pecple, Despite their superiority of arms in fighting the Corxmmuxnista, the
human factor was not there. They lacked ﬂua national uieology to rally

the people to fight Communism,

It ig in this spirit that Indonesia has been um:fymg and nationalizing the people

. to prepaxe to fight the threats which eventually will be made against our . .

‘independence, So we are busily engaged in encouraging and consolidating
in Southeast Asia this national ideology and cooperating with othexs in the -
areas-of culture, ecomomics, and so on. This is of course to prepare for any
eventuality of an Indochina sventually dordinated by_lib.e Commumists.

What will happen after Vietnam? There are two posaih:lities. Whether they
wiil apply Communism just within their barders in order to improve the ~

SECRET/NODIS/XCGDS - -
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condiﬁons of their peoples. l':t‘ao. we are okay, Ho Chi Minh has= a]:waya .
wanted to wiify all of Vietoam. We don' ¥now yet what 1s goirg on and
whether they will unify ox whether there will be two separate Vietnama.

Presidant:_ How long do yon th:.nk it will take for them to decide this?

Suharto: I have been trying to find vt from the Communists and - Tito, and
the judgment is that the c:onsolida.h.on will take ﬁv'e years, but by then, they
will be unified.

FPre sident: How about the relations betw_m-_n Vietnam, Cambodia and Laoca?

Suharto: Let me explaih, As faxr as Cambodia, they recognize the GRUNK
and Sibanoupk -~ although he is still in exile. I asked Tito why he didn't -
support Sihanouk's returp and he said it would take soine tima. Tito's

xeply was that due to prevailing conditions in Phrom Penh, it is not safs

for Sihanouk to return. There are still scune dangerous elements. But

mry personal opinion is that they don't want him back yet. My information

is that it will take Cambodia about five years to comohdabe, 80 it will be
similar to Vietnam. Gonsidering that the time for consclidation is so long --
five years —-- they might want two Vietnarns and one Cambodia, all three
joining a non-aligned.world. So they may wan.t to stay separa.te but mth

their policias aligned,

Even if it takes some time to consoli&a.ta, events will certainly encou::a.ge
similar slementns in Thailand, Malaysip, the Philippines and elsewhere. Of
course, this Coxmmpnist ideclogical solidaxity will take the form of encouraging
thege elements to atep up thelr activitiss among labor, farmers and youth,
‘When they have built up the Comtm:lst movernents, ths Vietmamesa will be
able to supply the militaxy eqmpnaent mecessary for them to uvndartake military
activities,

Prasident: Are all the Commnnial:s working tngetlmr?

Suhazto: The Soviet Union and t'he Chiness don't worlk togethex '.'I.'hey are
compeﬁng to expand thelr own individual jufluence i the region." )

The second possibility is they may not stay within thelr borders but seek to |,
_Communize the region and the world, If so, we have to find out whether they
will support the Soviet Unign and China. Right now, I think Vietpam won't -~
take 'aides, because then it would become a target between the two. Instead

it will work for independent national Cémfnunist movemants, But in any case,
these events will have brief impact an the nefghboring countrias. The question

SECGRER/NODIS /XGDS
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ie how to counter it. Knowing well the Gormununist ftactics == inﬁlh,-é.ﬁaﬁ,
fanaticlam, etc., it is essential for each couwniry to have a strong national
ideclogy -~ to streangthen itsel in the political, economic and military areas.,

We are fortunate we already have this national ideology -- Pantchestita{? ).

The quegticn is, is it strong encugh? Here it is important that we a'tzengthen o
economic development so we can support our Pantchestita(? ). Therefore if

we £ail in economic developments, it will create a lack of confidence of our
natianal idedogy and create doubts in the people and leave them susceptible to

other ideologiesn.

President: You have done very well in controlling inflation. 'We have had
probleins. in that regard, but we are now making progress. I understand if
you don't make economic progress there will be the growth of a Communist
ideclagy in Indonesia. .

Subarto: The principal factor is creating a pational stability principally in ~ -
the economic and monetaxy fields. The role of the US irn haxr responsibility
toward this area -« the U.S. won't abandon her role, but the American
ansistance role should be reviewed, both in relation to Indonesia and all

of Southeast Asia, Particularly in assisting and supporting those countries

in establishing national Tesilience. That would help in creating a regional
resilience and halp keep cut Communism. But we are rurming against time
because the Communists are working very hard in theass couniries to convert
then to Gommxm:lm..

Tha best way of fighting subversion ig'intelligence and terntonal‘ operationa,

s0 we can detect GCommunist activity when it first arises. In carrying these

" out when the people are participating, we rely heavily on comromnications,
Therefore, .cammunication between areas is very important to knowing wwhem
problems emerge, so we can deal with thern immediately. If the danger

" becomes greater and the Insurgency becomes greatsr, we will require mobile

. .units to send to these areas to squelch sthversion, To supply and malutain -

this mobility we wﬂlneedhoth sea and air transport so we can put down

insurgency before it becomes too big to stop, Especially in the navy field,’

" +we need to improve the conditions of the navy -- not big ships but to be

able to transport men and materials to be able to carry out these oparatians.
Particularly, ships which éan fight any attempts to interfere with these
opeTations to cope with insurgency. Indonesia has mawuy islands £ we will
need many of these ships w&t‘h great mo'bil:.ty' _

. GREREBR/NODIS/XGDS )
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Especially at this moment, intelligence and territorial operations are

vary important,. We are in a better condition to do this than other Southeast
mations. With American assistance, we have 'I:niit a patioral resilience
and we ars working hard at building it furthex.

Presidenk How big 2 Navy do you have and how big do you need?

Subarto: We have many capable navy men prepared to'man the Soviet ships
we have -~ that were gathered to liberate West Iran. These ships are now

mothba:lled and nseless, howaver. .

If you will agxree with those principles to strengthen the national resilience --
aspecially in the military field, we can set np a joint committee to decide
what is neéded in the Navy, Army and Air Force, We don’t need new equip-
ment, just to make them, sexviceable.

President: I think we should set up a joint conunission to decide what is
peeded and what we can do to supply those needs. I will talk to Secretary

Kissinger.

Suharto: But the most important need is not in the military feld but in the
economic area. This i» where we must bulld tha natjon., Indonasia can bae
an example to other countries nftheimportancanfatrengthenjngthairmﬁonal

resilience.

Presidenk Our Ex-Im Bank has been working with your people. I would expect
° we would continue to work with yon on providing more credits and grants.

1t is irnpoxtant that we help with everything we.can make available in order

to contribute to the essanﬁal development you have described,

Subaxto: In view of our efforts to accelerate developments,.we bave four )
sources: The IGGI (Inter-Governmental Group for Indonesia), internatiornal
organizations like the World Bank, the Ex-Im Bank, and privats banks.

Thase four go from -soft to hard terms for loapns. We are already obtaining
joint Ex-Im commexcial Ioans, and terms are still lcrwar through commaercial

.banks, We hope to continue these loans.

President: Tn Fortune I saw a ten-page story wrging private. inVestment.
.Is the investrnent picture encouxagmg?

Scharto: The figure has now reached $5 billlon. What remainsg is fo‘r i.n&ustry

‘which Tequires having capital input. Examples of these huge projects are
liquefied patural gas{$800 million), .nickel {$900 million), copper, and others.
_Thase will requires the agsistance of ¢ther countries to get the credits. .

m)nomslx@' S - _ - '
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With regard to our efforts to strengthen our national resilience, I want to -
mention the archipelago principle. This principle has been.followed by the -
Indonasian people for years. The purpode iz to force onrselves in as a

" unified nation without any tewritorial ambition.: From various comntries -

. we have gotten favorable response, but I see some hesitancy in the U.S, aboot’
" this principle. Indonesia doesn't want to create difficulties with other countrie.
establishing this principle in its territory.

- President: We were encouraged at the progress of the Law of the Sea Conferen
and we hope for further progress. We do understand your problem. We do
have reservations, and we would be happy to meet with your people to work
it out. We must have maneuverability if we are to carry out.our responsibility
in the world. I assure you we will work with your people to try to work out

8 mutual wnderstanding.

Suharto; Talks heve been conducted bilaterally between us aiready, The
third point I want to raise is Poriuguese decolonization, Starting with our
basic principle, the new Constitution of 1945, Indonesia will not commit
.aggresoion against other countries. So Indonesia will not use force against
the territory of other comntries. - With respect to Timor, we support carrying
out dacolonizationr through the process of self-determination, In ascerxtaining
the views of the Timor peopls, thare are three possibilities: independence,
staying with Portugal, or to join Indonesia, With such a small texritory and
no resources, an independent country woald hardly be viable. With Portugal
it would be a big burden with Portugal so far away. If they want to integrate °.

- into Indonesia as an independent nation, that is not possible’ beca.ﬁse Indonegia
is ons unltary state. So the only way is to integrate into Indonesias

President: Have thé Portuguese seta aa.te yet for allowipg the Timor people
to make their chaice?

&:lha.rto- There is no set date yet, but is iz agreed in principle that the
Wishes of the people will be scught. The problem is that those who want
independence are those who are Commmunist-influenced. Those wanting
Indonesian integration are being subjected to heavy pressure by thase who
_are almost Commumists. The Commmimist elements practically sabotaged
the recent rheeting in Macao. I want to assert that Indonesia doesn't want
to insext itself into Timoar self-determination, but the problem is how to-
manage the self-determination process with a majority wanting unity with
Indonesia. These are some of the problems I wanted to raise on this

auspicious meeting with you.

Presi&eht- I greatly appreciats the chance to learn your views, espema.lly
on the events in. Vietnam as they cunso]idate - an& the thought it would take

five.yeaxrs 'I:o cansolidate.

SBCRET/NODIS/XCDS Photorops fron Gt e Fond i
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I would like to mention OPEC.

[Secretary Kissinger enters:] .

Wé appreciate your not joining the embargo in '73-74, We are
concerned about QPEC rajsing prices in the £2ll meeting. We are con-~
cerned ahout the effect on the econormic recovery of the United States,
the world, and the Third World. Ikunow you feel badly about the Trade
Bill's penalties against OPEC members. We are trying to get Congress
to change that to make tb.e pena.ltxes selecb.ve, not cornprehensive,

Suharto: We share with the other OPEC states the view that we shovld
not conifront the consuiners in this energy crisis. We are also aware

that same producers have taken a tough stand. We 2re a small producer,
but the others still listen to us. The September meeting I don’t think will
focus on a.price increase but haow to keep the purchasing powar of the
producers from falling. Therefore Indanesia, with the others, is studying
the problem sericusly so that ¢il revenue will benefit the peaple desp:.be
the inflation and recessicns which have beset the world.

Presgident: We have been through difficult times a.nd We are-pow caming
out of it. The cil price increase would bave an injurious effect on onr
recovery and thus our ability to help the world's economic recovery.

In the past you have sent a special emissary .to contact Secretary
Kissinger on cccasion. I would like that arrangement to continue under

e if you agres. . "

Swharto: I ifully share the imporiance of sending ‘an emiesary to contact
_Secretary Kigsinger. I baven't'done it 5o much recently because of the

problems that both cur countries have been facing recently. - I would also

agree to reswming these contacts so0 we can maintain a mmi.‘lmty of views

on problems, like with J‘a.pa.n and Australia.

President: Lunch is.ready.

ERERER/NODIS/XGDS . _ Photocopy fom Gezald B, Ford Lilrary
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Lampiran 6:

“Memorandum for the President.” National Security Archive
Electronic Briefing Book, no.62.

(Sumber: <http.//www.gwu.edw/~nsarchivFANSAEBB/NSAEBR62 . ).
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MEMORANDUM FOR:: THE PRESIDENT .~

FROM: - S ‘Henry A. Kias.hig.é_!:'
| SUBEGT: | Your Visit to Indomesta _
I.. PURPOSE . . ..

. Your Jakarta vigit will be & dramatic reaffimmation of

) ':I:he' significance we attach to our relations with Indonesia,

the largast and most t non-Communist Southeast Asian
state and a significant Third world country. In our xela-

tions with Indonesia we are seeking to move progressively

away from a donor-olient relationship and from preoccupation
vith aid issues. toward ties that stress a broader sharing of
intexests and views. -Your visit ofFers an-excellent opportu-
nity ‘0 encotrage a more.mature dialogue with the Indonesian ’

-

leadership on iasuves of importance to us and‘less focused on

© . our aid relationship. -

© A key mechinism for moving this process forward will be
the Joint UB<Indonesian Consultative Commission first agreed
upon duting your Camp David meéting with Suharxto, on July 5.
‘Wa éxpect tha% a formal announcement. of the Comnlission’s for-
matlon can be made, during your brief visit, which provides an
‘otcasicn to make the announcement under the most auspicious
Eéircumstances. wa expéct the Indonesians to welcome this
Bt-ep.. - Co '. . -'.'..,.. . . . . . - .

- A8 a Tesult of the Camp David meeting, Suharto is more .
-confident of the steadiness of our commitment to our friends -
in Asia and -our close ties with Indonesia in particular., At

the Camp David meeting may have given the

-~ .

-
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Indoneainn side an overly optimiatic impression of our )

ability to assist Indonesiah development and ‘security pro—_

and an-inadequate .appreciation of the growimg con~

straints that are acting to depress US aid levels everywhare;

Your .visit can be helpful in alerting Suharto to the

1ikelihood of a declining BS aid 1eve1 _and makmg hin, und'er-

stand ‘the reasons.

. Our goal nou is to encourage Indqﬁeala's sense of )
.self-reliance commensurate with its .importance to the |
region, ahd to focus cur dialgque’ increasingly ‘on ’
broader issues of continuing major 1nterest of the two
‘governments: . ) )

A —-'The us role hnd us intereats in East naia, .
both for thely.ewn sake and to balance
Soviet.and PRC pressures,

:“f Indonesia's perceptions of its'place in
: " SOuthéast{A5ia against thia broadex-backdrop.

T Indonenla g .importance in North-South -and |
other multilateral issues and ouyr growing
effoxrtp to make a oonstructiva contribution
on ‘such issues; . A

. ngional cosperation in Boutheaht hsias

" = And our increasingly varied and close -
bilataral relations. \

II. -mcxsnouun AND sm'mc! R
. L=
In ‘the postéVietnam envirnnment, U.S. interests in
Indoniesia are based both on its present position in the
" ragion_ and, especially, on its anticipated-future rola.
Indonesia, the E£ifth most populous nation in the.world,
is more than three times the size of any other Southeast
Asian country and includés within ‘its-border about half
the reglon's total population. Xt is potentially one of
-the richest. Its geographic location and-resources are
of major strategic importance in the region. Flanking
the Southeast Asian mainland, -Indonesia controls the sea
» paspages between the Pacifiq and Indian Oceans, ingluding

. SECRET
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Japan's life line to Middle Bast oil; its own oll Fields
provides a significant poxtion of Japan's o0il consumption
and a small but inereasing part of our own oil imports.-
Its other major xesources -- rubber, tin and tropical
gmcts -- are also of some significance to the Dnitad

8.

On’ the international scene, Indonesia under Suharto
has sought to carve out for. itself a somewhat urique °
diplomatic position as an anti-Communist but non-aligned.
country tapable of carrying on a dialogne with both
radical "third world" states and the west while cautiously
pursuing policies generally compatible with the latter.
The government's desire not to-offend politicized Moslem
elements in Indonesia, however, influences it to side with
the Arab states on certain igsues, such as zionism; more-—
over, it values highly its membership in OPEC and supports
OPEC actions, although it has never played. a very active

role at OPEC meaqtings, .

Withih the ragion, Indonesia.is generally recogni zed
as “first among eguals® in the five-nation Association of
Sontheast Asian Nations (ASEAN) and increasingly regards
;he organization as the comarstone of its regional poli~
es,

Realization of Indonesia’*s potential 13 “hampered by
severe domestic problems and by economic backwardness which.
even its increased oil reévenues have scidrcdely bégun to
overcome. Because of the Svharto Government's decision in
the late 19608 to fawvor:econdmic development over military
preparedness, Indonesia‘’s dimed Forces are poorly équipped
and inadequately supplied. At best, ft will be yedrs before
Indonesia can play a significant regiomal security role. .

. Tha speed with which Indochina fell upset Suharto™s: calcula-

tidne that Indonesia would have an extended grace period to
develop 1ts internal strengith befoxd confronting a communist
threat from the north. To¢ meet tha changed siltuation
following the ldéss of Indoclina, President Suhartc appears
to have become, if anything, even morxe convinced in the
months since your meeting at Camp David that Indonesia's
policies must ba bhased on the maintenance of close ties
with the United States -- altthough not to the extent that
its non—aligned Image is tarnished.

," SECREY
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. President Suharto will want to hear about your dis-
cussions in Peking, particularly as they relate to Southeast
Asia, -and may also express some uncertainty about detente. .
He undoubtedly will take the opportunity to explain Indo-
nesla's owly views on regional security, and the future of
ASEAN, He will probably described the GOI's own tactics of
gingerly approaching the gquestion of xestoring relations

with the PRC and the GOI's asBessment of the potential
comnunist threat to Southeast Asia (which he sees- largely

as one of insurgency and subversion in the short run).

We expect Suharto will reaffirm Indenesia's non-

aligned posture and its comitment to the doetrine of

"national reailience", a somewhat mystical "do it yourself"”
concept of developing internal strength by combining egual
parts of military -self-reliance, bhroad baged economic
development and a political identity between the government/
nilitary and the people., Nevertheless President Suharto
will probably try to obtain further generalUS understand-
ings regarding economic and military assistance. EHe may

- express concern that, despite.indicaticns we gave at Camp

David, the prospect for future 2id seems uncertain.

President Suharto may also biing up other issues ralsed
earlier at Camp David or of mutual interest to the two govern-
menta: Law pf the Sea, Portuguase Timor, Indoneslan exclusion
from receiving . tariff praference .under the 1974 Trade Act
and U.8. policy on Liguefied Natural Gas (LNG) imports. We
anticipate, however, .that his camments will be general and
philoscphic .in character and that he will not expect detailed
definitions of U.8. policy in responge., .

; A straightforward, low-keyed, generally frank presen-
tation will be most effective with Suhaxrto. He may still

" haxbox latent concerns as to the constancy of US policy

toward Indonesia and SBoutheast Asjia, and he is especially
anxious that we recognize the nmaghitude of Indonesia'e need
for outside aid. Our desire to move away from preoccupation
with aid towaxrd a more balanced dialogue should thus be
rojected with caution, aveiding the impressicm of a change
in the U,S5. attitude toward Indonesia. The main forum for
more detalled exchanges on this subject will be the Joint

Cm_nnission.

« BECRET
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"III, US-INDOSESIA JOINT COMMISSION . . . -~

L

A key 'a:sbadt'df our’ _stratégy- 'for-tha' visit will be

-the aphouncement of ‘the formation of a-Joint Us-Indonesia °

Consultative Commission. The announcement should specify
that itas first meeting is to be held in Washington next .
spring. Although the Indonesians have clearly intended
that the first meeting be held in Jakarta, your visit'
and the fact that the announcement itself is being made

in Jakarta should help ue persuade- the ‘Indonesians to -.

agree to Washington as the venue. -

A8 worked Sut with.the Indonesiane, the Commission's -
purpose will be to broaden the range of our consultations
with the Indonesian Government on major issues -~ the -
latter to include cocperative programs in various’ flelds, o

T

-although the Commiszsion will nof actually negotiate pro-

grams or supervise their execution. The two co-chairmen

will ba Forelgn Minister Malik and Secretary Kissinger,

with representation on our side to include Ireasury, Defense -

and’ such other agencies (AID, for example,.or Commerce) as:

may bs indicated hy the agenda topics.: The Commission is

being created for renewable two-year terms and will meet

annually, alternating between the two capitals. It will be - -

supported by informally constituted subcommissions, ini-

tially a Joint Economic Subcommission and a Joint Security

Subcommission, which will meet adnually and be chaired on )

tlga g.s. side at tha Under Secretary or Aspistant Secretary .
VB » 3 . = - N -

y dibcusai.ng the Commission witp' Suvhartn,- you may \;vi.sh

to stress the following points: .

. "= 'We ‘are especially pleaséﬁ“ that agreement has
been reached on establishing the Commission,
and wa ook forward to the first meeting in

= ! - the Spring. ) RO
I.--'Wa sée it as a most useful devive for broaden~

. ing the range of consultation and cooperation .

-. . _between ouxr two countries and, on our slde, as
- -and indicator of the special importance we
attach to ocur ties with Indonesia.

EECRE?
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IV. ISSUES AND TALKING POINTS

-

"1, Indoneslia and the Peoplé's Republic of Chiné

0f all the non-communist Southeast Asian countries, -
Indonesia has remained the most cautious about establishing
(or In Indonesia's case, re-establishing) relations with .-
Peking. Many Indoresians believe the PRC was behind-the .
1965 communist coup attempt and are highly skeptical of .-
PRC pledges of non-interference in the internal affairs .
of its neighbors. They Bee their problem complicated by
a sizeable Chinese minority in Indonesia {more than three
miliion}. Although Indonesia will probably normalize its
relations with the PRC eventually, opinions differ within
the GOI as to how quickly to proceed. .

Suharto will be:locking forward to your comments on
your discussions with the Chinese and will be curious about
our own plans for normalization with the PEC., You may wish
to'pass on any insights gained from your talks in Peking: on
Chinese intentions towards Southeast Asia {a topic in-which
SBuharto will be keenly interested), while avoiding any .
appearance of advising the Indemesians dn how they should
handle their own relationg with China. It is not in our
interest to push Indonesia toward the PRC.

2. US~Boviet Detente .

Indonesia's relations with the USSR are cbrrect but
wary. The GOI seeks aid from the Soviet bloc and receives
z small quantity. (Add from the USSR itself, terminated
in 1965, will be raesumed with a $100 million Soviet credit

- for hydroelectric projects announced in November 1975). The
GOI, however, remains innately suspicious of Soviet inten-
tions., Especially in -the context of your, comments on China,
Suharto may inquire briefly about detente. He will be seek-
ing primarily a reassurance that-we, too, are careful to
‘keep our guard up in dealings with Moscow. -

3... Indonesia’s Regioﬂal Policies

Indonesia's answer to the potential threat by a
coomunist Indochina is to build up the Association of South- -
east Asjan Nations {(ASEAN ~ pronounced AH~see-an)} as a
cohesive regional orgamization (but without provoking Hanoi
by portraying it as a defensive alliance); 'to encourage

L
H
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greater "national resilience® in each of the ASEARN countries:

to step up its own defenses without diverting excessive :

resources from its economic development -programs; to hold

out a wary hand to Fanoi and Saigon (both of whom it recog-

nizes) as an inducement to choose cooperation. rather than

confrontation with their non-communist neighbors; and to

persuade the U,8, to maintain its presence in the region, .. -

especially in the form of "over the horizon" forces. - As .-
. he did at Camp David, Suharto will want to acquaint you - ..

with his-views of the region, Indonesia's position therein,

and perhaps how he envisages the U.S. role. He will

. probably express concernh abont Malaysia's growing internal
aecuriiy problems {see below} and possibly abont Thailand 8
aB we -

- Your Talking‘Points

-~ We welcome Indonegia's lead in developing
: .regional cooperation, particularly through
- - ABEAN. ‘In our view, ASEAN represents an
. encouraging and constructive Southeast .
Asian effort to work toward regional self-
. " reliance and aecurity. .
-=- We recognize that ASEAN is, and must remain,
an organigation of the Southeast Asian states
themgelves. We want to cooperate both with
ASEAN's member countries. and with ASEAN itself
in way that ASEAN states find useful, but we
lock to ASBAN itself o give the lead in
o 2§termining the. extent and nature of our coopera—
- on; .=

Ty

== FOr our part, we intend to maintain an affectiva
. presence in the region, We will honox our treaty
) . " . - commitments and we are determine to maintain our
close ties with friends such as Indonesia.

' -~ (If Suharto asks) We intend to retain our bases
in the Philippines and certain facillties in
™ —Thailand with the agreement of the governmenta
concerned.

— T T UTSTSecunity assistance.., Marnus Siswanto Prajogo, Pascasanana U 2009




4, The Malaysian Insurgency

Ll

The Indonesians profess great concern over the situna- -~
tion in Malaysia, where the chronic comminist insurgency
has become appreciably more active in the past year, .
Indonesia sees this as an opportunity for the Vietnamese
Communist regimes toc open a new and (for Indonesia)
dangerous front by moving in with material support for
the insurgents. While Malaysia is among their closest
friends, the Indonesians.fault the Malayslian Government
for falling to ‘take.-thé domestic measures Jakarta be-
lieves necessary to-minimize the threat -- particularly
an easing of the.legdl and economic discrimination that
favors the Malay plurality (443} at the expense of the
wealthier Chinese minority (38%)., The Indonesians have
some justification for their concern, but we believe
theixr fears exaggerated. They axe also concerned, but

*. .. less immediately, with the insurgent threat to Thailand.

Your Talking Points (if raised by the Indoﬂ?siansf

-- We share Indonesia‘'s concern over developments
-. . - - that could give the communists an opening to
support subversion in the- ASEAR reglon. Y
Thalland and Malaysia appear particularly wul-
nerable in this regard. We hope that Indonesia,
as Malaysia's close friend will help with advice
and counsel. ! -

) ~-=- Por our part, we sent a small military team to
v both Malaysia and Singapore at the request of
~.  those- governments to digtuss defense equipment
needs. We are helping both governments in o
selecting military equipment and are planning to
- offer Malaysia credit (about $15 million) for
R - soma of the purchases the year. - . .

.5. US Security Assistance to Indomesia

At Camp David President Suharto expressed concern to
. you aboiit the potential threat of arms smuggled froam the
north to support insurgencies in Indonesia's neighboxs and
eventually in Indonesia itself. He songht our cooperation
in reviewing Indonesia's equipment xequirements. )

“ SECRET
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to
o * archipelago. &ince we .could not- supply all their . -
~ Trequirements, we agreed to work with them on a longer . )

texm effort to rehabiIitatg their -military forees..

The level of military assistance which we told-them
" they would receive thia year, however, was later read-
Justed by switching approximately %10 million -from grant
to credit. Given Congressional attitudes, overall
prospects for security asaistance in future years are not

bright,

a fact that the GOT may not adequately grasp.

‘=..' " . They could, in fact, be disappointed next spring if

FY 1976

-security assigtance is slonificantly reduced as
is guite possibla. : . . 0

lkin

. Your Talking Points’

—= We recognize the seriounsness of Indonegia’s

security concerns and have proposed to Congress
approximately doubling tha present level of our
overall security assistance to Indonesia in the
Present fiscal year, ° NN, -

" For budgetary reascns we have had to make

certain readjustments this year in the mix

.of grants to FMS credits. Increasingly, in

in the future, security assistance will be
in texma of credit. B ‘

We will continue to gooperate with .Indonesia
in the security assistance field within the
limits of our capabilities, At ‘the same time,
Indonesia should not gauge US intexests in

- Indonesia solely by our bilateral aig levels,

SECRET
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. ’ 6. North-sSouth Economic Issues

Indonaaia supports restructuring the world economy
to bring greater equilibrimm between rich and poor coun-
tries, but.prefers to deal with practical questions
rather than ideologlcal confrontation. The Indonesians
responded favorably to the U.S. "comprehansive” speech
at the UNGA Spacial gession, but‘remain skeptical about
‘our willingness to fulfill our promises and differ with
us on such fundanmental issues as our Yeliance on market
forces to.bring about changes in world economic struc-~
ture, They dislike our criticlsm of OPEC and the non-
aligned. ] :

Indonesia exerts a moderating influence among Third
World and OPEC countries, A sustained dialogue with
Indonesian leaderg could narrow the gap between oux
dif¥ering views of the policies best suited to improve -
v the egonomic position of the Third World. Indonesian
’ leadars have to be persuaded about the sincerity of
. U.8. North-South policiea. At tHe same time they -should
.-+ be aware that U.S. domestic public support is essential
- for policies to benefit the develcping countries and that
- .several recent third world actions, particularly in the
- UN, have endangered that support.

Your Talking Points

-~ Wa sympathize with the Third World desire to
bring a better equilibxium between the
daveloped and developing countries, and we

.. - also recognize Indonesia's commitment to
. thia goal. ==

~- We have demonstrated the seriousness with which
we propose to deal with these issues. Becretary
KRissinger's speech to the UNGA Special Session
contained more than 30 proposals coverind trade,
commodities, agriculture, finance, and technology.
Many of them should be of particular benefit to
Indonesia.

-

-= In sqme areas we may.differ on how best to pursue
North-South objectives. We think matrket forces
. have a key role to play, for example, and their
- exclusion leads only to inefficiencies and dis-
locations.

" ) SECRET
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We believe both producer and consumer interests
should he taken into account in discussing commodity
policies.

~- If we deal with the specifics of these. issues we
should beé able to narrow our differences-and reach
practical solutions, We hope to discuss these

matters with Indonesian policy .makérs in all appro-

priate fora: The Joint Commission, the Confexence
on International Economic ‘Cooperation and- elsewhere.

~- Indonesia should also be aware of our political
: problems in this area. We need tha s rt of the
.- U.8. public to pursue policies to benefit ‘the
developing countries. We would welcome Indonesia's
help in discouraging Third World positions which
can only erode U.8. publié aupport for -a forthcoming
u. S. poature.

’ -
]
v

7. Energy Issues

Fhe Indonesians place considerable emphasis on soli—
daxity with OPEC. Nevertheless they have played a.passive
moderate role at OPEC meetings and duxing the latest round
kept thelr price increases significantly below those of
othexr OPEC countries. They did not participate in the Arab
oil emhargo. The United States accounts for the bulk of
Indonesia‘'s oil investment {about B66%) .and an increasing
amount {(about 11%) of our crude oil imports are” from

* Indonesia.

- Phare are two energy relatéd issues which the Indo-

. nesians could raise in discussions: (a) Indonesian

mandatory exclusion (as a memper of OPEC) from the 1974

"Trada Act benefits and (b) their hops for a favorable FEC

ruling which would permit the GOI to go dhead with a major
project to export liguefied natural gas (LNG) to California.

Your Talking Points (if the subject is raised)

--"We have noted Indonesia's recent decision to
hold its oil price increases below that
sanctioned by OPEC. We have also appreciated
Indonegla‘'s moderate stance in other lssues
relating to OPEC. But we believa that in the
long run Indonesia stands to gain most from
increasing production and sales.
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X . - Tha Pederal Power Cgmmission will be taking up the
" Lt Indonesian LHG casa in the very near future. . )
- . . . +Meanwhile, the Administiation's Energy Rescurces -.' ’

. . Council will be working toward decigions.on our

- overall energy policies, including the guestion
i . of ING imports. While we cannot foretell what ,

.- Coe ." these.decisions will be, we are vexry much aware .

) of Indonesia's intexest in LNG. -

*

-~ We favor Congressional action to. enable Indones:a
to becqme eligible. to recelive those tariff pre-
ferences ‘conferred by the 1974 Trade. Act, - However, = -
Congrassional concern-over OPEC policies will inake
this difficult. ) . .

8. US Econumic Ajid to Indonesxa

. At Camp David President Suharto emphasizéd ‘that .
'Indonesia 8 most important need was eccnomic rather than
militdry", reflecting the realistic Indonesian view that

. domestic socio-economic and political problems are the

" chief threat to the country's stability. Particulariy on .
Java, whers 80 million pecple are already at densely crowded
ag anyvhere on earth, unemployment and grinding poverty are
endemic., Compounding Suharto's political problems are signs

- that despite ten years of development under the "New Oxder®
the gap between the rich and podr is growing, while corrup-
tion and maladmlniatration remain widespread.

In reaponse to Suharto 8 comments at Camp David, yon i
expressed your intention to increase aid to Indonesia. Sub-
' Bequently you propcsed to the Congress an additional $20
million. in lcans for Indonesia, bringing the total proposed
U.S. assistance phckage‘of $85 million for PY-1976. (Japan
this year is providing almost twice as much, while the other
menbers of the Indonesia aild consortium are providing roughly
$230 nillion). Prospects for future U.S economic assistance
- are less clear since there are proposals now under intex-
agency review which could cut our aid significantly as part
of worldwide budgetary reductiona. ]

-

Your Talking Points

i . -="We fully-recognize Indonesia‘'s continuing need
for developmental assistance., "We have asked
Congress for $20 millign in additional develop-
ment loans to Indonesia this year for a total
of more than $80 million in aid, the biggest
single increase we have proposed this year
for any Asian country.
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. -~ We intend, within Congressional limits, to main-.
:  tain a weaningful aid comtribution to Indonesia.
At the pame time, Indonesia should not gauge U.S:
-interest in.Indoneaia solely by bilateral ald
1373-13_. o .' " . "u . - -7 - ) -' N *
~~"Private foreign investment can. bacome ap. increag~ .
ingly important zource of capital and technology
for Indonesia's economic growth.- We hope your
- Government will actively continue to.encourage the
. forei-g'n invest_cu:.- : : . o i

=T We also hope that Indonesia will support our pro-
goaala at the UNGA Special Session to protect
: developing countries against cycles in_ their axport

earnings, to provide them with better .access to

wostern capital and to expand intermational facili-

ties to f£inanve development, to promote the transfer
- " of technology, and to achieve an international

consensus governing relations between trans-national

enterprises and governments.

9, Indonesia and the UN

" . Indonesia walks a tightrope in its UNGA voting, main-
taining a.show of solidarity with the non-aligned majority
i} while attempting to ‘aveid too frequent opposition to the
- - D.8., and the West. This im reflected in abstentions and
behind-the-scene efforts at compromise. In 1974 Indonesia
. worked hard to defend the seat of the Lon Nol.delegation.
"’ The 1975 record bas been mixed: On Korea Indonesia voted
. for the friendly resolution and abstained on the hostile
one; on Zionism, howaver, it voted with the majority, to
some extent because of internal pollitical considerations
a:iaingifram the pressure of Moslem political parties in
Indonegia.,

-

- '.
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Your Talkinj_ Points A

- Despibe the’ continued tendency of the UNGA non-

.. aligned majority to use its voting strength
irresponeibly, we are making every effort to
.aveid acrimonious confrontations. : .

-~ Wa understand Indonesia 8 dilemmz .in wanting ’
. - "~ to avold: taking issue with the non-aligned. ma-
v . jority, and we apprEciate Indon331a's support
) when we reoeive it. .
— I the UN is to retain its importance, however,
' . greater realism and c¢onsideration for the actual
TR, issues must he injected into the UNEBA. It is
S in the interest of major countries such asg /
. . - Indonesia to ensure that the UN acts more effec-
- s tively and responsibly. If every country voted
Je vt - ... forthrightly for what it actually believed, the
D - - extremigts in the ON woula find thepselves a
) small minority.

. 10. Indonesia and the Law of the Sea

Indonesia has long sought international rocognition

: . of the archipelago principle, under which all waters within
* the Indonesian axchipalago would he under extensive Indo-
naslan contrel. We have not. accepted the principle, but 7
we have indicated that we conld accept an objectively
defined archipelago as part of an over-all Law -of the Sea
treaty which effectively guarantees ocur transit.and over-
£light rights through both archigelagos and international

tT straits. After over two years p¥ negotiation, we have
naxrowed our differences with Indonesia. We axe prepared

T to resume bilateral discussions with the GOI on this subject

" 7 ° whenever the Indopesians wish. A short while ago they

' expressged a desire for bilateral talks, but nost- recantly

seem to have backed away again, ) .

_!our Talk__grPoints (1f raised by the Indoneaiana)

) . --"We understand Indonesia’ 8 position on the archi-
pelago question.
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D -'Tha United States can accept the archipelago
. principle in the Law of the Sea negotiations
as pakt of a comprehensive treaty protecting
our interests in transit through.apd over -
archipelagoes and international stra;ta.

~~ We are willing to continue detailed law of .
.the sea consultations with Indoneslia to find -
) . ) a mutually acceptable solntion to thia 1mpor--
o tant problam. ) o

o . 111, . Indonesia and Human Rights .

The human rights problem in Indonesia concerns about
35,000 suspected communigts still under detention from the
500,000 or so arrested in the chaotic momths folldwing the
attempted communist coup of Saptember 1965. Held witbout
.o ’ txrial or in many cases formal changes, these detalneses have
. 'z 7. attracted a good deal of world (and COngressional} attention

* - and criticism of Indonesia. . 4 .

--+ - The Indnnasicns raqogniza thé igsue as a serious prn—
blem and are troubled by the criticism. They feel themselves
~- in a‘dilemma, However, they are convinced the wholesale
. release of the detainees would lead to civil strife and a
recrudescence of ‘the Indonesian Communist Party.

¥e have frequently discussed the 1ssue with the GOIX
. in a quiet, non-eccusatory manner, seeking to speed reso-
-lution of the problem, and wa have alerted them to the human
rights ‘provisions of our aid legislation, The Indconesians
have been responsive. During a recent US visit by a high
level Indonesian delegation head@d by General Ali Murtopo,
one of Suharto’s close adviscors, the group raised the
issue with Members of Congress and told them that they plan
* to step up the phased release of more detainees.

.We believe it would ba helpful if you raised this
issue in a low key. .

"Ybur Talking_?oints .

-- The matter of the detainaes in Indonesia has

: attracted a good deal of attention and concern
in the U.S. and has affected Congressional and
public attitudes toward Indonesia.

. - | SECRET
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-~ The.Congress has placed human rights reatric~ a-

tions on-both economic and security assistance
legislation which could make implementation of )
these programs more difficult. We'understand
that the delegation led by General Murtopo .
(Moor-TOE-poh) discussed this constructively
with Members of Congress., N

-~ Indonesia's release of abhout 1 500 detainees " .
during the past year and the implementation of’
what we understand are present plans for the -
phased release of more detainees has already
had a favorshble 1mpact on Congress and the Uv.5.
Public .

12. Indonesia and Portuguese Timor

Indonesia was content to leave in Portuguedse hands
the small colony (600,000 people). that shares with Indo-
nesia the island.of Timor. With the dismantling of the
Portuguese empire, however, Jakarta has become concerned -

- that the backward and resource-poor coloay would attain

what.the Indonesians expect would be a weak, unviable in-
dependence leaving it susceptible: to outside -- especially
Chinese -~ domination.

..
-

For about a year Jakarta has been maneuvering to
abeorb the colony through negotiations with Lisbon and
covert military opexations within the colony itself;
showing considerable restraint. A emall scale civil war
batwean quarreling Timoxese parties has opened the way to
wider Indonesian intervention In_support of pro-Indonesian
factions. Portugal, meanwhile, Ras almost complately lost
control of the colony.

-© . A merger with Indonesia is probably the best solution
for the colony if the inhabitants agree, - Indonesia use of
vUB-supplied weapons in an overt occupation of the terxritory,
however, would contravene U.8. law, We have quietly pointed
this out to the GOI, and it appears to have been a restrain-
ing factor.

-
-
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" Your Talking Pointa tif raised by Indonesia Bidel

- SRR - We, recognize tha problem that Timor poses for
“: " .. Indonesia, ahd we appreciate the restraint that
- .". Indonesiza has exercised to date.- .

. ~=.We note Indonesia has expreased willingneaa to
. . : .  sSee a merger of the territory with Indonesia
.o take plade with the assent.of the. inhabitants
e . . of vimor. This wouid appear to he reazonable ‘
. splution, . :

aa &

BECRET




Lampiran 7:

“Telegram US Embassy Jakarta to Secretary of State.” National
Security Archive Electronic Briefing Book, no.62.

(Sumber: <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62 ...>).

Universitas iIndonesia
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Tacat OVIF(FOAN GERALD R PRESIDENTY By_ 22t NARA, Date 88

- b
g

2. ‘SURARTO=T WISH: t0 EXPRESS Y THANRS AND VERY GREAT
\PPRECIATION FOR YOUR WILLIWGNESS; MR PRESIDENT, T0
ACCEPT MY. INYITATION 70 VISIT INDUNESIA, ALTHOUGH THE g
VISI7T IS VERY SHORT, T SELIEVE 1T d3LL BE HOST USEFUL. .
THE BROKCTINN-OF PERSQMAL CONTACTS BETYEEN U3 IS WPORTANT * -
AND 5IGn1, LCANT.FOR BOTH gF DUR COUNTRIES, - - - :

3. FORD-HMY.DELESATION IS EVTREMELY -GRATEFUL, HR

* ' PRESEIDENT, FOR THE SPLENDIYD. ARRANGEKENTS FOR THE . Y18ITY,

1 REGRET THAY THE TiBg IS SBHORT BUT AFTER ELECTIONS,; §
HOPE TO-COME BACK gGAYN FOR A LOHGER PERIGN, THE QPPOR=
TUNEITY FOR SUCH FACE TG FACE KESTINGS IS aL50 BIGHLY
IMPORTAET FOR KE, THE ;nHFIDEhBE E3TaBLISHEY THROUGH -~
SUcH MERTINGS 18 INPORTANT TO THE REVELOPH=NT OF DUR

* POLICIER. I COMSIDEREp THE MZETING AT.naHp pivIp T0 BE  -:
QST FPUITFUL AND 1 AW CERTAIN THAT THIS CUKRENY VIGIT «
- ~3ERRET : : :

-y v o -
Lm ae e

- FPholocqpy from B FPoed Litreas-

-
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WILL EVEN FURTHER ENHANGCE QUR RELATIONSHIR, THE UNITEDR
STATES INTENOS YO CONTINUE A STRONG IHTEREST -IN AND
INFLUENCE IN THE PACIFIC, GOUTHEST ASIA AND .ASIA, AS3.

A PHOLE, HE HOPE TD EXPAND THIS INFLUENCE BESPITE THE.
SEVERE- SEYBACK OF VIETNAM, OHR COUNTRY-TO=COUNTRY RELAw" .
TIONSHIPS ARE VERY IHPURTANT TU THE DEVELDFHENT CF THESE
BALICIES, . *

A, AS YOU XNOW, I MAVE JUST RETURNED FROM CHINA WHERE

WE. HAD ozscussrnns OF THE INYERNATIONAL OGCENE AND AN IN
DEPYH REVIEW QF GUR BILATERAL RELATIONS, WE NADE IT
CLEAR THAT -WE ARE QPPRSED YO THE EXPANSION" OF ANY NATION
Of COMBINATION OF COUNTRIES. WE -HAVE NO -TERRITORIAL
AMBITIONS., WE-YALUE QUi RELATIONSNIP WITH INDONESIA AND -.
RESPECT YOUR Ras;unaL AND NONwALIGHED RELATIONSHIRS,

1
; 8e SUHARTO=NHAY EHE YOUR INFRESSIONS QF CHIHAIE ATTim
'
!

R

¥

?

TUbDE TQ&IRD SOUTHEAST ASIA AFTER VIETNANY.
A

. B raan-rnzr HILL YIGQROUSLY EXPANSIONZSH.BY '
DTHERS INTD ASIA, IN THIS THEY THINK PARTICULARLY OF THE... .. . -
USIR, THEY DONYT APPEAR TG HAYE AHBITIDNS OF THEIR uuu.

7. KtSSIHGER¢HE BELIEVE THAT CHINA DOES WAT. HAVE .

EXPANSIONIST AINS NOW, WE CANNOT PREDICT KHAT THE-SITUA=

T10M RILL BE IN FIVE YEARS, RIGHT HOW THETH' FXRST CONCERN . :
‘Iﬁ THE SﬂVI;T UNION AnD THEIR BECOND VIETNAH. " -

8, FORD=I HAD THE IMPRESSION- nF A anearn;xnso CHINESE -
anexsu POLICY LiRGELY DIRECTED. AT HEETING THE BHALLENGE
OF RUSSIA ANO VIETHAN,

8. SUHAHTOwAT CAMP DAVID KE DISCUSSED THE QUESTION OF

. UNIFICATION OF VIEYNAM, THAT SEEMS NOH TO BE MOVING

" AHEAD, -LADS AND CAHBODIA SEEM ALREADY UNDER VIETNANESE
TNFLUENCE, DOES THE UNITED SYATES BELIEVE THE. THREE. an.l.

BE INCORPORATED INTO ONE COUNTRY? - . .
} 1 1@, FORD<THE UNIFICATION OF VIETHANM HAS cous MORE v
f 1 -QUICKLY THAN WE ANTICIPATED, THERE I3, HOMEVER, RESISYANCE

' s nauaonxx Tﬂ THE INFLUENCE OF HANOI. HE ARE WILLING
1 : BECREL— .. T

) :

1

NOT 10 8E REPR 00 UCED W‘ HOUT.JHE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY
- - - - - ‘

n.l‘ L
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.YQ HOVs SLOWLY ¢, ouT RELATIONS WITH CAMBODIA, HOPING
PER4APS TO 5LO¥ DOWN THE KORTH VIETNAMESE INFLUENCE
ALTHOUGH .KE FIND THE CAMBODIAN OGVERNNENT. VERY DIFFICULT,
THE SITUATIQN IN LADS IS HISTURBENG AND' APPEARS TO DEm
‘MONSTRATR AN ACCELERATED IHTEREST ON THE PﬁRT OF NOTTH
-WIETRAM, ; . B JoaE
1, Ktas:naa&-:r'zs tnraassr:ua THAT IN LAGS
('_ BQUYANNAVONG IS5 NOVW IN A _SUAORDINATE POSITION, THE
.CHINESE WANT TQ USE CAMSOpIA T0. BALANCE: OFF YIETNAN ANO
- ARE XEEPING TRDOPS IN COMNECTION WITH ROAD BUILDING “IN
i THE NDRTH, WE GON'T LIKE; CAHBDOIA, -FOR- THE GOVERNHENT IN -
: MANY RAYS' IS-wORSE THAN NVIETNzM, BUT ¥E ROULO LIKE IT
..-T0 @fj] INDEPENDENT, WE NONTT DISCOURAGE THAILAND OR- -
_cntua FROH DﬂAdIhG GLDBER To CAHAUDTA. .

“ {2, sUHAnrn-rae 'FACT nzﬂaxna THAT SIHANCUK, usspzrs
] SUPPORT.FAOA CHINA, HAS MO" AUTHORITY AND THE KHKER ROUGE

T

()

M EmEA SR TRA e G P gkl smnglled et ey i T e A6 e A M
-

e

13
L
el

LS

i

- LEADERSHIP I8 cuosza JO HAMOI, THEY ARE GUIDED BY THE HALL
OF HO CH] MINH, -

b 13,7 *IaﬁIHBER-LE ong THO YSED YO TELL NE THAT THEIR
L AnBETION FAS ALL OF INDOCHING AFTER WHICH THEY WOULD
i X | PROCERD T0 TAKE QVER SOUTHEAST ASIA,  ° 7, . )
: 14, SUHARTO=IN RECENT POHER POLITICE YHE THREE INDOCHINESE
¥ © COONTRIES ARE TRYING TO SEPARATE THEMSELVES FHOM THE €IG -
B8] roncRs unp BEGONE- HEMRERS OF THE NONALISNED HOVEHENT.
CAHBOOIA AND LAGS ARE KEMBERS ALTHOUGH HANOI I8 ¥OT. YET - °
A MEMBER, THI8 CAN CAUSE NEW PROBLEM3 FOR THE NONe :
$1: ALIGNED SOVEHENT, SEVERAL COMMUNEST cOUNTRIES. NOW WANT
. " .10 BE NONLALIGNED. YUGOSLAVIA, CUBA AKD ROPAMIA ARE el
“¥12] < TEXAMPLES. NOM AMONG|THE HON-ALIGNEOQ COUNTRIES THERE AR . T,
MO cONSISTEYT POLYCIES AND NO SOLIO BLOC, :

:, 15. “3‘ UF IHDBNE&II'S ﬁnzﬂ BDNCERHS 1s THE D;HEER FROH e
* :  Ikgac IMA WHETHER THERE:X& ONE STaTE OR THREE, TRIS -

. *guﬁgﬂ APPLIES To ALL OF THE HBH.CUHHUHIST nﬂUHTRIEa IN THE
- REA, -

;5. FORD-FRUN FAST HISTDRJ It 13 CLEIR TH),‘I‘ !NDDEHIH.\ LT e T

- - ——a - - - -
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i- FE31 wouLd BE & DISTURBING ELEMENT 1IN ANY ‘GROUP, DO THE NONw

€ CONNORIST COUNTRIES HAVE A VETO OVER-NEW WEMBERS OF The

: : NON=AALIGNED. GROUPY =~ . .. U "

17. SUHARTD? HO.'IZ I3 DIFFICULT TO .EXCLUDE ANYONE

RGE NUMBER OF AFRIGAN COUNTRIFS HHO ARE
THYS 18 WHAT BRDUBHT ABDUT THE )
ADNISSION OF ‘HORTHKOREA, PARTLY BECAUSE pF THIS S$ITUATION o
WE AR NOW CONCENTRATING  ON-CONSOLIDATING QURSELVES I 80UTHm T
EAST. ASIA, WE, ARE) TRYING [0 FIND- IDENTICAL YIENS ON . .
FACING -THE COUNTRIES IN INDUCHINA AND OF WAYS AND BEANS -
T0 IMPROVE SEGURITY, At,fg&'agsiuuxua WE HAD DIFFERENGES
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OF QPINTON, THAILAND AND MALAYSTA, BITH A CoMNON HORDER -
WITH INGOCHINA, BA¥ NO IKMERIATE THREAT AND NANTED TO' -
EATABLISH HELATIGNG RITH HANGI, INBU!{E&I& ADVYISEGQ THEM- ~ -
YHAT EVEM ThOLGM THERE WAD N PHYSICAL THREAY THIS Dlp

NOT HEAN THERE WAS AN ABSENCE OF DANBER, THE LOCAL.IHwm -

"y SURGENCIES NEPRESENY A GREATER DANGER THAN wOULD AN OYVERY.

S} - PHYSICAL THREAT, THE ASEAN LEADERS HAVE No® CONGLUDED el
¥ THAT THE INSURSEMT ELEMENTS HAVE BTEPPER UP THEIR ACTIVITIES,
THE ASEAN LEADERS WILL SEER TG CONSOLIDATE THEIR ACTION™

I THE FORYHCORING ASEAN SUMNIT, THE AGENDA ¥ILL INGLUDE
ECONOMICY AND POLYTICS A3 WELL A8 SECIRITY, . AN .

18, ON THE ECONQNIC SIDE THE OBJECTIVE WILL AE-TD STRENGTHEN
NATIONAL RESI TENCE, IT 1§ IMPORTANT TO CUOPERATE DLUSELY
TOGETHER SO THAT NO COUNTRY I8 A WEAX LINK, IN THIS CONe-
NECTION THE ASEAN COUNTRIES HISHED 7O TAKE A COKNON STAND
0 TRADE RELATIONS AND AVDID COMRETITION ANONG THEMSELVES,

A RELATIONSHIP NDW EXISTS WITH THE £EC AND CONBULTATIONS.
ARE CONDUCTED THROUGH & SPECIAL COMMITTEE CALLED SCAM, -
INDGNESTa HOULD LIKE TO SEE THE ESTABSLIHMENT OF CON3ULTA~
TIONS ON ECONOMIR HM2TTERS BY ASEAN-nITH QTHER COUATRIES

AND PARTICUALY THE UNITED 9TATES, HOM THIS nOULD -8E ’
OONE 19 noW gEING DESCUSSED, LNDONESIA 18 THE LEADER .

OF THE -GROUP TALKING KITH THE EEC AND THE PHILIPPINES
#ILl BE THE LEADER OF THE GROUP IN'DISCUSSIONS HITH THE .
UNITED STATES. (THIS POIMT HAS SUBSEGUENTLY CLARIFIED , .
WITH GENERAL EUDHARMONG,) . -
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OGN PQap=E HOULD WELCOKE: SUCH DISCUSSIONS AND WILL
OO ONTIL THE INITIATIVE 15 TAKEN BY THE PHILIPPINES FOR
“THE GROUP, S A .

28, S.UI-MRTB-TH_E ASEAN COUNTRIES DO NOT HISH TO EMBARK .o .
- O§ OVERLY AHBITIOUS PROGRAMS pUT wISH YO FIND PROJECTYS s
" BENEFICIAL TO ALL, PART OF THE EFFORT WILL BE IN X

I4DISTRIES IW WHICH PRODUCTS ARE CLEARLY TN DEMAND BUCH -

As In FERTILIZER, INDONESIA IS NOW  PROBUCING . UREA FERTIw

YZEF aND THE.PHILIPPINES HAS THE PRQSPEGT 0F PRODUCING
; PI!USPHATES- : . _i

l - ’ _. - - - - - . i o= C
X . 23, FORD~WHERE #OULO THE caPITAL COHE FROM-FOR BUCH
PROJECTA? i o ) : O

R \ . . T - Y. .-l . i
qi- 92, SUHARTO-YE ENVISAGE JUINY VENTURES WETH ALL FIVE - AR
S, COUNTRIES INVOLVED. . R S I

TS Wl T TIST I

"hia

P ™ Spe

N . - . : " i : l-. "
;. g3, KISSIKGER-NE HOULD HELCOME SUCH PROJECTS ANO, HAYE. R
ey . Laws suPPORTEQ THE IPEA OF REGIONAL ARRANGEMENTS. T S S b
Y. - BELIEVE THAT THESE WOULD HAVE AN INPGRYANT EFFECT.:- Cote

24, ‘SUHARTG=YE UNDOUBTEDLY KOULD BE LOOKEING FOR 1 N

.A-l T

.
-,

CAPITAL FROM THE US ALSC FOR SUGH .PROJECTSE. .

5
;
i
i T _
[ 25, IN 0TSCUSSIONS OF SECURTTY AHONG YHE ASEAN COUNTRIES, K
. WE ARE SEEKING YO AVUID ANY. OUTHARD INDICATION GF A PACT, ... -
U we DIYEND 70 BEGIN BY AN EXCHANGE OF INTELLIGENCE 'AMALYSES '~ ™7 -
A11  AnD ESTIMATES, HE WILL THEH DECIDE WHAT METHORS WE SHOULD .
i
i
1
i

A

UBE TO REINFORCE OBUR SECURITYs - l -

.
.
ki

6. FORO=D0:YOU CONSIDER THE INSURGENGY SN THIALAND
AND MALAYSIA YOUR HDST INMEDIATE THREAT?

7. SUMARTOREXACTLY, IT 18 THERE THAT WE-ARE NOM °
P TRYING TO AMALYSE WHAT NE SHOULD 00, WHAT ME 0O MUST 8E . °
| CLOSELY RELATED TGO OUR CAFABILITIES, TO ADETERMINATION X
|

-
(=

j| SLONELYSTONG WE ARE, THESE CAPABILITIES ARE CURRENTLY ,
| e WiTE0, 1T 1S IHPOAYAT, THEREPORE,THAT NE .CONSOLIOATE: - 3 o=’ *
|+ 4iE STREMGTH OF THE PEOPLES IDOELOGOGYs POLITICALLYy - . & -
THE STREMETN AND HILITAKILY. ALL VILLAGES SHOULDBECONEL: ..
> 1 : —SEGRET— .
1
l.

”F,;

H
- j
N TR

T i

* 1
wer smy 'mwmonuss'p.
L L]
. .|

-

menr T O BEDDLDADLICED WIT-I-IdIIT THE AU‘!‘HQR]ZA‘“(JN OF -“-.iE EXECUT‘?E SECRETAR\
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FORTRESSES, THIS REQUIRES -SUBSTANTIAL BMALL ARMS, THIALAND
AND INDONESIA ARE STUDYING THE MEANS OF PROVIDING SUCH .,
ARMS, BOTH HALAYSIA AND THAJLAND ARE INTERESTED IN SMALL °.
ARMS PRODUCTION HUY FOR SECURITY REABONS .MOULD .BE PREPARED ¢ -
0T SEE THIS PRODUCTION IM.TNDONESIA. ‘BE #QULD LIKE TO . .
BUILD A PLANT TG PRODIUCE k=316 REIFLES; WOULD THE ONITED ‘
STATES CONSIOER ASSISTING IN.YHE, CONSTROUGCTION OF SUCH A PLANT?

28, KIBSINGER=WE NOULD FAYOR THIS AS A GOVERRMENT '
4. BECAUSE OF ITS INDICATION OF WIDER -COOPERATION, .
© o T R :
29, FORO~WE NOULD BE NORE THAN SYMBATHETIC, W& WOULD N
BE ENTHUSIASTIC ABOUT SUCH A RONCEPT, : . ;.. - & "»-

- ;. ; i, L 5 -

32, SUHARTOWHE ARE NOW TAKING FORNAL ‘STEPS; HE LEADERey. .=

SHIP ON THE PROJECY 0 I5°LEFY TO IKDONESIAe . i, o» 5 -
PR * H : - ‘l"- [

- - . £ - .
3. FORD~WE YERE NOT ANXIOUS TQ WITHDRAH FROR THAILAND -
A3 RAPIDLY A8 THE THAIS MANTED, y. :

- ] LY -
12. KISSINGER=WE WILL .KEEP -UTAFAO AR BABE,

33, FORD~HE ARE STILL IN THATLAND, HE ALSO HAVE. HAD =~ “+%. - &
SQHE_CONTACTS NITH HALAYSIA AGD SINGAPOR ABOUT INCREASED - o
BILITARY A0y g eram bt S A [ e~ LT

34, SUHARTO=-INSURGENCY HAS ND¥ REACHED THE CAPITALS d
IN BOTH THAILAND AND NACAYSIA, IT I8 BECOMING INCREASIMGLY
DIFFICULY TO FACE YHIS INSURBENCY. FOR ONE THING, THERE
ARE CONFLICTS OF INTEREST wh BOTH THAILAND AND WALAYSIA,
THE RECIAL PROBELNS IN MeLAYBIA ARE .AN-EXAHPLE, THE .
; - COMNUNTISTS ARE TRYING TO SUYVERT 8Y CUTTING -LINKS BETHWEER
THE ASEAN COUNTRIES, THEY.FQ@T TO gUT_ MALAYSIA FIAST,

- DR S
35, PORD-WHEWE ARE THE INSURGENTS COMING FROMP . -~

338, SUHARTO~MAINLY FROM culua. 49 PCT QF THE POPULATION

IN MALAYSIA AREICHINESE, VYETHAM XND TMESSOVIET UNIDN . , .

WILL NOT STAND STILL IF THEY FEEL THERE ARE OPPORTUNITIES ..

IN HALAYSIA, NE KEFD TO PORTIFY MAUAYSIA aUT THI8 IS 8OT . pr..:
_ EaSY Y0 DO BECAUSE QF TFE CHINESE INFLUENCE IN MALAYSIA, = &
. 2 FRCRET— : ¢

| . - a4 - ' -t A | "
- - - .
F] N . . - . - . - L

8

-
. * LI . .
A O B ¥ t .
i " . R

NOT TQ BE IIFPII.nmlrl:n WATHMITT TLIE AdStediim o mmmn s o = - \ )

U.S. security assistance..., Martinus Siswanto Prajogo, Pascasarjana UT; 2009.
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TH!S CAUSES GREAT L‘UHBER'& T0. $IREAPORE RHICH WOULD BE
* IN-DAGER IF HALAYSIA FELL, WE ARE' CONCERANED BECAUSE
. IT HOULD BRING THE CUHPUHIST-S RIGHT TO GUR. THRESHHOLE. - e

374 FORD=18 THAILAND THREATENED BY YEITNAH? b

38, BUHﬁRfG'YES- THERE I8 & mHE HATRED BETREE’l
TH‘ILAND h"u "IETNAHO . ; ) — P | RASIN

39. I HouLn LIKE TO SPEAK TU'YHU: HR PHESIDEHT: ABOUT -

ANOTHER PRPELM, TIMOR, WHEN 1T LOOKED. AS-XIF THE "

PORTUGUESE RULE HOULO "END IN TIMOR WE SOUGHT 7O ENCOURABE

THE POATUGUESE TO AN QRDERLY DECOLONIZATION PROCESS. WE

HAD AGREEMENT WITH THMEN ORN SUCH ‘A PROCESS AND Wb RECOGNIm

ZED THE AUTHOAITY DFf PDRTUGAL IN THE CAHRYING. QUT DF .
DECOLOMIZATION ‘AVD IN BIVING PEOGPLE 3HE RIGHT TD E£XPRESS

THEIR NISHES. INDOMEBIA- HAS NP TERRITORIAL .ANBITIONS, - .o
WE ARE GONUERNED- OMLY ABOUT THE SECURITY, TRANSUILITY - - .
AND PEAGE OF ASIA AND THE SOUTHERN HEMLSPRERE, IN THE

LATEST ROHE AGREEMENT THE PORTUSUESE GOVERNMENT WANTEQD

TO INYITE ALL PARTIES T0 NEGQYIATE, SINILAR EPFORTS

HERE Hau” BEFQRE 8UT FRETELIN DI0 NDY ATTEND, AFTER- THE

e

U.S. security assistance -, Martinus-Stswanto Prajogo, Pascasarana th; 2609
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INFQ - OCT-81 180-00  /R9% & .
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P asigady DEC 78 . . :

FN AMEMBASSY JAKARTA -
Tq SECSTATE WASHDC PRIORITY 358%

EA 4B A R A et Bk i e

NI A I O |

B N

1 8E G5 ET SECTION D OF 3 JAKARTA.14945
. - . .- f‘ '
| Noegs e W 3 6 L
| FPRETECIN PORCES OCGUPIED CERTAIN POINTS AND OTHER FORCES -~ ¢
: WERE UNSBLE TO CONSQLIDATE, FRETELIN HAS DELARED IT8
1. INDEPEPDENCE UNILATERALLY' 1N CONSEQUENCE DTHER PARTIES -

. .DECLAAED THEI INTERTZON OF INTEGRATIMG SITH INDONESIA,
, PORTUGAL REPORTED YHE SITUATION TO THE UNITED NATIONS

BUY DID NOT EXTEND RECUOGNITION TQ FRETELIN, PORTUGAL,
* HOREVER, 15 UNABLE TO CONTROL -THE SITUATION, IF THIS l:m!- s
* 7IMUES Y WILL PROLONG THE SUFFERING OF .THE REFUGEES

AND INCREASE THE INSTABILITY IN THE ARga, i

A%. FORQ-THE FOUR OTHER PARTIES HWAVE ASKED FOR™ |
ENTEGRATION? > ;

41; BUYARTO=YES, AFTER THE UDY, INDONESIA FOUND 1T= x
§XF FACING A FATE ACCORPLI, AT X5 NOk INPORYANT TQ DEe
TERRINE WHAT.HWE CAN 00 70 ESTABLISH PEACE AND ORDER FOR °
THE PRESENT AND THE FUTURF IN THe INTEREST OF THE SECURITY,
OF THE AREA ND INDONESIA, THESE ARE SOHE QF THE COR=
SIDERATIONT ME ARE NOw CONTEMPLATING, WE wANT  YOUR UNDER=
. STADING IF wE DEEN IT NECESSARY TR TAKE RAPID OR° .

, DORASTIC ACTION, 1 . .

. 42, FORO=HE WILL UNOERSTAND AND WILL KOY PRESS YOU ON
¢ THE I3SUE,-WE UNDERSTAND THE PROSLEN YOU HAVE ARD THE
INTENTIONS YOU HAVE, AN

I

o gl.a-

+,

= RO

(ko)

o

f o)

I 1 " .‘ ..’ . 4k va
t 43, KJSSINGER=YOU APPRECIATE THAT THE dse- of use -t ':f- .
"HADE _ARHMS COULD CREATE PROBLEMI, x o
. —BEERET— .

]
%
4
i
D Ergd \ . : ‘ :
. »
. .
{

NOT 1O BE REPR'ODUCEB'_ WITHOUT JHE Al.)THORIZM:ION OF THE EXECUTIVE SECRETARY
> i
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RAN FORD=HE COULG HAYE TECHNICAL AND LEGA( PROBLEHNS,
YOoU ARE. FAMILIAR, MR PRESIDENT, WITH THE PROBLEMS KE
HAD ON CYPRUS ALTHOUGH THIS sITUATIuN ‘18 DIFFEREHT.

A%, KXSSIUGER-IT DEPENDS ON HOW HE CGNSTHUE I1? HHETHER

IT 18 IN SELF CEFENSE OR IS ) FOREIGN OPERATYION., IT I8 -

INPORTANT THAT WHATEVER YOU DO SUCCEEDS BLICKLY, WE

‘WQULD BE &BLE T INFLUENCE THE REMSTION IN AMERICA IF
WHATEYER HAPPENS HAPRENS aFTER-WE RETURN, THIS WAY

THERE MoULD BE: LESS CHANCE OF PEOPLE TaALKING IN AN UNe

AUTHQRIZED WAY, THE PKESIDENY WILL BE AACK ON MONDAY AT

2:18¢ PN JAKARTA TIME. WE UNDERSTAMD YOUR PROBLEN AND .

".THE NEEp TO MOVE QUICKLY BUT I AM ONLY SAYING THAT IT

woULR BE BETTER LF IT WERE DONE AFTER WE RETURHED-
48, PORU~IT KOULD BE HBRE AHTHBRITATIVE IF ﬁE G#H DG

AT IN PERSON, .
R TA KISSINGER-WHATEVER Yau DO, HOMEYER, NE RIL an Yo

HQNOLE IR THE BEST HAY PEESIBLEc

- - ABy. FORB-HE REGOGHIZE THAT TGU HAYE A TINE EAGTDR HE
“ HAYE NERELY EXPREBED BUR UIEH FHOH OUR PARTICUL AR -POINT

"OF VIEW,

43 KISSINGER=IP YQU HAVE MADE. FLANB, WeE Wili 00 oUR :
REST TO KEEP EVERYONE QUIET UNTIL THE PRESIDEHT RETURHS

lr;

HOME, L ;

%8, 0N YBU-AHTIGIPATE A LUNG GUERILLA WAR THERE?D '

- Blg éUHARTO-THEéE WILLPRGBABLY BE A SMALL GUERILLA

HAR, THE LDCAL KINB3 ARE IMPORTANT, HOREVER, ADN THEY -
ARE OH OUR 8IDE, THE UDT REPRESENTS FORMER.GOYERMHENT
OFFICIALS AND FRETELIN REPRESENTS FORRER SOLDIERS, THEY.

- ARE IHFECTEQ THE SAHE AD IS8 THE PDRTUGUESE ARH? HITH

cumu"ls“. . [

52. I AQULD LIXE TO BAY ﬂnRD'ABnUT TRLHE RELATIBHS..
THERE ARE 4EVERE ECONQMIC PRESSURES ON OUR. COUNTRIES,

O T

- Co mmmzﬁm_ﬂmw
] ] l .. f .
| . Departmmt of State
R e mﬁ@m
E; MGHH*MW | - 3__' u,ﬁlvn'r-r
i | i . .

FaLl
-

SN 2N

' Yo wA % ““hm-‘-.d-
. -

o
s

 u¥a s * -

! - L.

- , NOT TG BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY
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¥E MUST DO ALL BE CAN TO MAXIMIZE OUR INCGME. IN THIS
CONNELTION THERE IS AN IHBALANCE OF PROFITS RETHEEN THE

GIL COMPANIES OFERATING IN INDGNESIA ANQ- TOSE QPERATING

IN THE HIODLE EAST, IHOOKESIAN COMPANIES MAKE AS NUCH

AS 3296 A BAREL NHEREAS THE PROFITS IN THE HIDDLE EABT ot
ME UNDER 31,00 A BARREL,. = - T T .

53. FORO=ARE THEY REINVESTING® AND  EXPANGENG OPERATIONST. T

54, SUHARTO=YES, WE QONIT WANY TO INTERPERE WITH THAT
s0T WE GELTEVE THEY CAN STRETCH OUT THEIR PROFITE. HHAT
HE (0 SHOOLD HOT BE INYERFRETED AS NATIONALIZATIONs g "
e SEEKING AH UNDERSTADING AND NEGOTIATIGHS ARE UNOER
WaY, PROSPECTE ARE ENCOURAGINGS-HE ALSC WANT THE UNDER=
37ADING OF THE USE HOREVER, v :

g%, FORD-THEY SHOULD BE GRATEFUL THAT THEY ARE TREATED
NELl HERE IN INDONESIA, WUCH SETTER THAN IR SQHE QTHER

CGUNTRIES, ‘I HOFE THAT YOUR HEGOTIATIONS WITH THEN MILL
BE BENEFICIAL AND THAT THEY WILL SUFFORT YOUR EFFORT.

85, KIS3INGER=OUR MATIN CONCERN I8 THAY GHiTevie byt TR
pDQ DOES NOT CREATE A CLIRATE THAT DIBCOURAGES IRVEATHENT,

BaSICALLY THE MATTER 8 SETKEEN YOU AND THE COBPANIES,

WE ARE NOT INYOLVED IN Slice PROBLEHS. ie

i
87, SHRARTOeRE HAVE TAKEN THESE YIEMS INTO ACGOUNT .
AND-EVERYTHING THAT RE 0gQ RILL BE BASEQD On EXISTING LAWS,
ME WANT TO FIRD WAY BF ORTAINING REVENUE EHICH WIL® -
NOT JEOPARDIZE FALR PROFITS FOR THE COMPANIES, “

53, KISSINGER- WE APPREGIATE YOUR CLARIFICATION oF
THIS HATTER, S ! o

59, PORD-LET BE ASSUBE YOU THAT ME UNDERSTAND YOUR:

11 STTuATION, WE HAVE NO PARTICULAR RECUMMENDATIONS,

. . . . I ~ a '. -' .
$2, SUNARTO=ONGE HORE, 1 TRANK YOU-FOR THIS YISIT,. -

41 we aRE o COUNTRY THAT HaS MANY NEEDS AND WE CONTINUE TO

LoGK TO THE UNITED STaTES TO NELP ud, h U L. A LTy s e ki
. , AERRET— R I El B Taenkd L

1
[} i . L - e |
* [ MR L - - - g B B v W W

] 1 .l : - :
o S N
NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY
4
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YoM FORpeYE ®ILL DO WHAT WE
YICE CANGRESS RHERE ME HaVE
PROSPECTS WAY BE A LITTLE BE
0N THE ECONOMIC SIDE, WE ARE

guUMT WHICH IS In THE YICINITY OF
et ,~ONGRESS TQ #0pIPY

wE wILL ALSQ THY 7O GET
WHICH EXCLUDES OPET COUNTRIE
WE REALIZE THAT INOONESIA DI

BECRET

.'!De;:rm:é;zt! ozj"f..S‘tate'." . |
- Department.of Stake yreenAM

CAM, OUR PROZLEN 15 TG CONw

GREAT DIFFICULTIES, ALTROUGH

TTER YHaN WE HAO THOUGHT EARLIER,
SEEXING TO OBTAIN THE HAXINMUN

380 MILLIOH THIS YEAR,

THE TRADE ACY

3 FROM GENERALIZEQ PREFERENCES, .

D NOT PARTICIPATE IN.TRE Olf

ENBARGO, CONGRESS HAS, UNFORTUNATELY TREATED ALL OPEC
COUNTRIES IN THE SAn& Fnau:pn.,l Ce L

dg, T HOULD LIKE YQ NENTION ALSO, WR PRESIDENT, THAT I
ﬂii’r 70 MAINTAIN- A DIRECT ﬂa‘uuﬁusutr.- IF YOU HAVE ARY»
THING SPECIAL, I HOFE YOU' HiLL COHHUNICATE HITH ME .
-DIRECTLY 8Y MHATEVER WEaNS SEEM§ AFPROPRIATE,  NEWSON

L

o X I
H 5

P

L]
4 e m— -y
1
v

a1

AT T RE DEPEONLCED WITHOIT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUNYE SECRETARY
i

U.S security assisfance..., Martinus Siswanto Prajogo, Pascasarjana UT, 2009




Lampiran 8:

Nota Diplomatik “505 Agreement.” No. D.638/PO/IX/2006/36,
tanggal 6 September 2006. Departemen Luar Negeri RI.

(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RT).

Universitas Indonesia

U.S. security assistance..., Martinus Siswanto Prajogo, Pascasarjana Ul, 2009.
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¥ APERTKAUTP™ « ) '_Fm ND, @ 6221 354566 . Sep. 25 2006 11: 4200 Pi

DEPARTEMEN LUAR NEGER!
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT AMERIKA UTARA DAN TENGAH

Jalan Taman Pejambon No, 8, Jakaria Pusat 10110
Telp: 3456176 Fax: 3854568

Jakants, 7 September 2006

No. . pAD PO 11X 120081 38 Kepada Yth.
t : Biasa
Lamp. - 1. Direktur Jenderal
- 1 (salu) M” . Stratagi Pertahanan, Dephan
Mabos TNI
di
Jekarta

. Manjuk surat Dijen Strahan, Dephan, nomor B/2132/VI/2006/DJSTRA perihal pada

a pokok surat, bmama ini dengan honrnal disampalkan cogy dari nota diplomatik Departemen
Luar Negeri RI kepada Kedutman Besar Amerika Serkat (AS) di Jakarda npomor D-
E38/POIDI2000/36 tanggal 6 September 2006 yeng tslah diparaf oloh Direkiur Jenderal
Amedke dan Eropa, Depiu. Nota atk lersabit pade intinya menyelujui usulan “505
Agreement mengenal jJaminan Pemerintah Rl idak akan melakikan refransfer tarhadap bareng |

/ paralatan militer yang dilvbahkan AS dan kesanggupan untuk mefindung! berang / perslatan
tersabut.

asih. Demikian disempalkan unluk menjadi periksa, atas perhatlannys diucapkan terima
& 3

Acling Direityr Amerika Utara tian Tengah

Direkiur Jonderal Ametika dan Eropa, Deplu (sebagal laporan)
Kepala Staf Angkatan Laut, TNI AL

Asrerium Panglima TNI

Pirjen Renhan, Dephan

Dirjen Ranahan, Dephan

Direktur Kersin, Dephan

Direktur Perdanfian Pokamwil, Deplu

N oA L8

U.S. security assistance..., Martinus Siswanto Prajogo, Pascasarjana Ul, 2009.




. RERIKAUTARA . FAX ND. © 6221 3654566 " Sep. 25.2006 11:43AH P,

CEPARTMENT G FORZIGH ASFAIRS
REPUBLIC %% IMILHIEIA

No.D- 638190 11% 12006 /38

Tha Dapartment of Foreign Affairs of the Repul:;ﬁc of Indonesia presents #3 compliments to
tha Embasgy of the United States of America in Jakarta and acknowledges recelpt of the
Embassy’s note aumber 716, dated June 28, 2008, which reads 83 follows:

“The Embassy of the United States of Amarica presents is compliments to the Depardment
of Faraign Affairs of the Republic of Indonesia and has the honor to refer to discussions
betwsen raprosantativas of the two Govemmenis regarding grants urder the Foreign
Assistance Act of 1861, as smended, of successor legielation, and the fumishing of defense
articles, related tralning and olher defensa sesvices, inchiding pursuant to the Intemetional
MiRary and Educstion Training Program, from the United States of America o the
Govemment of tha Republic of Indonesia pursuant to the Forelgn Assislance Act of 1961, or
succesaor lagislation. in this regard, the Embassy refers to the Agreement relating Io the
fisnishing of militery equipment, materals and services for a program of civic, sclion,
effected by exchange of notes at Diakarta, Apdl 14, 1967; the Agreement regarding the
furnishing of combat equipment lo Indonesia as additional mifitary assistance, effected by
exchanga of notes at Jakarta, August 18 and 19, 1970; the net proceeds Apraement,
effacied by the exchange of notes at Jakarta, June 12 and 28, 1974; and the Agmement
régarding eligibilty for Unlted States miftary sssistance and fraining pursuant to the
interhational Security Assislence and Armms Exporl Control Adt of 1378, effected by
exchange of notas at Jakarta, August 3 and 24, 1876,

In accordance with these discussions, it is propesed that the Goverament of the Republic of
Indonesia agrees;

A. That unless the congent of thae Gavernment of the United States of America has been
first obtained the Government of the Repubiic of Indonesia shall not:

{I} Permit any use of such defanse articles, related training, including training materals,
or.other defense gservices by anyone not an officer, amployee or agent of the
Governmant of the Republic of Indonesia;

() Transfer, or permit any officer, employee o agent of the Govamment of the Republic

. of indonesia to transfer, such dalense adicles, rofated training, Including training
materials, or other defense services by gift, aala or otherwise; or

(I} Use, or permit the use of, such defense articles, refated tralning, Including training
lnat;;la!s, of other defense services for purposes other than those for which
provided; .

B. That such defense articles, ralated tralning, Including training materials, or other defenss
services shall ba returnead to the Government of the United States of America when thay
8re no longer needed for the purpoges for which they wera fumished, uniess the
Government of the United States of America consents to ancther dispesition:

U.S. security assistance..., Martinus Siswanto Prajogo, Pascasarjana Ul, 2009.
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C. That the net procaeds of sale recefved by the Govermment of the Republic of Indonesia
in disposing of, with prior writien consent of the Government of tha United Statea of
Amotica, any defense articls fumishad by lhe Government of the Unlied Glales of
America on a grant basis, including any scrap from any such defanse atlicle, shall be

paid to the Govermment of the United Statas of America;

D. That the Governmant of the Republic of indonesia shall maintsin the sscurity of such
defense articles, related training, inciuding training malerals, or other defanss senvices;
that ¥ shall provide substantialiy Ue same degree of protection alfordad to such defense
arlicles, related training, including (raining materials, or other defense servicas by the
Government of the United Stafes of America; that i shall, as the Government of the
United States of America mey require, parmit continued observation and review by, and
fumish necessary Information lo, represaniatives of the Government of the United Stales
of Amsrica with regard to the use thersof by the Government of the Republic of

Indonasia; and

E. That the Government of the United States of Amarica may also, from time to {ima, make
the provision of articles, services and related lraining furnished unvisr other authority
(except the United Statss Arms Export Gontrol Act) subjecl to the terms and conditions
of the agreement proposed therein. (Transler under the Uniled Stales Anns Expoit
Controt Act shall continue to be govemed by the requiramants of that Act and United
Siates regulations applicable lo such transfers.)

1t Is further proposed that this Agreement shal superseds the mbove-relersnced 1974
agreement in its entinety, The 1887, 1870 and 1978 agreements ehall not be affectsd by this
Agreement. This Agreament shall apply to defenss articles and defense services to which
the suparseded 1974 agreamant had applied prior to enlry inta force of this Agreement.

The Ministry of Forelgn Affais’ note steling that tha foregoing s mecepieble o the
Governinent of the Republic of Indonasia shall, together with this note, constitute an
agresmant between the two Govemments, which shall enter into force on the dals of the

Minkstry's note.

The Embassy of the United States of America avalls itseif of this oppartuntty to renew to the
Dapadment of Forelign Affairs of the Rapublic of indonesia the assucances of is highest

consideration.”

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesta has the honor to confirm that
the proposals set forth in the Embassy’s nole are acceptabla to the Government of the Republic
of indonasia and that the Embassy’s note end this note in reply shall constitute an Agraemsant
batwaan the two govermnments which shall enter into force on this date. .

Tha Dapartmént of Forelgn Affairs of the Republls of Indonesia avalls Hself of inis
opportunity to renaw to tha Embassy of the United Statss of America In Jakarta the agsurances

of its highaat conslderation.
Jakarta, é‘ Sepismber 2006

The Embassy of tha
United Siates of America
In Jakarts, Indonesia . )}
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Lampiran 9:
“DATA IMET/E-IMET Program for Indonesia.”
(Sumber: Arsip Departemen Pertahanan RD.

Universitas Indonesia
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DATA IMET/E-IMET Program for indonesia

F.Y. U.S. FUNDING PERSONNEL | REMARKS
PLANNING | SPENDING
1 2 3 4 5
1971 1,666,000 1,272,000 433 IMET
1972 1,973,000 1,624,000 320 IMET
1973 2,045,000 1,791,000 194 IMET
1974 1,687,000 1,775,000 234 IMET
1975 2,335,000 2,310,000 276 IMET
1976 2,394,000 2,455,000 268 IMET
1977 2,440,000 2,757,000 198 IMET
1978 2,709,000 2,778,000 240 IMET
1979 1,973,000 1,848,000 195 IMET
1980 1,639,000 1,874,000 173 IMET
1981 1,700,000 1,700,000 233 IMET
1982 2,200,000 2,200,000 154 IMET
1983 2,300,000 1,806,000 120 iIMET
1984 2,700,000 2,700,000 158 IMET
1985 2,300,000 1,906,000 170 IMET
1986 2,400,000 2,400,000 183 IMET
1987 1,881,000 1,881,000 115 IMET
1988 1,688,000 1,688,000 88 IMET
1989 1,660,000 1,660,000 90 IMET
1990 1,820,000 1,791,000 102 IMET
1991 2,092,000 1,948,000 100 IMET
1892 2,300,000 2,125,000 122 IMET
1993 0 0 0 Suspended
1994 0 0 0 Suspended
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1 2 3 4 5
1995 0 0 0 Suspended
1996 600,000 577,000 17 E-IMET
1997 800,000 105,000 7 E-IMET
1998 400,000 476,000 16 E-IMET
1999 550,000 486,000 15 E-iIMET
2000 0 0 0 Suspended
2001 0 0 ' 0 Suspended
2002 400,000 276,000 12 E-IMET
2003 276,000 276,000 68 E-IMET
2004 459,000 459,000 72 E-IMET+CTFP*
2005 600,000 600,000 63 E-IMET+CTFP*
20086 983,000 792,000 43 IMET +CTFP*
2007 1,285,000 1,234,000 59 IMET +CTFP*
2008 974,000 1,474,000 43 IMET +CTFP*
2009 2,300,000 Still goingon | 68 (seat) IMET +CTFP*

* CTFP: Counter Terrorism Fellowship Program.

Jakarta,  April 2009
DITKERSIN DITJEN STRAHAN
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